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ABSTRAK 

PERALIHANSTATUS DESA WATES MENJADlgELURAHAN WATES 
K E C W T A N  WATES BERDASARJWV PERATURAN DAERAH 
KA BUPA TEN KULON PROGO NOMOR 9 T A H W  2009 TENTANG 
PERUBAtL4NATAS PERATURAN DAERAH W U P A T E N  KULON 

PROGO NOAfOR I6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAWSTATUS DESA 
WATES MENJADI KEL URAHAN WATES 

Berduscrkan Pasal200 ayat (3) ddam Undang-Undang Nomor 32 Tah-in 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Desa di kubupatehta seccra 
bert~hup dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahun sesuai usul 
drrn prakarsc Pemerintah Desa berscrma Badan Permusyawaratan Desa yang 
ditetapkan dengafz Perda. Selanjutnya pemerintah menerbitkaiz Perattzran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2096 tentag pembentukan, 
pe~ghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa rnenjad:' kelurahan 
ymg mana Kepmendagri tersebut merupakan pedoman bagi daeralz kabupaten 
dan kota serta DPRD dalam menetapkan peraturan daerah kzbupaten dan kota 
mengenai pem bentukan kelurahan. 

Merespon tuntutan ketentuan/peraturan perundang-undangan tersebut 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerhitkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubabun atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa 
Wates ldenjadi Kelurahan Wates, sehingga dalam pelaksanaanya terdapat 
permasalahan terkait pelaksanaan Per& dirnaksud yaitu mengenai 
bagaimanakah perlakuan terhadap asset berupa Tanah Kas Desa sebanyak 77 
bidang yang merupakan saluh satu sumber pendapata~z yang ternyata tjdak &pat 
dikelola scruiiri oleh Kelura.tran Wates? Bagaimanakah sikap Pemerintah 
Kabupaten Kulon Progo terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LK2Y) Binangun 
Wates dan sendi-sendi organisasi kmasyarahtan penopang kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan mcwyarakzit seperti LKMD, KKLKMD, BPD, 
Pedukuhan, Rukun Warga ( R q ,  maupun Rukun Tetangga (Rq? Bagaimanakah 
Kelangsungan pembangunan $an peningkatan pelayanan kepada masyarakat di 
Kelurahan Wates akibat terbatasnya anggaran belanja yang didapat Kelurahan 
Wates kurena saat ini tergantling pa& a l o h i  APBD yang diberikun oleh 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang jumlahnya sangat terbatas? 



Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan 
mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normat$ yaitu 
menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan 
hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil 
penelitian dun kmya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.. 

Hasil penelitian tersebtft terjawab sebagai berikut : Pelahaman 
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
PeruEahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan yang telah diubah dengan 
Peraturnn Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 masih belum 
optimal sesuai yang diharapkan karena masih meninggalkun permasalahan pa& 
Tanah Kas Desa sebanyak 77 bidarrg yang merupakan salah sat2 sumber 
pendapatan yortg teinyata tidak dapat dikelola sendiri oleh Kelurahan Wates, 
hilangnya Leiizbaga Keuangan Mikro (LKh.3 Binangun Wates dan sendi-sendi 
organisasi kemasyaraktan penoparzg kegiatan pembangunan dun pgmberdayaan 
masyarakut seperti LKMD, kXLKMD, BPD, Pedukuhan, Rukun K'arga ( R v ,  
maupn Rukun Tetangga (RT) serta terhambatnya Pensbangunan dun 
qeningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan Wates akibat 
terbatasnya anggaran belanja yang didapat Kelurahan Wates karena saat ini 
tergantung pada alokasi APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 
Kulon Progo yang jumlahnya terbatas. 

Kata Kunci : Alih Status, Desa, Kelurahan, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. 

inaka penyeleriggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan asas 

otononli. Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan 

mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata di1dcuka.n oleh 

Pemerintah Pusat (central government), melainkan juga oleh kesatuan- 

kesatuan pemerintah yang lebih randah yang mandiii (zeij?andins), bersifat 

otonomi (teritorial ataupun fungsiond).' Asas otonomi daerah merugakan hal 

yang hidup sesuai dengan kebutuhan clan perkembangan di masyarakat. 

Dilaksanakannya otonomi maka pemerintahan daerah dibedcan kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan 

otonomi yang diberikan kepada suatu p e m e ~ t a h  daedi  diiaksudkan unt& 

memaksimalkan penyelenggm fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang 

mencakup pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dm 

pembangunan (development). 

Kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proldamasi 

kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah memberiican pengaruh 

terhadap eksistensi desa. Apakah sebagai institusi yang otonom atau 

merupakan bagaian dari organ pemerintah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang paling rendah. 

1 Ni'matul Huda, Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangannya, don 
Problematikanya), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 85. 
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Pemerintah daerah secara urnum diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat 1 setel& 

amandemen adalah "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- 

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang 

tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempmyai pemerintahan daerah, 

yang diatur dengan undang-undang". Berdasarkan penjelasau tersebut 

diketahui bahwa pembagian daerah yang dim&!-ud terdiri atas daerah 

propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota serta desa sebagai daerah ymg 

terendah tingkamya. 

Penerapm otonomi daemh yang tertuang pada Undang-Undang 

Nomor 32 tahuti 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebii! menitik beratkan 

pada pemberian kewenangan kepada daerah. Pemberian kewenangan itu 

dipakai untuk mengatur clan mengurus kepentingau masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirzsi masyaakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Landasan pengaturan dalam pemikiran 
\ 

mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Secara urnm desa dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil 

yang dikelola secara formal dan rnandiri oleh kelompok masyarakat yang 

berdiam di dalarnnya dengan aturan aturan yang disepakati bersama, dengan 

tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang 

dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat 

tersebut. Desa secara historis merupakan cikal bakal terbentuknya 

2 



masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara clan 

bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi ymg otofiorn dengan tradisi, 

adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandirL2 Menurut Y Zakaria, 

sejatinya desa adalah negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum, desa 

memiliki semua perangkat suatu negara, seperti wilayah, warga, aturan dan 

pemerintahm. Selain itu, pemerintahan desa memiliki alat perlengkapan desa 

seperti polisi dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menggunakan 

kekerasan di dalam teritori atau wilayah hllkumnya.3 Hal tersebut membuat 

desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat daii 

hukumnya sendiri serta relatif mandiri? Berdasarkm ha1 inilah ma!! desa 

hfuus dipahami sebagai kesatum masyarakat hhukum yang memiliki hak dan 

kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk 

mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur clan mengurus kepentingan 

masyarakat inilah yang disebut otonomi desaS 

Menurut P e r a m  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenacg untuk mengatur dan mengurus kcpentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Peraturan Pemerintah 

H A W Widjaja, Otono-i Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat don Utuh, PT Raja 
G~afindo Penada, Jakarta,, 2004, Ral. 4-5. 

3 Y Zakaria, Pemulihan Kehidupan Desa don UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, 
Globalisasi, don Dernokrasi Lokal, LPM, Jakarta, 2005, hat. 332. 

4 H. A. W. Widjaja, Op.Cit, hal. 4. 
5 H. A. W. Widjaja, Op.Cit, hal. 165. 
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Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ini diterbitkan untuk melaksanakan 

k e t e n ~ m  Pasal216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 

Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dm kemasyarakatan. 

Desa bukmlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian 

dari perangkat daerah kabupatenlkota, dan desa bukan merupakan bagian dari 

perangkat daerah. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur 

wilayahqji! lebih sempit. 

Menurut Peraturm Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelumhm, bahwa Kelurahan adalah wilayah keja lurah sebagai perangkat 

Daerah KabupatenKota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dalam Pasal2 ayat 

(1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan clan (2) Pembentukan kelurahan 

sebagaimans dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa 

kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu 

keluahan menjacii dua kelurahan atau lebih. Dalam kedudukannya, pa& 

Yasal 3 ayat (1) Kelurahan merupakan perangkat d a d  KabupatenKota 

yang berkedudckan di wilayah kecamatan, (2) Kclurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada BupatQWalikota melalui Camat, (3) Lurah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul 

Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 200 ayat (3) dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 
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Desa di kabupatedkota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan 

statusnya menjadi keluraharl sesua. usul dan prakarsa Pemerintah Desa 

bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Perda. 

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan kewenangan Desa sebagai 

suah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus 

kepentingan masyatakat setempzt berbarkan asal usul dm adat-istiadat 

setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten di bawah Kecamatan. 

Dilihat dari latar belakang diubahya bent& pemerhtahan desa 

menjadi kelurahan bukan disebabkan karena adanya kebutuh;zn, tetapi karena 

tuntutan peiundang-undangan, maka mau tidak mau, siap tidak siap, semua 

pemerintahan desa yang berada di wilayah kota h m  berubah menjadi 

kelurahan. Menindaklanjuti isi dari P a d  tersebut, telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Dalarn Negeri r'lomor 28 Tahm 2006 tentang pembentukan, 

pcnghapusan, penggabungan dzsa dan perubahan status desa menjadi 

kelurahan. Kepmendagri tersebut merupakan pedoman bagi daerah kabupaten 

dan kota serta DPRD dalam menetapkan peraturan daerah kabupaten dan kota 

mengenai pembentukan keiurahan. 

Pembentukan kelwahm diartikarr sebagai pembentdcan kelurahan 

baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan status 

desa menjadi kelurahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan 

sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 

Tahun 2006 tentang pembentukau, penghapusan, penggabungan desa dan 



perubahan status desa menjadi icelurahan, adalah merupakan kebijakan atau 

upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka membentuic kelurahati baru. 

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 16 Tahun 20C8 tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi 

Kelurahan Wates dikemukakan bahwa prinsip pengaturan mengenai desa 

yaitu otonomi asli maka penyelenggaraan otonomi desa h m  

diselenggarakan dalam perspektif admhistrasi pemerintahm negara yang 

selalu mengikuti perkembangan jaman. Hal ini berarti jxnyelenggaraan 

pernerintsu4an desa harus selalu mengikuti dinarnika perkembangan dm 

perubahan sosial di desa. 

Perkembangan kehidupan masyarakat di Desa Wates telah 

menunjukkan karakteristik masyarakat kota, yaitu ditandai dengan kondisi riil 

Desa Wates telah tumbuh menjadi pusat pelayanan publik, pusat perdagangan 

clan industri, dan pusat jasa. Perkembangan tersebut harus diakomodasi agar 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat menin&tkan taraf 

hidup dan mensejahterakan masyarakat Desa Wates. Dalam upaya mengiicuti 

perkembangan masyarakat di Desa Wates, meningkatkan pelayanan kepada 

m a s y d a t ,  mempercepat p e l b a a n  pembaiigunan clan me~npercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, Desa Wates telah &ibab statusnyti 

menjadi Kelurahan Wates dengan mendasar pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates. Perubahan status 



Desa Wates menjadi Kelurahan Wates merupakan tindak lanjut prakarsa 

Pemerintah Desa Wates dan BPD Wates yang telah disetujui lebih dari 213 

(dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih. 

Perubahan status Desa Wates menjadi Kel-clrahan Wates akan 

diikuti perubahan di bldang kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan 

dm kekayaan, dan sarana serta prasuana pemerintahan. Dengan berstatus 

kelurahan, diharapkan kesempatan untuk mendapalkan anggaran 

pembangurm menjadi lebih !uas seperti bantuan dari Pemerintah Pusat akan 

&pat diterima dalam jumlah lebih besar. Alih status tidak ahin iaerugikan 

perangkat desa atau masyarakat dengm harapan laju pembangunan akan lebih 

cepat, aset yang dikelola juga akm lebih banyak clan jelas. N a m i  pada 

kenyataannya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari 

daerah masih dirasa terlalu minim, sarana dan prasarana yang masih kurang, 

kurangnya tenaga personil kelurahan, dan juga belum adanya aturan atau 

payung hukum mengenai LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan). 

B. Rumnsan Masalah 

Berdasarkan uraim di atas, terdapat permasalahan terkait persoalan 

yang timbul dari Peralihan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates 

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Idenjadi Kelurahan Wates 

dengan rumusan permasalahan yaitu : 



1. Bagairnanakah perlakuan terhadap asset berupa Tanah Kas Desa 

sebanyak 77 bidang yang merupakan salah satu surnber pendapatan yang 

ternyata tidak dapat dikelola sendiri oleh Kelurahan Wates? 

2. Bagairnanakah sikap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Wates dan sendi-sendi 

organisasi kemasyarakatan pcnopang kegiatan pernbangunan dan 

pemberdayaan masyarakat seperti LKMD, KKLKMD, BPD, Pedukuhan, 

Rukun warga (RW), maupun Rukun Tetangga (RT)? 

3. Bagiiimanakah kelangsungan pembangunan dan peningkatan pelayana 

kqada nasyarakat di Kelurahm Wates akitiat terbatasnya anggaran 

belanja yang didapat Kelurahm Wates karena saat ini tergantung pada 

alokasi APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

yang jumlahnya sangat terbatas? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : Pertama, mengetahui dan 

menganalisis permasalahan-pernasalahan apa sajakah yang muncul terkait 

pelaksanaan perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates menurut 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 

2008 tentang Perubahan Sbtus Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates. 

Kedua, memberikan alternatif pemecahan pennasalahan terkait permasalaha 

yang timbul akibat perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates 
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menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 

tentag Perubhan atas Feraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 

T&un 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates 

pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 Tentang Desa. 

D. Kerangka Teori 

1. Otononi Daerah 

Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahab Daerah, berdampak diserahkannya sejurnlah kewemgan 

yang semula menjadi m a n  pemerintat~ daerah, yang mengakibatkar. 

terjadinya pe rubah  dalarn berbagai aspek pembangunan di Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 

urusan-man pemerintahan yang menjadi urusan urusan pemerintah pusat 

meliputi : (1) politik luar negeri; (2) pertanahan; (3) keamanan; (4) yustisi; 

(5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Selain m a n  tersebut, 

semua urusan telah diserahkan kepada pemerintah daerah baik pemerintah 

provinsi, maupun kabupatedkota. 

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi 

pemerintahm, pada halcikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan 

bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekatkan tujuan- 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita 

masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil clan lebih 

sejahtera. 



Menurut BAB I Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

dinyatakan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pecyerahan wewenang 

pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indon2sia. Adapun tentang pengertian desentralisasi yang dikemukakan 

para ahli sebagai berikut : 

a M. Turner dzo D. ~ u l m e ~ ,  mengartikan desentralisasi adalah 

transfer kewenangan untuk penyelefijjgaraan beberapa pelayanar: 

kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada 

beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang 

b. ~ondinelli', mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer tanggung 

jawab dalam perencanaan, manajemen adan aiokasi sumber-sumber 

dari pemerintah pusat, unit yang berada dbawah level pemerintah, 

otoritas atau korporasi publik semi otonomi, otoritas regional atau 

fkgsional dalarn wilayah yang luas, atau lembaga privat non 

pemerintah dan organisasi nirlaba 

c. ~ u ~ r o h o ' ,  mengartikan desentralisasi sebagai desentralisasi 

kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralimi kewilayahan 

berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada wilayah 

6 Lihat dalam, Teguh Yuwono dkk., Manajemen Otonomi Daerah, Membcngun Daerah 
Berdasarkan Paradigma Baru, Diponegoro University, Semarang, 2001, hlm. 27. 

7 Rondinelli Denis A dan John R. Nellis, Assessing Desentmlization Policies in Developing : 
The Case For Coutious Optirnis, dalam , Development Policy Review, vol4, No 1, hlm. 5. 

8 Rian Nugroho, Otonomi Daerah Desentmlisasi Tanpa Revolusi, Kajian dun Kritik atas 
Kebuakan Desentralisasi di Indonesia, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm 42. 
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di dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti peiirnpahan 

wewenang kepada organisasi wewenang (atau teknis) yang secara 

langsung berhubungan dengan masyarakat. 

d. Ni9matul ~ u d a ~ ,  mengartikan desentralisasi ialah adanya pengakuan 

penentu kebijakan pemerintah terhadap poterrsi dan kemampuan 

daerah dengan lnelibatkan wakil-w&l rakyat di daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan clan pembangunan, dengan n~elatih diri 

menggwakan hak yang seimbang dengan kewajiban masyarakat yang 

demokratis. 

e. ~ardiasmo", mcngartikan bahws desentraliasi tidak hanya berarti 

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang 

lebih rendah, tetapi juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah 

ke pihak swash dalam bentuk privatisasi. 

f. ~~aukani"  mengartikan desentralisasi addah sebuah mekanisme 

penyelengaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara 

pemerintah nasional clan pemerintah lokal, di dalam mekanisme ini 

pemerintah nasional melimpahkan kewenangan kepada pemerintah 

dan masyarakat selempat atau lokal unhk diselenggarakan guna 

meningkatkan kernaslahatan hidup masyarakat. 

9 Ni'matul Huda, Otonomi Daerah Filosofr, ... Op.Cit., hlm. 85. 
Mardiasmo, Otonomi don Monojemen Keuongon Doeroh, PT. Andi Ofset, Yogyakarta, 

2002, hal. 34. 
11 Syaukani dkk., Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Cetakan 1, Pustaka Belajar, 

2002, hlm. xvii. 
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Pada tahun 1962, PBB'~ mengartikan bahwa desentralisai sebagai 

(1) dekonsentrasi, yang juga disebut desentralisasi birokrasi atau administrasi, 

dan (2) devolusi yang sering juga disebut sebagai desentralisasi demokrasi 

atau politik, yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepah 

perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal. Di lain pihak, desentralisasi 

dan otonomi secara konseptual dipandang sebagai suatu hak dan kewenangan 

riaera untuk mengatur dirinya s d i ,  baik yang menyangkut keputusan 

administrasi maupun keputusan politik decgan tetap memperhatikan 

ketentuan perundang-undangan. 

Ada bebanpa alasar~ perlunya pemerintah pusat 

mendesentdisasikan kekuasaan kspada pemerintah daerah, ~amaclra'~ 

menguraikan sebagai berikut : (1) segi politik, desentdisasi dimaksudkan 

untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk 

kepentingan daerah sendiri mapun untuk mendukung politik dan kebijakan 

nasional melalui pembangunan proses dernokrasi di lapisan bawah. (2) segi 

manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan efektifitas, 

efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan pelayanan 

publik. (3) segi kultural, desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan, 

keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk, 

perekonornian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya. (4) segi 

kepentingan pemerintah pusat, desentralisasi dapat mengatasi kelemahan 

l 2  Lihat dalam, Suwondo, Makalah Desentralisasi Pelayanan Publik : Hubungan 
Komplementer Antara Sektor Negam, Mekanism.e Pasar dun Organisasi Non-Pemerntah, Malang: 
Januari 2000, hlm. 11. 

* Samodra, W., Good Governance dun Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good 
Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada ~niversiv Press, Yogyakarta, 2005, hlm.17. 
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pemerintah pusat dalam mengawasi program-prograrnnya. (5) segi percepatan 

pembangman, desentralisasi dapat meningkatkan persaingafi positif antar 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga 

mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalarn rangka 

rneningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Pdaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemeritahan 

daerah peru didasarkan pada beberapa ha1 dirnana The Liang ~ i e ' ~  

menyebutkan sebagai berikut : 

(1) Di?iht dari sudut poltik desentralisasi dimaksudkan untuk 
mencegah penumpukan kekuasaan pa& satu pihak sqa yang pada 
akhirnya &pat mznimbulkan tirani; (2) penyelenggaraan 
desentralisasi diilnggap sebagai pendemohian, untuk manarik 
rakyat ikut serta &lam pemerintahan dan melatih diri daIam 
menggunakan hak-hak demokrasi; dan (3) dari sudut tehis 
organisatoris pemerintahan, desentralisasi acJaIah untuk mencapai 
suatu pemerintahmt yang eJisien 

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah mengartikan bahwa otonomi daerah adalah hak, 

kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonorn yang 

selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempuayai batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam Sistern 

Negara Kesahm Republik Indonesia. 

14 Lihat dalam, Fauzan. M. 2006, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pusat don Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 21. 
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Otonomi daerah merupakan salah satu sendi penting 

penyelenggaraan negara. Otonomi daerah di&an bukan sekedarn menjamin 

efisiensi penyelenggaraan pemerintah, bukan pula sekedar menampung 

kenyataan negara yang luas, penduduk banyak dan berpulau-pulau. Otonomi 

daerah rncrupakan cara memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonom 

yang bebas clan m d i  mengatur dan mengulus rumah tangga pemerintahan 

sendiri, aerasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan 

bemegara. Hal ini lebih lanjut di'tgaskan oleh Bagir Manan, bahwa otonomi 

daerah bukan sekedar penyelenggaraan pezieriniL;ahan mtuk mencapai 

efisiensi dan efektifitas pemerintahau. Otonomi adalala sebuzh tatanan 

ketatanegaraan (staatsrechtelijk) bukan hanya tatarm adminisiratis negara 

(administratiefiechtelijk). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan 

dengan dasar-dasar bemegara dan s u s m  organisasi negara. Hakekat dari 

otonomi sendiri aMah kemandirian, walaupun b h  s-mtu bentuk kekbasan 

sebuah satuan yang merdeka (zelfstandigheidbukeno~~ybn klikheid). l5 

Menurut Ketetapan MPR Nomor IVLvPR/2000 tentang 

Rekomendasi Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, 

kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah diars?hkan pada pencapaian 

sasaran sebagai berikut : 

1. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat 

serta aparatur pemerintah di daerah; 

l5 Bagir Manan 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) 
Fakultas Hukum UII Yogyakarta, him. 24-26. 
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2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

dan antara pemerintah daerah dalam kewenangan keuangan; 

3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan 

kesejahteraan masyarakai di daerah; 

4. Menciptakan ruang yang lebih luas bag kemandirian daerah. 

Kebijakan otonomi daerah memiliki pra kondisi dimzna terjadi 

pengakuan terhadap hak politik masyaraka? daerah untuk menentukan bentuk 

hubungan pusat dan daerah. Selain itu proses desentralisasi h i s  diikuti 

dengan demokiatisasi dalam bent& tatam kelembagaan maupun prosedural, 

termasuk di dalamnya hdc untuk menolak terhadap pemberian tugas 

pembantuan dari masyarakat desa apabila tidak dikehendaki masyarakat. 

2. Otonomi Desa 

Bayu Surianingrat mengatakan otoriomi desa adalah otonomi 

yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, 

mencakup kehid~pan lahir dan batin penduduk clesa, dan tidak berasal dari 

pemberian pemerintah.16 Otonomi desa p& awalnya adalah ciptaan 

bangsa Belanda, pada saat Belanda masih memegang kekuasaan sebelum 

Indonesia merdeka. Otonomi desa yang awalnya dilontarkari oleh Letnan 

Gubemur Jendral Raffles pada tahun 1 8 1 7, mengatur bah~va desadesa di 

pantai utara Pulau Jawa menjalankan hak-otonomi penuh clan berkuasa 

16 Bayu Surianingrat, Deso don Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979, (Jakarta: Metro 
Pos), 1980, hlm. 14. 

15 



memilih kepala desanya sendiri." Dalam pengertian oionomi menurut 

hukum tata aegara asing, maka desa di Indoxiesia sebagai daerah-daerah 

hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas. Adapun 

h& otonomi untuk mengatur clan mengurus nunah tangga desa sebagai 

daerah hukum yang diatx dalam hukum adat, &ah kewenangan dm 

kewajiban tiada yang bersangkutan dengm kepentingan keduniawian, &an 

tetapi juga bersangkutan dengan kerohanian.18 Oleh karena itu, dess 

disebut sebagai institusi yang donom dengan tradisi, adat istiadat dan 

hukumnya sendiri serta dinilai relatif rnandi~i.'~ 

Desa juga dipandang sebagai sdah satu bentuk dari kehidupan 

bersama yang terdiri dari beberapa ribu orang, hampir semuanya saling 

mengenal, kebanyakan hidup dari pertanian, terdapatnya ikatan keluarga 

yang rapat, taat pada tradisi kaedah-kaedah s0sia.1.~~ 

Dari sudut pandang sosial ekonomi, desa lebih dilihat dari sudut 

pandang produksi, dim- desa sebagai komunitas atau masyarakat yang 

memiliki model prodiksi, yaitu pertanian. Hatta juga mengatakan bahwa 

model produksi merupakan dasar dari demokrasi khas desa. Di desa sistem 

yang mash kuat clan hidup seht  sebagai bagian dari adat istiadat yang 

hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal, yaitu setiap orang 

merasa bahwa ia hams bertindak berdasarkan persetujuan bersama, 

17 Kemudian tentang hak otonomi desa baru disahkan dalam perundang-undangan pada 
tahun 1854, dalam padal71 RR th. 1954, p. 128 I.S.) 

Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Op. Cit., hlm. 282 
19 HAW. Widjaja, OtonomiDesa ..., Op. Cit, hlm. 4. 
20 ~abal Tarik Ibrahim, 2003, Sosiologi Pedesaan, Univenitas Muhammadyah, Malang, hlm. 

31. Dalam Khairuddin, Dekonstnrksi Politik ..., Up., Cit, hlm. 260. 
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sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi." Dengan demikian, kolektivitas 

menjadi pilar utama dalarn kehidupan sosial desa, yang didasarkan pada 

pemilikan tanah secara komunal yang merupakan wujud denlokrasi asli 

Indonesia. Eksistensi dan peranan desa dikatakan oleh Soepomo, bahwa 

perlunya menggunakan desa sebagai model dalam menyusun sistem 

pemerinthm Republik Indonesia karena pemimpin harus bersatu jiwii 

dengan rakyatnya seperti dalam tradisi pemerintahan desa pada jaman itu, 

oleh karena itu Soepomo menghendaki diakuinya otonomi desa ctau yang 

rlisebut (zeiflesturende Landschappen) dalam ketatanegaraan republik 

Indonesia22 Otonomi desa juga dimahai sebagai wadah suatu unit 

ekologis yang merupakan suatu ma~arakat setempat atau community, 

yang menurut Theodonson, G.A dan Theodonson A.G dikutip oieh 

Soerjono Sockanto dalam bukunya Kedudukan Kepala Desa sebagai 

Hakim Perdamaim sebagai berikut : 

" A concentrated settlement of people in a limited territorial area, 
within which they satis& mani of their daily needs through a 
system of independents relationships. A community is a self 
conscious social unit and a focus of group identifcation. 
Although a community forms a local geographic and econ~mic 
unit, providing many of the primary goods and services for its 
inhabitants, it is not necessarily a political entity, as is not 
contained within or defined by legal boundaries, such as those of 
a city or town, community also impelies a certain identifcation of 
the inhabitants with the geogi-aphic area, and with cach other, a 
feeling of sharing common interest and goals, a certain amount of 
mutual cooperation and a awareness of the existence of the 

21 Herbert Feith dan Lance Castles , Pemikiran Politik lndonesia 1945-1965, (Jakarta: 
terjemahan LP3ES), 1988, hlm. 12-16. 

Didik Sukriono, Hukum Konstitusj ... Op, Cit,, hlm.179. 
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community in the both its inhabitants and those in the 
surrounding area".23 

(suatu lingkungan kediaman orang yang terkonsentrasi dalam 
suatu areal territorial terbatas, dalam mana mereka memenuhi 
kebutuhan hidup mereka sehari-hari lewat suatu system hubungan 
yang saling bergantung. Suatu komunitas merupakan suatu unit 
kesadaran dari msyarakat sekaligus sustu fokus identifikasi 
kelompok. Meskipun suatu komunitas membentuk suatu unit 
geograpi dan ekonomi lokal, dengan cata menyedialcan barang- 
barang kebutuhan dan pelayana untuk penduduknya, ia tidaklah 
hams merupakan entitas politik karena ia tidak berada dalam atau 
ditetapkm oleh garis batas hukum sebagaimana kota besar atau 
kota kecil. Kommitas juga secara tidaic langsung menyatakan 
s m t  identifikasi tertentu dari orang-orang yang berdiam di suatu 
area geografis yang satu sama lain merasa mcmiliki tujuan h 
kepentingan yang sama, termasuk melakukan kerjasama timbal 
balik tertentu d m  kesadaran akan kebsradaan kom~mitas itu baik 
un& hgkmgan penduduk itu sz~diri rnaupun untuk wilayah 
sekelilingya). 

Melihat pemaknaan otonomi desa di atas, bahwa pemaknaan 

tersebut lebih melihat dari perspektif sosiologis, yang tentunya akan akan 

berbeda jika dilihat dari perspektif hukum. Istilah otononi desa terasa kuat 

pemaknaan normologisnya dari sudut pandang hukum, yang lebih 

menekankan kepada aturan normatif, dimana desa lebih dipahami sebagai 

suatu daerah kesatuan hukum dimam bertempat tinggal suatu masyarakat 

yang berkmsa mengadakan penerintahan ~ e n d i r i . ~ ~  JBa perspekif 

sosiologis lebih menekankan pada "lcultur" komunitas atau masyarakat 

desa, maka sebaliknya perpsektif hukum lebih menekankan pada 

"struktur" ~ e r n e ~ t a h a n  d e ~ a . ~ ~  Kajian hukum terhadap 

23 Soerjono Soekamto, Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, (Jakarta: 
Rajawali), 1986, hlm. 5. 

24 Soetardjo Kartohadikoesoerno ...,Op.Cit, hlrn. 3. 
25 Kushandajani, Otonomi Desa .., Op. Cit, hlrn. 31. 
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otonomi/pemerintahan desa selalu berkaitan dengan bagairnana negara 

"memperlakukan" desa. Dilihat dari makna pengaturan sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, 'Wegara mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau 

bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang", dan ayat (2) 

menegaskan, "Negara mengakui clan rnenghorinati kesatum-kesatuan 

masyarakat hukum adat sata  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatua. Republik Inconesia, yang diatur dalam undang-mhg." Pvlaka 

dapat dikztakan bahwa esensi dari Pasal tersebut mencerminkan 

pengakuan negara terhadap apz yang disebut "otonomi desa" dewasa ini. 

Lebih dari itu, dengan menyebut desa sebagai "susunan asli yang memiliki 

hak asal usul", maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan 

memiliki o t ~ n o m i . ~ ~  

3. Keistimewaa Daerah Istimewa Terkait Desa dalam Prespektif Histori 

a. Desa pada Masa VOC dan Masa Pendudukan Jepang 

Penguasa VQC ti& rnernberikan perhatian t e r h h p  

pemerintahan desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa di 

Indonesia pada waktu itu berjalan sendiri-sendiri sebagaimana 

kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Ketentuan 

adat dan kebiasaari daerah menjadi norma yang penting, sehingga 

z6 Ibid. ha1.31. 



tidak mengherankan apabila bentuk dan praktek penyelenggaraan 

pemerintahan desa di Indonesia menjadi sangat beragam, karena pulau 

yang satu berbeda dengan lain?' 

Kedatangan VOC membuat pemerhtah desa menjadi alas kaki 

dua penguasa, yaih penjajah asing dan penguasa pribumi yang dengan 

ca i i  yang berbeda saw-sama memberikan beban bagi pemerintah dan 

warga desa. Eksploitasi para penjajah asing itu, sans: sekali tidak 

berarti mengambil alih hak penguasa pribumi, sebab desa-desa 

Burnuputra itu tetap harus memenuhi kewajibatl-kewajibannya kepada 

para penguasa prib-mi mereka, seperti membayar upeti, 

menghadaplhadir pada waktu yang ditentukan untuk me~unjukkan 

tan& kesetiaan kepada penguasanya, wajib kerja dalam waktu tertentu 

tznpa gaji, dan lain-lain. Dengan demikian, kedudukan desa semakin 

lemah dn beban desa menjadi semakin berat karena harus tunduk dan 

melayani kepentingn dua penguasa yang berbeda.28 

Pada tahun 1848 dilakukan perubahan yang penting terhadap 

Konstitusi Kerajaan Belanda tahun 18 14 akibat keberhasilan revolusi 

liberal di Eropa. Ber-kan Konstitusi Kerajaan Belanda tahun 1848 

tersebut kemudian diterbitkan Indishe Staatsregeling yang mulai 

berlaku pada 2 September 1854 (Staatblad 1854 No. 2 Jo 1). Dalam 

UU Ketatanegaraan Hindia Belanda tersebut ketentuan mengenai 

27 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak 
Kemerdekaan Hingga Era Refonnasi, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 37. 

28 Ibid, hlm. 37. 



desadesa pribumi atau bumi putera diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu 

Pasal 128 yang terdiri c h i  6 ayat. Pada pokoknya Piisal 128 

menyatakan sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1. Desa-desa bumiputera dibiarkan memilih kepala dan anggota 

pemerintahan desanya sendiri, dengan persetujuan penguasa yang 

ditunjuk mtuk itu menurut ordonansi. Gubemur Jeadral menjaga 

hak tersebut terhadap segala pelanggarannya. 

2. Dengan ordonansi dapat ditentrrkan kedaan-keadaan dimana 

kepala desa dan anggota pemerintah desa diangkat oleh penguasa 

yaug ditunjuk untuli itu. 

3. @iubah dengan S. 38-618 jo 625) kepala desa bumiputera 

diberikan hak mengatur clan mengurus rumah tangganya dengan 

memperhathn peraturan-praturan yang dikeluarkan oleh 

Gubemur Jenderal, pemerintah wilayah dan residen atau 

pemerintah otonom yang ditunjuk dengan ordonansi (S. 41 -356). 

4. Jika yang ditentukan dalarn ayat (1) dam (3) dari pasal ini tidak 

sesuai dengan lembaga masyarakat atau dengan hak-hak yang 

diperkecankan dirniliki, maka berlakunya ditangguhkaii. 

5. Dengan ordonansi dapat diatur wewenang dari desa bumiputera 

untuk: 10 memungut pajak di bawah pengawasan tertentu; 2) Di 

dalam batas-batas tertentu menetapkan hukuman terhadap 

pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh desa 

29 Ibid., hlm. 38-39. 



6. Desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam batas suatu 

kota, dimana telah dibentuk dewan menurut ayat (2) Pasal 21, 

atau ayat (2) pasall24 sepanjang mengenai daerah yang termasuk 

di dalam batas temaksud; dapat dihapuskan dengan ordonansi 

atau bila dianggap perlu dikecualikan dari berlakunya aturan yang 

ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini. Sebsrgai f i b a t  dari ti& 

diberlakukannya aturan tersebut, jika perlu dapat dibuat 

ordonansi. 

Pengatwan yemerintahan dessr yang sangat sedikit di dalam UU 

Ketatanegaraan Hindia Belanda 1854 menunjukkan betapa kecilnya 

perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap kehidupan 

pemerintah desa. Dan baru pada permulaan abad kedquluh seiring 

dengar?. timbulnya "politik etis", maka perhatian kepada 

penyelenggm pemerintahan desa menjadi besar sehingga 

beimacam-macam ordonantie diterbitkan oleh Gubernur Jenderal 

Hindia Belanda. Ymg pertarna pada tahm 1906 yaitu Inlandsche 

Gemeente Ordinantie pada 1 Mei 1906 (Staatblaad tahun 1906 No. 

83) yang hanya ber!aku untuk desa-desa di Jzwa dan Madura. Dalarn 

ordonantie tersebut &ah satu ketentuanyang sangat menonjol adalah 

mengenai kuatnya kedudukan h u h  adat dm kolektivitas pemerintah 

desa. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan-ketenhlan berikut 

30 Ibid., hlm. 40. 



a) Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota pemerintah 

desa kecuali kepala desa, diserahkan kepada adat kebiasaan 

setempat (Pasal 2 ayat (2)). Sedangkan mtuk pemilihan dan 

pengesahan kepala desa dilakukan oleh residen melalui suatu 

peraturan yang berdasar pada Pasal71 IS (Pasal2 ayat (1)). Pasal 

71 IS memberikan perhatian yang besar kepada adat dan 

kebiasaan masyarakat yang berlaku. 

b) Segala sesuatu yang penah dimusyawarahkan b e m a ,  ham 

dilakukan dengan cara yang sesuai decgan kcbiasam setempat 

(Pasal6 ayizt(2)). 

c) Penggunam tenaga rodi desa hams memperhatikan kebiasaan 

setempat (Pasal 16 ayat (1)). 

d) Dalam menjalankan pekerjaannya, maka sedapat-dapatnya kepala 

desa meminta pertimbangan anggota-anggota pemerhtah desa 

lainnya (Pasal6 ayat (1)). 

e) Dalam hal yang penting, kepala desa tidak bo:eh memutuskan 

sebelum bermufakat dalam suatu musyawarah desa yang dihadiri 

oleh semua peududuk desa yang berhak memi!ih (Pasal 6 ayat 

(2)). 

Diundangkannya De Inlandrche Gemeente Ordinantie pada 1 

Mei 1906 (yang acap disingkat IGO 1906, dimaklumatkan dalam 

Staatbluud tahun 1906 No. 83) telah memberikan l a n k  legal- 

formal kepada desa-desa (di Pulau Jawa dan Madura), yang pada 



akhirnya telah menjadikan desa-desa tersebut semakin terintegrasi ke 

&dam strulctur pemerintahan kolonial. Dengan begitu, desa-desa pun 

akan mudah dikontrol ddarn suatu sistem patronase yang heirarkis di 

bawah kendali para pemegang kuasa voogdij, untuk digerakkan ke 

t u j w  yang telah diprogrm dari atas, Mam kerangka kebijakan etik, 

oleh para penguasa kolonial yang ~ r o ~ a . ~ '  

Melalui IGO 1906 itu desa-desa di Jawa dan Madura telah 

ditransformasikan dari sebatas eksistensi dan wujudnya sebagai 

komunitas di darn fakta menjab; swtu realitas hukum yang disebut 

badan h d m  menurut hu !h  pemdang-undangan kolonial. Sebagai 

badan hukum, desa-desa itu kini diakui dalam tiitanan hukurn kolo~a l  

sebagai pengemban hak clan kewajiban, dengan kepala desa sebagai 

penanggungjawabnya. Sebagai badan hukum, desa-desa ita diakui 

pula hak kepemilikannya atas suatu inventaris harts kekayaan, 

khususnya yang berupa tanah komunal, yang karena dilindungkan kc 

bawah hukum perundang-undangan kolonial boleh diharapkan akan 

tercegah kemungkinannya dari sembarang bentuk perampasan atau 

penjarahan32 

Dengan diterbitkannya bemacam-macam peraturan perundang- 

undangan mengenai desa bumiputera untuk daerah-daerah tertentu 

31 Ibid., hlm. 41. 
32 Ibid., hlm. 42 



maka bisa dilihat adanya tiga sifat yang penting dari kebijaksanaan 

pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam hal pengaturan d e ~ a : ~ ~  

(1) Bersifat legalistik dan sekedar memberikan legitirnasi. 

Peraturan yang dibuat tersebut, sifatnya hanyamemberikan 

pengesahan (legitimasi)terhadap hal-hal yang sudah ada clan 

berlaku di dalam penyelengguaan pemerintahan desa 

burnuputera. Peraturan-peraturan tersebut hampir-hampir tidak 

memberikan suatu yang bmyang bermanfaat bagi masyarakat 

desa. 

(2) Bersifat statis yaitu memelihara stam quo. 

Peraturan-peraturim yang diterbitkan Pemerintah Hindia 

Belanda dengan dalih menghormati hukum adat clan kebiasaan 

adat istiadat setempat s m a  sekali tidak memberikan sentuhan 

kemajuan, sehingga masyarakat desa tetap dalarn keadm 

keterbelakangan. 

(3) Bersifat parsial. 

Peraturan-peraturan yang dibuat, ditetapkan secara khusus untuk 

daerah-daerah tertentu yang berbeda-beda satu dengan yang lain. 

Dengan demikian, keragaman dan perbedaan tersebut tetap 

terpelihara dm masing-masing kelompok masyarakat daerah, 

terdorong untuk membanggakan daerahnya dan berorientasi 

kepada kepentingan kelompok masyamkatnya sendiri. 

33 Ibid.. hlm. 45-46 



Di masa pendudukan militer Jepang, rakyat desa kembali 

menderita di bawah tekanan penguasa asing, yang kali ini m a l h  

lebih keras dan lebih kejam. Penduduk dipaksa bekerja keras untuk 

kepentingan Jepang, baik ditempat tinggal mereka sendiri maupun di 

tempat-tempat yang jauh, di lahan-lahan pertanian yang menghasilkan 

bahan-bahan kebutuhan logistik tentara Jepang maupun membangun 

fasilitas atau instalasi ~ e ~ a n ~ . ~ ~  

Kedudukan pemerintah desa sangat rendah dan lemah d81arn 

struktur kekuasaan negara. Pemerintah desa merupakan bagian dari 

kekuasaasl negm dm menjadi pelaksana-pelaksana paling depan dari 

keputusan-keputusan yang dibuat ahu ditetapkan, tetapi desa sama 

sekali tidak mernpunyai akses apapun dalam proses pembuatan 

keputusan  it^.^' 

b. kW No. 22 Tahun 1948 Tenfang Peme~tahan Daerah 

Harus diakui, setelah Indonesia merdeka Pemerintah 

Republik Indonesia belum banyak melakukan tindakan untuk 

mengatur Pemerintahan Desa. Hanya beberapa peratwan yang a& 

diuba! seperlunya untuk menyesuaikannya dengan keadaan dan asas 

kerakyatan. Demikian pula oleh beberapa penguasa setempat 

ditetapkan peraturan-peratwan yang bermaksud memberi kesempatan 

34 Ibid., hlrn. 46. 
35 Ibid., hlrn. 46. 



kepada rakyat untuk lebih banyak ikut serta dalam pemerintahan 

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (l),"Daerah 

Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan : Propinsi, 

Kabupaten (Kota Besar), dm Desa (Kota Kecil, negeri, marga clan 

sebagainya), yang be&& meagatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri." Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan :"Daerah-daerah yang 

mempunyai hak-hak asal-usul dan di zamsn sebelum Republik 

Indonesia mempunyai pemerinta! sendiri yang bersifat istimewa 

deagan undang-undang pemkntukan temaksud ddam ayat (3) clapat 

ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat Propinsi, 

Kabupaten, atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri." Deogan melihat ketentuan ini, maka daerah 

Negara Republik Indonesia hanya mempunyai dad-daerah otonom 

yang berhak mengatur dm mengunrs rumah tangganya sendiri, di luar 

itu tidak a& lagi daerah Negara Republiic Indonesia yang mempunyai 

daerah kedudukan (status) lain.37 

Disamping tiga susunan daerah otmom tersebut, kawedanan dan 

kecamatan sebagai satuan administratif (dekonsentrasi) tetap 

dipertahankan. Gagasan menjadikan desa sebagai tumpuan 

36 Ibid., hlm. 122. 
37 Ibid,, h l n  123. 



penyelenggaraan pemerintahan daerah nampak dari hasrat 

menitikberatkan otonomi pada de~a .~ '  

Kehendak UU No. 22 Tahun 1948 mengadakan restrukturisasi 

wilayah desa membentuk desa-desa baru yang lebih luas merupakan 

pernikiran ymg sangat maju. Narnun, walaupun W No. 22 Tahun 

1948 mengandung gagasan dasar yang d i k e h e n u  Pasal 18 UUD 

1945 (seperti diutarakan oleh Yamin, Soepomo, Ratulangi, dan Amir), 

dalam kenyataannya tidak mencapai hal-hal ymg diharapkan. Ada 

beberapa sebab yang mengkambat pelaksanaan gagasamgagasan 

tersebut. Pertama, Desa sebagai bagian penting susunan pemerintahan 

daerah tidak diperbaharui sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 22 

Tahun 1948. Akibatnya, desa yang diharapkan sebagai turnpuan 

penyelenggaraan kemakmuran tidak dapat berperan sebaghana 

mestinya. Kedua, W No. 22 Tahu 1948 tidak diikuti pembaharuan 

perangkat peraturan perundang-undangan pendukung. Untuk 

pemerintahan desa tetap berlaku ketentuan Hindia Belanda-Inlandse 

Gemeente Ordonnantie (IGO) untuk Jawa-Madm dan Inlandse 

Gemeente Ordonnantie Voor Buiten Gavesten (IGOB) ~ ~ l t u k  luar 

Jawa-Madura. IGO dan IGOB tidak dapat dijadikan dasar 

pengembangan desa karena pengaturan ini pada dasarnya hendak 

membiarkan desa dalam CCkeasliannya".39 

- - - -  - -  

38 Ibid., hlm. 124. 
39 Ibid., hlm. 126. 



c. UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok P e m e ~ t a h a n  

Daerah 

Menurut UU No. 1 Tahun 1957 wilayah Republik Indonesia 

dibagi dalam daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyzknya tiga 

tingkat yang derajadnya darl atas kebawah adalah sebagai berikut : a. 

Daerah Tingkat I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya, b. Daer& Tingkat 

11, termasuk Kotap~ja, dan c. Daerah Tingkat ke I I~ .~ '  

Mengenai pembentrrkan Daerah Tingkat 111, m e n u t  UU KO. 1 

Tahun 1957, hams dilakdan secara hati-hati, karena daerah itu 

merupakan batu dzsar pertama dari susunan negara, sehingga ha,w 

diselenggarakan secara tepat pula karena daerah itu bertalian dengan 

masyarakat hukw Indonesia yang coraknya beragam, yang sulit 

sembarangan untuk dibuat menurut satu model.41 

Pada 25 Maret 1959 dikeluarkan UU No. 6 Tahun 1959 Tentang 

Penyerahan Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan 

U r n ,  Pembantuan Pegawai-pegawai Negeri dan Penyerahan 

Keuangan kepada Pemerintah Daerah, yang dimuat dalm Lembaran 

Negara 1959 Nomor 15. Berlakunya UU ini akan ditetapkan kemudian 

dengan Peraturan Pemerintah dan akan dilakukan per ~ a e r a h . ~ ~  

Menurut UU No. 6 Tahun 1959, wewenang yang bersifat 

mengatur yang sebelumnya dipegang oleh pejabat-pejabat 

40 Ibid., hlm. 126. 
41 Ibid., hlm. 127. 
42 Ibid.. hlm. 129. 



Pamongpraja beralih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 

2a dan 2c), sedangkan wewenang yang tidak bersifat mengatur yang 

sebelumnya juga berada pada Pejabat-pejabat Pamongpraja beralih 

kepada Dewan Pernerind Daerah (Pasal2b dan 2d)f 

Belum lagi sempat dikeluarkan peraturan pelaksanaan dari UU 

No. 6 Tahun 1959, tclah terjadi seuatu perubahan fundamental dalam 

sistem ketatmegaraan RI. yaitu dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 

1959, yang memberlakukan kembali UUD 1945. Dengan berlakunya 

kembali UUD 1945, maka pemerintahan di daerah sebagaimana diatur 

dalm UU No. 1 Tahun 1957 yang merupakan pelaksanaan dari UUD 

Sementara 1950 menjadi tidak sesuai lagi. Untuk mengatasi hal ini, 

pada 7 November 1959 dikeluarkanlan Penetapan Presiden No. 6 

Tahun 1959 tentang Pemerinhhan Daerah. Kemudian isinya pada 7 

Nove~ber 1959 disempurnakan dan diiuat dalam Lembixa Negara 

1959 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara No. 1896 dan yang 

berlaku swut mula. 7 September 1 9 5 9 . ~  

d. UeT No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

Daerah 

UU No. 18 Tahun 1965 (LN 1965 No. TLN 2788) adalah hasil 

dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang 

43 Ibid., hlm. 129. 
24 Ibid., hlm. 126. 



diketuai oleh R Pandji Soeroso, yang ditetapkan deilgan Keputusan 

Presiden No. 5 14 Tahun 196 1 .45 

Setelah bekerja selama dua tahun, Panitia Suroso berhasil 

menyelesaikan dua rancangan undang-undang, yakni RUU tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Desa Praja. 

Pada tanggal 01 September 1965, DPR-GR menetapkannya menjadi 

undang-undang. Masing-masing menjadi UU No. 18 Tahun 1965 

ten'mg Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan UU No. 19 Tahun 

1965 tentang Deszl Prajii. 

Menurut UU No.18 T&un 1965 Pasall ayat (4), yang dimaksud 

dengan Desa atau daerah yang setingkat dengan itu addah kesatmn 

masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur 

cian mengwrus rumah tangganya sendiri seperti dimaksud dalam 

Peajelasan Pasal 18 LTLTD. Kemudian dalarn Pasal 4 ayat (2) 

ditegaskan, sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat 

dengan desa, dengan mengii~gat kehidupan masyarakat dan kemajuan 

perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan 

peraturan-pemturan hukvm adat dan susunan asli yang masih hidup 

dan herlaku, dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III?~ 

e. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja 

Berhubungan dengan perkembangan ketatanegaraan menurut 

ULTD 1945 yapg beraku kembali W D  1945 yang berlaku kembali 

45 Ibid., hlm. 129. 
46 Ibid., hlm. 131. 



sejak Dekrit Presiden 5 juli 1959, maka segala peraturan tata pedesaan 

umumnya, yang mash mengandung unsur-unsur dan sifat-sifat 

kolonial feodal hams diganti dengan yang bark yang mengatur 

kedudukan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di seluruh wilayah 

RI dengan berpedoman kepada Manifesto Politik dan segala pedoman 

pel&sanaannya sebagai Garis-Garis Besar Hduan Negara serta 

Ketetapan-ketetapan MPRS No. LIMPRSil960, No. II/MPRS/1960, 

No. V/MPRS/1965, No. VVMPRSl1965 dan No. VIIYMPRS/~ 965.47 

UU No. 1 9 Tahun 1965 in. dimaksudkan u~tuk iilengg~.tikan 

semua peratwan perundang-undangan mengenai tata pedesaan yang 

masih merigandung sifat-sifat koloniai feodal yang masih berlaku. 

Secara terperinci penetapan UU No. 19 Tahun 1965 ini mempunyai 

tujuan-tujuan sebagai berikut :48 

1.  Menggantikaa semua peraturan perundang-undangan tentang desa 

yang bersifat kolonial feodal dan tela!! usang; 

2. Menciptakan suatu undang-undang nasional yang akan iaenjamin 

tata pedesaan yang lebih dinamis dan penuh dayaguna untuk ikut 

menyeles* revolusi nasional yang demoknitis dan 

pembangunan nasional semesta; 

3. Mengatur kesatuan-kesatuan masyarakat hukum di seluruh 

Indonesia menjadi desapraja untuk mempercepat terbentuknya 

47 Ibid., hlm. 131. 
4a Ibid.. hlm. 132-133. 



daerah tingkat 111 menurut UU No. 18 Tahun 1965 tentang 

Pokok-pokok F e m e r i n h  Daerah. 

Berpangkal tolak dari isi dan jiwa dari Pasal 18 UUD 1945 yang 

menentukan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar clan 

daerah kecil dengan mengingati hak-hak asal-usul atas daerah-daerah 

yang bersifai istimewa, serta sesl~ai dengan Ketetapan MPRS 

No .IL/MPRS/1960, maka UU tentang Pokek-pokok Pemerintahan 

Daerah teiah menentukan akan membagi habis selunrh wilayah 

Indonesia &lam tiga tingkatan daerah bevar dan kecil, yaitu Daerah 

Tingkat I, 11, dan 111. Dengan terbagi habisnya wilayah Indonesia 

dalam daerah-daerah ot~nom itu, rnaka berarti juga bahwa di bawah 

Daerah Tingkat I11 ti& seharusnya ada lagi daerah lain selain dari 

hanya daerah administrasi saja. Karena itu, maka Desapraja mewmt 

UU No. 19 Tahun 1965 tidak berada di dalam dm ti& menjadi 

bawahan Daerah Tingkat 111, tetapi adalah sebagai bentuk peralihan 

mtuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat ID di seluruh 

wilayah Republik Ind~nesia?~ 

Menurut lcetentuan Pasal 1 UU No.19 Tahun 1965 yang 

dimaksud Desapmja ialah kesatuan masyarakat hukurra yang tertentu 

batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, 

memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri. Penjelasan 

resmi Pasal 1 menyatakan sebagai berikut :50 

49 Ibid., hlm. 134. 
50 Ibid., hlm. 135. 



"Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang tercakup clalam 
pengertian penjelasan UUD Pasal 18 " 'Jolksgemeenschappen 
seperti Desa di Djawa dan Bali, Negeri di Minangkabau, Dusun 
dan Marga di Palembang dan sebagainya", yang bukan bekas-bekas 
swapraja, adalah Desapraja menurut Undang-undang ini. 
Dengan menggmakan narna Desapraja, Undang-undang ini 
memberikan istilah baru dengan satu nama untuk keselunihan 
kesatuan-kesatuan masyarakat yang termasuk dalarn penjelasan 
UUD tersebut, yang di krbagai bagian wilayah Indonesia 
mempunyai nama asli yang berrnacarn-macarn. Bersama dengan ini 
Undang-undang ini memberi dasar dan isi Desapraja itu secara 
hukum yang berarti kesatuan masyatakat hukum yang tertentu 
batas-batas daerahnya, berhak rnengurusi rumah tanggmya, 
mernilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri". 

Dalam penjelasan umum UU No. 19 Taka 1965 terdapat 

penjelasan-penjelasan tarnbdm sebagai berikut :51 

1. UU No. 19 Tahun 1965 tidak membentuk Desapraja baru 

melainkan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukurn yang 

telah ada di seluruh Indonesia dengal pelbagai macam nama 

2. Kesatuan-kesatuan masywakat hokum lain yang tidak bersifat 

teritorial dan belum mengenal otonomi sebagairnana terdapat di 

pelbagai b e a n  wilayah Indonesia ( d a d  administratif), tidak 

dijadikan Cesapraja melainkan kelak dapat langsung dijadikan 

daerah administrasi dari Daerah Tingkat 111. 

3. Desapraja tidaklah merupakan tujuan tersendiri, melainkan 

hanyalah sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat 

terwujudnya Daerah Tingkat I11 dalam rangka UU Pokok-pokok 

51 Ibid., hlm. 135. 



Pemerintahan Daerah. Kelak bila telah tiba waktunya semua 

Desapraja hams ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I11 dengan 

atau tanpa menggabungkannya lebih dulu mengingat besar 

kecilnya pelbagai Desapraja itu. 

f. UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah @esa di 

Era Pemerintahan Orde Baru) 

Sejak kelahirannya pada awal pemerintahan Orde Baru, UU No. 

5 Tahun 1974 tentzing Pemerintahan di Daerah telah mendelegasikan 

pengatwan tentang pemerintahan desa dengan undang-undang (Pasal 

88). Untak itu, setelah lima tahun berjalan L ?  No. 5 Tahun 1974, 

dibentuklah UU No. 5 Thun  1979 tentang Pernerintahan Desa yang 

menggantikan UU No.19 Tahun 1965 tentang ~esa~ ra j a . ' ~  

UU No. 5 Tahun 1979 hanya mengatur Desa dari segi 

pemeriatahanuya. Dalam ketentuan Pasal 1 huruf a dinyatakan bahwa 

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 

sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya Kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terendah lcngsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia". Kendati rumusan Pasal 11 huruf a tersebut memuat 

konsep hak untuk menyelenggarakan nunah tangganya sendiri, namun 

bersama dengan itu pula dinyatakan bahwa desa merupakan organisasi 

52 Ibid., hlm. 145. 

3 5 



pemerintahau yang terendah langsung di bawah Carnat. Dengan 

sendirinya desa merupakan representasi pemerintah pusat. Artinya 

bahwa apa yang dianggap baik oleh pemerintah pusat (organisasi 

kekuasaan di atasnya) dipandang baik pula oleh desa. Asumsi ini 

bukan saja manipulatif, namun juga mempunyai tendensi yang sangat 

kuat untuk mengal* dan merexlahkan ke-wrluan, kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat de~a. '~ 

Pengintegrasian desa ke dalam struktur pemerinbhan nasional 

menempatkannya sebagai rantai krhaw-ah dari sistem birokrasi 

pemerictahan yang sentralistik. Hal ini menjadikan desa sebagai 

kevanjangan tangan pemerintah pusat dan subsistem dari negara, 

sehingga kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukurn yang 

otonom dan otonomi asli kian t~ rk ik i s .~~  

Di samping desa, terdapat pula suatti wilayah yang ditempati 

oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan 

terrendah langsung di bawah Camat yang dis~but "kelurahan" yang 

dagat dibentuk di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupatea, Kotamadya, 

Kota Administratif dan Kota-koh lain dalam arti bahwa kelurahan ini 

juga merupakan suatu wilayah ysmg ditempati oleh sejumlah 

penduduk yang mernpunyai organisasi pemerintahan terendah 

53 Ibid., hlm. 146. 
54 Ibid., hlm. 146. 



langsung di bawah Camat, tetapi tidak memiliki hak 

rnenyelenggarakan rumah tangganya.55 

Undang-undang No. 5 Tahun 1979 memang membawa beberapa 

hal yang baru, sehingga telah menyebabkan terjadinya beberapa 

perubahan yang prinsipil d a l m  penyelenggaraan pemerintahan desa 

cli Indonesia. Beberapa hal tersebut adalah :56 

1. Secara resmi organisasi pem,gintahan yang terendah dipisahkan 

antara yang bersifat administratif yaitu kelurahan, dengan desa 

yang bersifat otonom. Kebijaksanaan tersebut mencerminkan 

kemauan Pemerintah pasca 1965 yang menginginkan 

dilaksanakannya asan dekonsentrasi sama dan sejajar dengan asan 

desentralisasi. Meskipun pada masa penjajahan Belanda melalui 

Indische Staatregeling 1 854 Pasal 128 juga diatur kemungkinan 

desa yang tidak lagi memiliki otonomi atau terikat dengan hukum 

adat, tetapi setelah kemerdekaan justru timbul keingimn yang 

kuat untuk mengembangkan otonomi daerah clan rnemelihara 

hukurn adat sebagaimana yang tersirat dalam Pasall8 UUD 1945. 

Ide yang berkembang pa& masa itu addah otonomi daerah yang 

seluas-luasnya, yang terlihat dengan jelas dalam peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan sampai awal tahun 1960. 

MPRS sendii dalam Sidang Umum IV tahun 1966 juga masih 

55 Ibid., hlm. 146-147. 
56 Ibid., hlm. 147. 



menginginkan dilaksanakannya prinsip otonomi daerah yang 

seluas-luasnya. 

2. Untuk pertama kalinya secara nasional, pejabat dan pegawai 

organisasi pemerintah yang terendah dipegaiig oleh pegawai 

negeri. Pada awal pelzksanaan ketentuan iui, pejabat-pejabat 

pemerintahan desa atau yang setingkat dengan itu yang dijadikan 

kelurahan; setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentrhn 

kemudian diangkat sebagai pegawai negeri. Dalam Pasal 24, 30 

clan 31 disebutkan bahwa Kepala Kelurahan, Sekretaris 

Kelurahan, Kepala-kepala U r i  dan Kepala-kepala Lingkungan 

adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Gubemur (bagi L d )  

dan oleh BupatWalikotarnadya bagi lainnya. Dalam 

kedudukamya sebagai pegawai negeri, tentu saja para pejabat 

pemerintah kelurahan mempunyai penghasilan tetap ymg lebih 

pantas dibandingkan dengan pejabat pemerintah desa. 

3. Penghapusan lembaga perwakilan masyarakat desa. Meskipun 

pada praktiknya jarang terdapat lembaga di lingkungan 

pemerintah desa yang secara resrri dinyatakan sebagai badan 

perwakilan rakyat atau masyarakat desa, tetapi di beberapa daerah 

lembaga itu pernah ada, rnisalnya di DIY yang pada tahun 1946 

bahkan dinarnakan Dewan Perwakilan rakyat Kelurahan. Dalam 

UU No. 19 Tahun 1965 gagasan tersebut dituangkan dengan 

membentuk Badan Musyawarah ~ e s a ~ r a j a  (Bamudes) yang 
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secara resmi dinyatakan sebagai badan perwakilan rakyat desa. 

Berbeda dengan sebelumnya, UU No. 5 Tahun 1979 justeru 

secara tegas meniadakan atau tidak memberi kemungkinan bagi 

adanya lembaga perwakilm rakyat tersebut. 

4. Pengukuhan kepala desa sebagai pusat kekuasaan di desa Di 

hampir seluruh daem4 di Indonesia, memang sejak lama kepala 

desa merupakan pusat kekuasaan, meskipun masih terdapat 

lembaga lain sebagai penasehat atau badan pertimbmgan. Namun 

demikian, tidak pernah secara tegas diiyatakan bahwa kepala 

desa addah pemegang kekuasaan yang tertinggi di tingkat desa, 

seperti yang ditentukan dalam W No. 5 Tahun 1979. 

Kebijaksanaan ini mengikuti pola pemerintahan nasional, yang 

memberikan kekuasan yang doninan pa& pimpinan eksekutif'. 

5. Penyemgaman organisasi pemerintahan desa. Sejak permulaannya 

desa-desa di Indonesia sudah beraneka regam dalam hampir 

segala sesuatu. Keanekaragaman tersebut, dalam beberapa hal 

yang pokok melalui W No. 19 Tahun 1965 ingin diseragamkan, 

tetapi masih banyak hal yang tetap dibiarkan beragarn 

sebagaimma adanya misalnya, sebutan para pejabat pemerintah 

desa. Berbeda dengan sebelumnya, undang-undang desa yang 

baru itu secara ketat menghendaki keseragaman dalam hampir 

semua hal. Keseragaman tersebut bukan saja pada struktur 
. . 



organisasi, tetapi juga pa& sebutan desa itu sendiri bcserta para 

pej abat pemerhitahannya. 

Birokrasi desa dalam sistem pemerintahan nasional di Republik 

Indonesia melalui pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 telah 

menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil. Dalam strategi 

birokratisasi desa, inekipun "otonomi desa" juga disinggung- 

singgung, setidaknya Pasal 18 UUD 1945 juga menjai konsiderans 

UU No. 5 Tahun 1979, desa tidak hanya diubah statusnya, yakni dari 

''masyarakat hukum menjsldi "sekumpulan orang yang tinggal 

bersam ...", tetapi juga di dalamaya dicmgkokkan sebuah institti 

baru, yaitu ''pemerinbhan de~a".~' 

Bersamaan dengan itu sistem pengelolaan hidup bersama 

(governance system) yang ada di d a m  desa, yang di dalamnya 

tercaku~; sistem pemerintahan (government &.stem), digantikan oleh 

suatu sistem pemerintahan desa yang baru, yang sarna sekali berbeda 

dan karenanya asing bagi w-uga desa. Padahal, sejatinya ada 

perbedaan "ma keadilan" yang amat be= antara desa sebagai suatu 

"persekutuan sosial" dan desa sebagai suatu "satuan administrasi 

pemerintahan". Ada "nrasa keadilan" yang hidup dalam desa yang 

tidak tertampung dalarn desa sebagai 'satuan administratif 

pemerintahan' itu. Demikian pula, a& aturan-aturan yang ada dalam 

ketentuan administratif p e m e r i n h  desa itu yang tidak sesuai 

57 Ibid., hlm. 149. 



dengan "rasa keadilan" masyarakat desa yang umumnya berlaku. Desa 

yang semula hidup atas dasar sentimen paguyuban, misalnya diubah 

menjadi suatu institusi yang katanya - "rasional". Dengan 

pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979, desa, atau yang disebut dengan 

nama lain di wilayah kebudayaan lainnya, dipecah dan atau digabung 

satu sama lainnya untuk menjadi sebuah '22sa gaya  bar^".^^ 

Urr No. 5 Tahun 1979 betul-betul pararel dengan semangat 

sentralisasi dan regimentasi dalam UU No. 5 Tahun 1974, serta 

pararel dengan UU Kepartaian yang melancarkan kebijakari massa 

mecgambang di desa. Sebegitu jauh UU No. 5 tahun 1979 

mengabaikan spirit keistimewaan dan keragaman kesatuan masyarakat 

lokal yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, seraya membuat 

pemerintahan desa secara seragam di seluruh ~ n d o n e s i a ~ ~  

Pemerintahan desa sebagaimana ymg dirnaksud oleh UU No. 5 

Tahun 1979 sangat terpola seperti desadesa di Jawa, sementara di 

kepdauan lain di luar Jawa, kesukuan dan adat istiadatnya w i h  

sangat kuat berlangsmg di masyarakat, sehingga hukum-hukum yang 

diterapkan pun mash sangat kental ciengan hukum adat mereka 

masing-masing. Dari hasil penelitian mmunjukkan bahwa admya 

keragaman adat istiadat di dalam masyarakat khususnya di luar Jawa, 

58 Ibid., hlm. 149. 
59 Ibid., hlm. 150. 



telah membuat pelaksanaan desa tidak efektif dan UU No. 5 Tahun 

1979 tidak dapat diterapkan di sa.na60 

Dari segi kepentingan pemerhtah pusat, UU No. 5 Tahun 1979 

tentu membawa banyak manfaat. Penetrasi pemerintah pusat pa& 

daerah-daerah pedesaan di Indonesia pada ummqya, khususnya di 

desa-desa luar Jam dan Madura, lebih smgat efektif. Keseragaman 

struktur pemerintahan desa bagi seluruh desa juga menguntungkan 

pemerintak pusat karena keseragaman itu mem&an pemerintah 

menjalankan peabinam terhadap pemerintah desa. Pelaksanaan 

program Inpres Bandes juga bisa berjalan secara efektif (menurut 

kacamata pemerintah) karena dijalankan dalm kerangka 

pernerintahan desa yang seragam. Demikian pula dengan agenda 

konsulidasi politik (kebijakan massa mengambang) dan keamanan 

yang bekerja secara efektif dalarn birokrasi sipil-militer yang paralel, 

seragam dm hirarki~.~' 

Sebaliknya bagi masyarakat terutama masyarakat adat di luar 

Jawa dan Madura, irnplementasi UU No. 5 Tahun 1979 tersebut 

menimbulkan dampak negatif yang tidak keci!. Pemerintah dae~ah di 

luar Jawa dan Madura dipaksa berlawanan dengan masyarakat adat 

karena hams menghilangkan kesatuan masyarakat hukum 

(Rechtgemennschap) yang dianggap tidak menggunakan kata desa 

seperti Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, 

60 Ibid., hlm. 152. 
61 Ibid., hlm. 152-153. 
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Gampong di Aceh, Huta, Sosor, dan Lumba di Sulawesi Utara dan 

Maluku, Kampung di Kalimantan, Sulawesi Tengaki, dm Sulawesi 

Selatan, Yo di Sentani Irian Jaya, dan lain-lain. Kesatuan masyarakat 

hukurn yang telah dijadikan desa itu harus memiliki pemerintahan 

yang akan melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiba. desa serta 

menyelenggarh pemerintahan desa, seperti ditebpkan dalam UU 

No. 5 Tahun 1979. Kesatuan masyarakat hukurn tidak hanya secara 

formal dan nornenklatur bergauti nama menjadi desa, tetapi hams 

secara operasional segera memenuhi segala syarat ymg ditentukan 

oleh UU No. 5 Tahun 1 979.62 

Di satu sisi sentralisasi tersebut menghasilkau berbagai macarn 

bentuk kemudahan bagi pemerintah atasan untuk mengontrol aktivitas 

(bahkan juga pikiran) pemerintah desa dan masyarakat desa serta 

menciptakan stabilitas politik (yang semu). Di sisi lain, sentralisasi 

dan uniformitas telah menghasillcan : Pertama, pemerintahan desa 

yang berorientasi ke atas, dan hampir sepenuhnya mengabaikan 

bawah. Ini berarti lumpuhnya otonomi dan demokrasi desa; Kedua, 

kelumpuhan demokrasi tingkat desa kemudiau mexijjadi kesatuan 

dalam kelumpuhan d e m o h i  daerah dan nasional, dan kelumpuhan 

partisipasi politik masyarakat desa, telah melahirkan sebuah 'generasi 

yang tidak mengenal demokrasi'; Ketiga, state-formation yang sangat 

ekspansif telah merusak struktur dan kelembagaan sosial yang telah 

62 Ibid., hlm. 153. 



lama terlembaga dan tergantikan dengan sti-uktur dan kelembagaan 

birokrasi yang surnir dan formalitas; Keempat, pada level lebih mikro 

adalah hancurnya kepemimpinan sosial d e ~ a . ~ ~  

Dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1979 hanya mengatur desa dan 

kelurahan dari segi pemerintahannya, belurn terlibat secara jauh 

membicarakan segi-segi penting kebiasaan masyarakat dan tradisi 

pola hidup masyarakat desa yang menjadi stadium dinamika di 

pedesaan. Ini sebabnya, UU No. 5 Tahun 1979 masih sangat ber-trend 

politik, be!= menyengaja secara tegas ke proses pengupayaan 

sosiallsasi masyarakat desa. L U  No. 5 Tahun 1979 masih berada di 

ambang pelahiran pe-"negara7'-an clesa, belum peng-"kota"-an desa. 

Oleh sebab itu, UU ini dianggap masih miskin untuk mencetak desa 

ymg ideal. Karena, kesasaran yang disebut terakhir Ini bisa dicapai 

dengan proses peng-"kota"-an desa, bukan pe-"negara9'-an d e ~ a ~ ~  

g. Desa Menurut UU No. 22 Tahun 1999 @esa di Em Pemerintahan 

Reformasi) 

Lahimya UU No. 22 Tahun 1999 yang di dalamnya juga 

mengatur tentacg pemerintahan desa clan kelurahan merupakan 

konsekwensi logis dari maraknya tuntutan masyatakat untuk 

melakukan reformasi di segala bidang, utamanya segera mengakhiri 

pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. UU No. 

22 Tahun 1999 mengorehi secara keseluruhan sistem pernerintahan 

63 Ibid., hlm. 154. 
Ibid., hlm. 159. 



daerah dan pernerintahan desa yang selama Orde Baru bercorak 

sentralistil~~~ 

Perbedaan struktur pemerintahan desa menurut W No. 22 

Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1979 sebagai berikut. Pertama, 

peaisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini 

membawa implikasi bahwa kekuasaan tersebut dibagi, dipisahkan, dan 

dibabsi. Eksekutif tidak lagi menjadi "pusat kebijakan", tetei  hanya 

sebagai '6pelaksana" k e b i j h  yang senantiasa hams sizp dikontrol 

cleh BPD. Di samping itu, masyarakat desa meiniliki struktur formal 

yang dapat dijadikan saluran aspirasi karena BPD dipilih secara 

langsung oleh rakyat sehingga pendelegasian kekuasam rakyat 

melalui BPD memberi peluang partisipasi bagi rnasyarakat desa. 

Kedua, heirarkhi terbatas. Pada m.. lalu desa merupakan bagian dari 

kabupaten sehingga kabupaten memiliki koctrol sangat kuat melalui 

kecamatan. Bahkan dalam bariyak hal, Camat dapat melakukan 

kontrol terhadap desa Menurut W No. 22 Tahm 1999, kecamatan 

tidak Iagi membawahkan desa, bahkan hubungan desa clan kabupaten 

lebih bersifat folmal. Pertanggundawaban lurah desa tidak lagi ke 

bupati, tetapi kepada rakyat melalui BPD. Kondisi desa tersebut 

mengarah kepada kontrol dinarnika desa oleh publik desa clan bukan 

- 

65 Ibid, hlm. 172. 



oleh supradesa meskipun kabupaten memiliki pendelegasian untuk 

mengatur ~ i e s a . ~ ~  

Penyelenggaraaq pemerintahan desa merupakan subsistem dari 

sistem penyelenggaraaii pemerintahan sehingga desa memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyaakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan 

Perwakilan Desa dan menyampaikm laporan pelaksanaan tugas 

tersebut kepada ~ u ~ a t i . ~ '  

Desz dapat melakukan perbwtan hukum, baik hukum politik 

maupm hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan 

bangunaa serta &pat ditmtut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, 

kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai 

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan 

perjanjian yang saling mengunt~ngkan.~~ 

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk bzrlan 

perwakilan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang 

berkembang di desa yang bersangkutan, yang b e h g s i  sebagai 

lembaga lsgislasi dan pengawasan dalam hl pehkwnaan peraturm 

desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa6' 

Di desa dibentuk iembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai 

dengan kebutuhan desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra 
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pemerintah desa &lam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Desa 

memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan 

pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, 

sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal- 

usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyzi wewenang 

wtuk mendamaikan perkardsengketa diui para ~ a r ~ a n ~ a . ~ ~  

Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada 

masyankat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit 

pemerintah kelurahan yang beradz di &lam daerah kabupaten 

dadatau daerah kota.' 

Secara garis besar UU ini mernisahkan kekuasaan mtara Badar~ 

Perwakilan Desa (BPD) dengan kekuasaan pemerintahan eksekutif 

desa, yaitu kepala desa beserta staf-stafkya Desa mempunyai hak 

wtuk menolak proyek pembangunan jika tidizk ada dana, persondia, 

dan infrastruktur yang mernadai. Pemerintahm desa tidak l a  

berorientasi kepada negara. Kepala desa bertanggung jawab kepada 

penduduk desanya dan menjawab pertanyaan-pertanyam warganya 

dalam pertemuan dengan BPD.'~ 

Menurut UU No 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf o, dijelaskan 

bahwa, "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

desa, adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki kewenangan 
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mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalm 

sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten". Di 

dalam Penjelasan Umum angka 9 UU No. 2 Tahun 1999 ditegaskan, 

bahwa Desa atau yang disebut dengan mima lain sebagai suah 

kesatuan masyarakat hukum ymg mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana di 

maksud Mam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945. Kemudian dalam 

Penjelasari Pasal 93 ayat (1) dijelaskan, istilah Desa disesuaikan 

dengan kondisi sosial budaya ma~y~clkat setempat seperti negari, 

kampong, huia, bori, Can marga. 

Rumusan tentang Desa sebagaimana ditegaskan dalarn Pasal 1 

huruf o di atas menurut Sutoro, merupakan lompatan yang luar biasa 

bila dibanslingkan dengan rumusan tentang desa dalm UU No. 5 

Tahun 1979. Secara normatif, UU No. 22 Tahun 1999 menempatkan 

desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintah terendah di bawah camat, 

melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak 

asal-usul desa Implikasinya adalah, desa berhak membuat regulasi 

sendiri untuk mengelola barang-barang piblik dan kehidupan desa, 

sejauh belum diatur oleh l~abu~aten.7~ 
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Kewenangan desa mencakup tiga ha1 : (1) kewenangan yang 

suck& ada berdasarkan hslk asal-usul desa; (2) kewenangan yang oleh 

peratwan perundang-undangan yang berlaku belurn dilaksanakan oleh 

daerah dan Pemerintah; (3) tugas pembantuan dari Pemerintah, 

pemerintah provinsi danlatau pemerintah l ~ a b u ~ a t e n . ~ ~  

h. Pemerintahan Desa Menarut UU No. 32 Tahun 2004 

Dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1999, pengaturan desa 

dalam UU No~ilor 32 Tahun 2004 tidak rnengandung perubahan yang 

signifikan. Beberapa perbedam yang sda lebih bersifat teknis, 

sehingga tidak menimbulkan perubahan yang prinsipil, diantarauya 

adalah: 75 

1. Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukurn yang 

memiliki batas-bat% wilayah yang benvenang untuk mengatur 

dan mengurus kepentingau masyarakat setempat, berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintdm NKRI. 

2. Desa yang semula ditentukan hanya ada di daerah kabupaten, 

kemudian juga bisa ada di wilayah perkotaan. 

3. Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan 

Desa. 

4. Desa boleh membuat lembaga yang bisa memberikan keuntungan 

matrial/fmcial yang merupakan badan usaha milik desa. 
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5. Masa jabatan kepala desa clan badan perwakilan desa yang semula 

sama-sama 5 (lirna) tahun diubah menjadi 6 (enam) taliun. 

Narnun, proses maupun substansi UU No. 32 Tahun 2004 secara 

mencolok gagal menjembatani perbedaan pandangan dari berbagai 

pihak, ymg sebaliknya justru membuahkan kemenangan bagi 

kekuatan nasio~alis 'kolot' dan pemerintahan pusat terhadap daerah 

dan desa. Menurut Sut~ro  Eko substansi UU No. 32 Tahun 2004 

cenderung menjauh dari UU No. 22 Tahw i999 yang bersifat 

devolutif-liberal, dar, sebaliicnya, semakin mendekat pada UrJ No. 5 

Tahun 1974 yang bersifat sentralistik-otokrasi-korporatis. UU No. 32 

Tahun 2004 tidak dimaksudkar. untuk memperkuat desentralisasi dan 

demokrasi lokal, sebaliknya malah hendak melakukan resentralisasi, 

neokorpomtieme dan rebirokratisasi terhadap desa-desa. Keterbatasan 

pengaturan tentang desa di UU No. 32 Thun 2004 kemcdian 

dilengkapi melalui Peraturm Pemerintah No. 72 Ta4un 2005 tentang 

Desa, Pemturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatau, dan 

beberapa P e r a m  Menteri Dalam ~ e ~ e r i . 7 ~  

Pengertian desa atau yang disebut dengan n m  lain, selanjutnya 

disebut desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 

32 tahun 2004 adalah "kesatuan masyarakat hukum yang memiliici 

batas-batas wilayah yang berwenang mtuk mengatur dan mengurusi 
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kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan &t 

istiadat setempat yang d i a i  dan dihormati dalarn sistem 

pemerintahan N W . "  Penjelasan mum UU No. 32 Tahun 2004 

kembali mengaskan, bahwa "Desa berdasarkan UU ini adalah desa itu 

yang disebut dengm nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat h b  yang memiliki batas-batas wilayah 

yurisdiicsi, benvenang untuk mengatur dan niengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul clan adat istiadat setempat 

yang diakui danlatau diben~dc dalam sistem peinerintahan nasional 

clan beradii di kabupatedkota, sebagaimma dimaksud dalam ITUD 

Negara RI Tahun 1945."~~ 

i. Perlakuan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Pada tahun 1854, Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan 

"Regeeringsreglentent" yang merupakan cikal-bakal pengaturan 

tentang daerah dan Desa. Dalam p a d  7 1 (pasal 128.1.S.) menegaskan 

tentang kedudukan Desa, yakni: Pertama, bahwa Desa yang dalam 

peraturan itu disebut "Inlandsche Gemeenten " atas pengesahan 

kepala daerah (redden), berhak untuk memilih kepalanya daE 

pemerintah Desanya sendiri. Kedua, bahwa kepala Desa itii 

diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang dikeluarlcan 
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oleh gubernur jenderal atau dari kepala daerah (residen). Gubernur 

Jenderal menjaga hak tersebut terhadap segala pelanggarannya.7' 

Dalam ordonansi itu juga ditentukan keadaan dimana Kepala 

Desa dan anggota pemerintah Desa diangkat oleh penguasa yang 

ditunjuk untuk itu. Kepala Desa bumiputera diberikm hak mengatur 

dan mengurus rum& tangganya dengan memperhatikan peraturan- 

praturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, pemerintah 

wilayah dan residen atau Pemerintah otonom yzng ditunjuk dengan 

ordonansi. Selain itu, dalam ordonansi diatur wewenag daii Desa 

Eumiputera untuk: (a) memungut pajak di bawah pzngawasan 

tertentu; (b) di dalam batas-batas tertentu rnenetapkan hukuman 

terhadap pelanggaran atas aturan yang diadakan oleh Desa (Suhartono, 

200 1 : 46-47).79 

yang mengatur pemerintahan dan tangga Desa di J a w  dan 

Madura. Peraturan itu, yang dimuat dalam Staadblad 1906 NO. 83, 

diubah dengan Staadblad 1910 No. 591, Staadblad. 1913 No. 235 

dan Staadblad, 1919 No. 217 dikenal dengan nama "lslandsche 

Gemeente-Ordonnuntie". Dalam penjelasan atas Ordonnantie itu 

yang dimuat dalam Bijbiad 6567 disebutkan bahwa ketetapan- 

ketetapan dalam Ordonnantie secara konkret mengatur bentuk, 

78 w / s a ] u n d   in^ wordoress.com/2011/01/12~an-desa - di - mas-hmdw . . 
belanda/. Akses 10-10-2015. 
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kewajiban dan hak kekuasaan pemerintah Desa baik berdasarkan 

hukum ketaiaprajaan maupun berdasarkan hukum pe~data.'~ 

Meskipun berbagai peraturan yang muncul masih jauh dari 

sem_ourna, tetapi dalam rangka perundang-undangan Hindia Belanda 

semuanya telah berhasil menghilangkan keragu-raguan tentang 

kedudukan Dcsa sebagai badan hukum, lebih dari posisi Desa sekedar 

kesatuan komunal masyarakat. Peraturan telah berhasil pula 

niengembangkan kemajuan kedudukan hukurn Desa sebagai pemilik 

harta benda (Scstmdjo K a r t o ~ o e s o e m o ,  1984)." 

Pengaturan tentang Desa seperti disebut di atas meaimbulkan 

perdebatan di kalangan akademisi maupun internal pemerhtahan 

kolonial. Misahya, Van Deventer menyambutnya dengan gembira. 

Menurut Van Deventer, dengan keluarnya peraturan tentang Desa, 

hak Desa untuk nendapat dan menguasai milik sendiri telah diberi 

dasar hukum. Berdasarkan hak itu Desa akan dapat menyusun 

"pendapatan Desa" seuiiri. Hal ini penting berhubungan dengan 

hendak didirikannya sekolah Desa dan lumbung Desa pada waktu itu. 

Sebaliknya Mr. Van Bockel cMam Koloniale Studien tahun 1921 

mengat-, bahwa peratwan itu merupakan sebuah tatapraja untuk 

Desa, yang dimasukkan dengan paksa ke dalam suatu susunan yang 

asing baginya, dengan tiada mengingat tingkat kecerdasan rakyat dan 

susunan tatapraja dalam dacrah. Van Vollenhoven berpendapat 
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senada. Setelah mengucapkan penghargaannya terhadap tujuan 

ordonansi di atas, yang bermaksud hendak menguatkan kedudukan 

Desa, maka ia rnencela bahwa dalam peraturan itu membuat ordonansi 

kurang cukup mengindahkan sifat-sifat asli dari Desa di daerah Jawa, 

Madura dm ~asundan.~* 

Dalam konteks perdebat- di atas, akhirnya bbIslandsche 

Gemeent Ordonantie " tahun 1906 tidak berlaku untuk empat daerah 

Swapraja di Surakarta clan Yogyskarta. Di daerah-daerah tadi, yang 

pa& hzkekatnya adalah daerah Negorogung di jman dahulu, b a n a  

otonomi Desa karena percampuran kekuasaan Raja mtara I& 

disebabkan oleh Apanage-Stelsel sejak 1755 telah menjadi rusak, 

maka kedudukan Desa sebagai daerah hukurn otonom sudah rusak 

pula.83 

Meski demikian, hukum asli yang menjadi pkok-pkok dasar 

kebudayaan bangsa, meskipun telah terpendam dibawah reruntuhan 

Desa asli selama ratusan tahun, setelah kesatuan Desa sebiigai daerah 

hukum itu di daerah Swapraja di Jawa dihidupkan kembali, maka ia 

hidup kembali juga. Begitu icuatnya, hingga w a h  permulaan 

kemerdekaan di daerah Yogyakarta muncd peratman untuk 

menggabungkan Desa-desa yang kecil-kecil menjadi kesatuan daerah 

yang lebih besar. Peraturan itu mengalami kesulitan. Selain itu, 

sebagai penjelmaan dari kesatuan daerah hukum itu barangkali belum 
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diketahui umum, bahwa daerah Yogyakarta penjualan tanah milik di 

Desa (malah juga penggadaian) kepada seorang yang bukan pendu8ti.k 

Desa, hams mendapat ijin dari rapat ~ e s a . ' ~  

Pada tahun 19 12 pemeriatah Pakualaman melancarkan penataan 

Desa, krtanggd 18 Oktober 1912 untuk distrik Sogan, Kabupaten 

Adikarta, utuk penataan dimarm ordonansi tahun 1906 dipakai 

sebagai model. Penataan itu diumumkaa d a l m  "Vaststelling Van De 

Gemeenreregeling En Gerneentebestuursregeling In Het Districi 

Sogan Kcbupatcn Adibrta".55 

Pada tahun 1918 i e ~  juga Kasultanan Yogyakarta oleh 

Rijksbestuurder ditetapkan sebuah peratman semcam itu. Peraturan 

itu diumumkan dalam Rijksblad tahun 1918 No. 22. Penataan 

Pakualaman tahun 1912 pun lalu diganti clan namanya dalam bahasa 

Belanda disebut 'Regelen Betregende Het Beheer En De 

HuishoudeliJ'ke Belangen Der Inlandche Gerneenten In Het 

Distriect Sogan Kabupaten Adikarta ", sama dengan peraturan buat 

Kasultanan. Perubahan itu diumumkan dalam Rijksblad tahun 191 8 

No. 24.*" 

Baik di Kasultanan dan Pakualaman, dalam tahun itu 

diluncurkan peraturan tentang pengangkatan, pemberhentian 

sementara, pernecatan dari jabatan, tentang penghasilan clan kewajiban 

pemerintah Desa. Peratwan ini untuk Kasultanan dimuat dalam 
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Rijksblad tahun 191 8 No. 23, diubah dalam Rijksblad tahun 1925 No. 

17 dan buat Pakualarnan dimuat Mam Rijksblau tahun 191 8 No. 25 

diubah dalam RijRIsblad No. 1711 9 2 ~ . ~ '  

Sedangkan daerah-daerah Kasunanan Surakarta dan 

Mangkunegaran tidak mempqai peratwan serupa. Di daerah-daerah 

itu berlaku peraturan-peraturan lain; bagi Kasunanan termuat dalarn 

Rijksblad tahun 1917 No. 33; bagi Mangkunegaran termuat dalam 

Rijksblad t&un 1917 No. 14, yakni peraturan-peraturan yang 

membagi daerah Kasunanan dan daerst'1 Mmgkunegaran dalam 

sejwnlah wiiayah ~ e s a . ~ *  

Menurut riwayat Pasal 71 Regeringsreglement 1854 memang 

yang hendak diatur hanya kedudukan Desa di Jawa dan Madura. 

Beberapa tahm kemudian pemerintah Hindia Belanda mengetahui 

bahwa di luar Jawa dan Madura ada juga daerah-daerah hukum seperti 

Desa-desa di Jawa. Karena itu, pemerintah kolonial juga menyusun 

peraturan untuk mengatur kedudukan daerah-daerah itu semacam 

Inlandsche Gemeente Ordonnantie yang berlaku di Jawa dan 

Madura. Inlandsche Gerneente Ordonnantie ~ ~ t u k  Karesidenan 

Arnb~ina terrnuat dalam Staatblad 1914 No. 629 jo. 1917 No. 223. 

Peratwan itu namanya: Bepalingen Met Betrekking Tot De Regeling 

Vag De Huishoudelijke Belangen Der Inlandsche Gemeenten In De 

Residentie Amboina ", diganti dengan peraturan yang memuat dalarn 
- ~ 
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STBL. 1923 No. 471. Peraturan untulc Sumatera Barat termuat dalam 

STBL. 191 8 No. 667; mulai berlaku pada tanggal 3 1 Desember 191 8 

diganti dengan peraturan termuat dalam STBL. 1918 No. 667 dan 774 

dan dalarn STBL. 1921 No. 803. Untuk karesidenan Bangka tennuat 

dalam STBL. 191 9 No. 453. Perahan untuk karcsidenan Palembang 

termuat dalam STBL. 1919 No. 814; untuk Lampung termuat dalam 

STBL. 1922 No. 564; untuk Tapanuli termuat dalam STBL. 1923 No. 

469; untuk daerci Bengkulu termuat dalam STBL. 1923 No. 470; 

mt!-dc ciaerah Belitung termuat dalam STBL.1924 No. 75 dan untuk 

daerah Kalhantan Eelatan dan Timur termuat dalam STBL. 1924 No. 

275; kemudim ditetapkan "Hogere lnlandsche Verbanden 

Ordonnantie Buitengewesten " Stbl. 1938 No. 490 jo. Stbl. 193 8 No. 

681 .89 

Berbagai p e r a m  itu tampak ambigu. Di satu sisi pemerintah 

kolonial membuat peraturan secara beragam (plural) yang disesuaikan 

dengan konteks lokal yang berbeda. Di sisi lain berbagai peraturan itu 

tidak lepas dari kelemahan. Van Vollenhoven selalu mengkritik 

bahwa psraturan-peraturan itu berbau Barat. Dengan berpegang pada 

orcionansi-ordonansi itu pemerintah Hindia Belanda telah membentuk 

- kadang secara paksa, seperti halnya di Belitung - daerah-daerah 

baru yang diberi hak otonorni, dari masyarakat-masyarakat yang 

belum mempunyai kedudukan sebagai masyarakat hukum; ataupun 

~- - - -~ 
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kesatuan-kesatuan masyarakat yang dulu memang sudah mempunyai 

kedudukm sebagai daerah hukum, akan teiapi kemudian dirusak oleh 

kekuasaan raja-raja atau kekuasaan asing, sehingga hak otonominya 

telah hilang. Desa-desa seperti itu terdapat di daerah-daerah Swapraja 

di Jawa, Belitung dan sebagian dari tanah-tanah partikelir. Desa-desa 

baru yang dibentuk atas dasar Inlandsche Gemeente-Ordonnantie 

terdapat di daerah-daerah Sumatera Timur, Kalimmtan, Bangka, 

Belitung, Sulawesi Selatan, Swapraja di Jawa dan bekas tauah 

partikelir. Daerah-daerah dimana masyarakat itu dahulu kala sudah 

mempunyai kedudukan sebagai daerah hukiun yang otonom, maka 

setelah kedudukan itu dihidupkan, maka pemerintah di situ menurut 

syarat-syarat yang baru berjalan dengau lancar. Hal hi dapat 

dimengerti sebab meskipun penduduk Desa itu sudah lama tidak 

menjaldcan kewajiban sebagai warga Desa yang otonom, tetapi 

otonomi itu sudah berjalan secara turun-temm dm menjadi bagian 

erat dalam kebudayaan rakyat setempat (Soetardjo 

Kartohadikoesoemo, 1 984).* 

Pemerintah Hindia Be!anda pada tanggal 23 Jauuari 1941 

menyampailcan rancmgan Ranca~gan Desa-Ordonannantie baru 

kepada Volksraad. Ordonnantie itu kemudian ditetapkan pada tauggal 

2 Agustus 1941 (STBL. 194 1 No. 356). Substansi Desa Ordonanntie 

baru berlainan dengan Ordonanntie-Ordonanntie sebelumnya. 
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Prinsipnya ialah supaya Desa diberi keleluasaan untuk 

bef~embang menurut potensi dan kondisinya sendiri. 'Jntuk 

mencapainya, Desa tidak lagi dikekang dengan berbagai peratwan- 

peraturan (reguiasi) yang mengikat dan instruktif. Berdasarkan atas 

prinsip itu dalam Desa-Ordonanntie baru dinyatakan perbedaan 

antara Desa yang sudah maju dan Desa yang belum niaju. Untuk Desa 

yang sudah maju, pemerint&.m dilakukan oleh sebuah Dewan Desa 

(Desaraad), sedang Desa untuk yang belum maju pernerintahan 

disusun tetap sediakslla, yaitu pernerintahan dilakukan oleh Rapat 

Desa yang dipimpin oleh kepala Desa yang dibantu oleh Parentah 

Desa. Selanjutnya dalarn Desa-Ordonnantie baru itu, pemerintah 

hendaknya minimal mencarnpuri dalarn rumah tangga Desa dengan 

peraturan-peratwan yang mengikat, bahkan dalam pemerintahm Desa 

itu diharuskan lebih banyak menggunakan huku-m adat. Namu. 

sampai pada waktu jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda Desa- 

Ordonnantie itu belum bisa dijalankan?' 

Sejak lahirnya "otonomi baru" bagi Desa yang disajikan dalam 

Inlandsche Gemeente-Ordonnantie tahuii 1906, maka bertumt-turui 

dengan segala kegiatan diadakm aturan-aturan baru tentang "ka3 

Desa", tentang "lumbung Desa", "bank Desa", "sekolah Desa", 

"pamecahan Desa", "bengkok guru Desa" "bale Desa", tebasan 

panen ~dan pajak bumi, "seribu satu aturan berkenaan dengan 
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(mengatur, mengurus, memelihara clan menjaga keamanan hutan), 

yang semuanya itu menimbulkan satu akibat yaitu menambah beban 

rakyat berupa uang dan tenaga. Padahal berbagai aturan itu wnumnya 

bukan hanya tidak dimengerti oleh rakyat Desa, akan tetapi juga 

disangsikan a h  manfaatnya bagi rakyat Desa, malah sebagim besar 

nyata-nyata sangat bertentangan dengan kepentingan Desa dan 

melanggar hak-hak 

j. Pengaturan Tanah di Daersb Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yam-akarta berasal dari wilayah ymg meliputi 

daerah bekas swapraja Kesuitamm Yogyakai-ta dm Pakualaman. 

Pengertian swapraja adalah sebagai berikut :93 

Swapraja adalah suatu wilayah pemerintahan yang'merupakan 
bagian dari Hindia Belanda, yang kepala wilayahnya dengan 
sebutan Sultan, Sunan, Raja atau nama adat yang lain. 
Berdasarkan pe janjian dengm pemerintah Hindia Belanda 
menyelenggarakan pemerintahan sendiri di wilayah 
bersanglcutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut 
serta adat istiadat daerah masing-masing yang beraneka ragam. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 

sebagairnana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 

1950 dan Undang-undang Nomor 9 T&un 1955 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

mengalami perubahan dari sebuah daerah swaprqa menjadi sebuah 

daerah yang bersifat istirnewa di dalam teritorial Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Salah satu bentuk keistirnewaan yang diberikan 

92 Ibid. 
93 -d/18554/3/BAB 109401244028.pdf, hal. 1, Akses 10-10- 

2015 
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kepada DIY adalah pada bidang pertanahan yang tertuang pada BAB 

X dan BAB M Undang-undang Womor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aturan di DIY itu 

terlepas dari aturan pertanahan yang ada seperti UUPA dan 

se bagainya." 

b t o n  Yogyakarta ahlah pemilik hmh yang ada di 3IY, 

rakyat . k y a  memiliki hak sewa atau hak pinjam pakai dan biasa 

disebut magersari apabila pihak Kmton Yogyakarta menghginkan 

kembali, sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Menurut sejarab, 

hukum tanah diatur bersama-sa;na, baik dengan tanah kas desa, tmah 

penduduk, maupun tanah Kraton itu sendiii. Tanah kas desa di DIY 

merupakan tanah pemberian dari pihak Kraton Yogyakarta. Berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan tanah kas desa dapat 

diselesaikaq dengan cam musyawarah serta pemanfaatan tanah 

tersebut dapat dilakukan secara optimal. Sebgkan Tanah Kraton 

adalah tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun 

kepada pemerintah desa, masih merupakan milik Kraton sehingga 

siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada 

pihak  rato on?^ 

Sesuai dengan keadaannya sebagai Daerah Istimewa, 

Kasultanan Yogyakarta mempunyai kewenangan yang istimewa di 

dalam mengatur rumah tangganya sendiri terlepas dari kewenangan 

94 Ibid., ha]. 1. 
95 Ibid., hal. 2. 



pemerintah pusat. Keistimewaan dalam kewenangan merigatur rumah 

tangganya sendhi berlanjut setelah Kasultanan Ngayogyakarta 

digabung dengan Kadipaten Puro Pakualaman menjadi satu berbentuk 

provinsi DIY berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950. 

Salah satu kewenangan yang menjadi urusan rumah tangga provinsi 

DIY dalah sod tau& terlepas dari kewenangan pemerintah pusat, 

dalam sod ini tanah DIY diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 1954.'~ 

Fengaturan tentang tanah ~erupakan kewenangan Daerah 

Istimewa Yogyakark. Rerciasarkan pada P a d  4 ayat (1) UU Nomor 3 

Tahun 1950 dan BAB X Pasal 32 m p a i  dengan Pasal 33 setelah 

disahkannya Undang-Undang N~mor 13 Tahun 20 12 tentang 

Keistimewaan DIY, DIY mendapat hak untuk mengurus beberapa hal 

dalam rumah rangganya, salah satc diantara urusan yang menjadi 

kewenangan DIY adalah bidang keagtariaan atau pertanahan.'' 

Tanat di Yogyakarta dan daerah lain dengan status Sultan 

Grond merupakan kesinambmgan antara masa lalu dan masa kini 

untuk menghormati eksistensi KasulAanan Yogyakarta. Pemerina 

Republik Indonesia pada tmggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam 

Kedudkan Sri Paduka In-g Sinuwun Kanjeng Sultan 

Hamengkubuwono IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton 

96 Ibid., ha]. 2. 
97 Ibid., hal. 3. 



Yogyakarta, termasuk tanah-tanahnya yang bentatus sebagai 

keprabon ndalem dan dede keprabon ndolem yaitu :'' 
1. Tanah Keprabon NdaIem adalah sernua tanah di lingkungan 

kraton yang keberadaanya dilestarikan untuk mendukung 

terpenuhinya serangkaian persyaratan bagi jumenengan seorang 

raja (sultan). Tanah Keprabon rrcialem melipti benda tidak 

bergerak mapun benda bergerak yang dipergunakan untuk 

mendukung keberadaan seorang aja. Benda-benda bergerak 

tersebut aerupa pusaka-pusaka kerajaan seperti banyak dalang, 

kacu emas, kendil emas, tombak pusaka, bendera pusaka dan 

sebagainya. Adapm keprabon dalem yang berupa benda ti& 

bergerak antara lain berupa alun-dun, pagelaran, sitihinggil, 

mandungan (keben), sri mangarzti, kraton dan sebagainya. Pada 

saat  it^ untuk mecjalankan pemerintahan kemjaan sultan 

mengatur penggunaan tanah-tanah kqpngan dalem sebagai 

berikut : 

a. Tanah yang digunakan sendiri oleh Sultan 

1) Tanah keprabon yaitu tanah yang digunakan untuk 

Kraton atau i sma dengan segala perlenskapannya; 

2) Tanah untuk makam atau kuburan atau pmareyan raja 

dan putro sentono dalem disebut tanah pasareyun. 

98 Ibid.. hal. 3-6. 



b. Tanah yang diberikan dengan hak pakai disebut 

Gebruiksrecht. Tanah ini diberikan dengan cuma-cuma 

selama tanah itu masih dipergunakan untuk keperluan seperti 

gubernurment bagi pemerintah Belanda, asrama polisi. 

c. Tanah yang diberikan kepzda Netherland Indische Spoor: 

1 )  Untuk kereta api diberikan dmgan hak bnsensi; 

2) Untuk perumahan dengan hak postal. 

d. Tanah untuk onderneming yang penggunaanya untuk 

emplassemen; pabrik dan pemahan pegawainya diberikan 

hak konsensi. 

e. Tanah yang diberikan kepada kerabat b t o n  seperti pepatih 

dalem, bupati nayoko, wedono, panewu. Tanah ini disebut 

tanah jabatan atau tanah lungguh. 

f Tanah untuk pohon buah-buahan disebut tanah kebonan. 

g. Tanah untuk pembinaan agama Islam disebut tanah rnutihan. 

h. Tanah untuk pejabat yang berjasa disebut tanah perdikan. 

i. Untuk rakyat dikota diberikan dengan hak anganggo. 

j. Untdc rakyat diluat kota diberikan hak anggarap melalui 

bekel dan patih, sebagian hasil dari penggarapan tanah ini 

hams diserahkan kepada Sultan sebagai tanda kesetiaanya 

yang disebut sebagai bulu be&, glondongpengareng-areng. 

2. Tanah Dede Keprabon Ndalern adalah tanah yang tidak ada 

kaitannya dengan keberadaan raja atau tahta kerajaan. Seorang 



Sultan bisa tetap bertahta walaupun tanpa adanya tanah dede 

keprabon dalem. Tanah-tanah ini dipergumkan antara lain untuk : 

a. Mendirikan rumah-rumah tinggal bagi putro sentono ndalem 

seperti pangeran adipati anom, pangeran hangabehi d m  

sebagainya. 

b. h$efidii-ikan rumah-mah tinggal bagi ~ b d i  dalem seperti 

pepatih dalem disebut kepatihan, para nayoko disebut 

kenayakan dan sebagainya. 

c. Sebagai gaji para sentono dalem disebct tanah lungguh atau 

tanah jabdtan atau tanah bengkok. Besar kecilnya tanah 

benglcok ini sangat bergantung pada kemurahan sultan dan 

tidak pernah ada ketentuan yang seragam. 

d. Dibagi-bagikan kepada desa-desa setelah desa diakui sebagai 

komunitas yang utuh dan berbentuk badan hukum yakni 

kelurahan. Pembentukan kalumhan-kalurahan ini dilakukan 

pada saat diadakan reorganisasi dibidang ekonomi dan 

agraria pada tahun 1918. Tanah yang diberikan ke desa-desa 

ini disebut tanah desa. 

e. Dibagi-bagikan kepada kawulo dalem (rakyat biasa) dengan 

hak anggaduh turun-temurun. Dalam perkembangannya hak 

ini ditingkatkan menjadi hak milik berdasarkan Perda DIY 

Nomor 5 Tahun 1954. 



Walaupun tanah-tanah tersebut telah mengalami perkembangan 

dalm penguasaan dan penggunaannya, namun statas hukumnya 

disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan sebagai penguasa 

tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. 

Risjkblaad 191 5 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan 

memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak - ha.!.! yang 

kuat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Pokok Pokck Agraria (UUPA) dan Keputwm Presiden 

Nomor 33 Tahun 1384, membawa akibat bahwa semua tanah di 

wilayah DIY tundd& pengaturannya, penggunaannya, peruntukamya, 

peralihan ataupun kepemilikamya. Untuk tanah berstatus keprabon 

dalem muncul persoalan hukurn mengingat karakteristik kepemilikan 

secara historis dan fimgsinya berdasar hukum ter~endiri.~ 

Daerah Istimewa Yogy~karta merupakan wilayah provinsi yang 

didalamnya terdapat bidang tanah hak milik Sultan atau Sultan Grond. 

Pada tahun 1984 UUPA diberlakukan sepenuhnya untuk seluruh 

wilayah DIY. Walaupun telah terjadi perubahan dalam pengaturan hak 

tanah di d a y &  ini, penguasaan tanah atas Sultan Grond sebagai 

tanah haic milik adat Kraton Yogyakarta tidak berubah. Sultan Grond 

adalah tanah yang belum pernah dilepaskan penguasaanya kepada 

pihak lain dan belurn pernah diatur dalam peraturan apapun mengenai 

penghapusannya. Sampai detik ini Sultan Grond masih menpalcan 

99 Ibid., ha]. 6. 



bidang tanah yang dikuasai dan menjadi hak milik Kraton 

Ngayogyakarta ~adinin~rat .  loo 

Tanah Kraton Yogyakarta terharnpar luas di seluruh wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pertanahan Nasional mencatat 

Sultan Grond dan Pakualaman Grond ada sebanyak 6.283 persil. 

Sebanyak 1.160 bidang diantaranya telah diukur secara kadasteral 

decgan luasan sekitar 47,4 hektare. Rinciannya, 230 bidang di Bantul, 

198 bidang di Kulon Progo, dan 732 bidang di Gunungkidul. Adapun, 

1.485 bidang di Sleman belurn diukii. L~ menpakan hasil pemetaan 

\ 101 tahun 2005. (Harian Jogja, Jumat 6 September 2013,. 

Tanah milik kasultanan Yogyakarta sarnpai saat ini tt:rsebar 

tidak hanya ada di wilayah DIY. Walaupun Kasultanan Yogyakarta 

tidak lagi mempunyai kuasa lagi dalam ha1 pemerintahan sejak 

bergabung dzngan NKRI dan melebur menjadi DIY bersarna Paku 

Alam, namun Kasultanan mas& mempunyai hak tanah di beberapa 

wilayah. Khusus mtuk wilayah DIY, baik itu di ka'amadya maupun di 

Kabspaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunmgkidul clan 

Kabupzten Kdon Progo sudah tentu mash banyak tanah-tananh 

kagungan dalem. Seperti hdnya Kasunanan Surakarta yang 

mempunyai tanah di komplek makam Imogiri dan Kotagede yang 

100 Ibid., hal. 7. 
101 Ibid., ha]. 7. 



masuk wilayah Yogyakarta, Kasultanan Yogyakarta juga mempunyai 

tanah mutihan yang terdapat di Kebumen dan ~urworejo. '~~ 

Di wilayah DIY tanah-tanah berstatus sultan grond masih bisa 

dijumpai, walaupun terkadang keberadaanya seperti siluman yang bisa 

disadari maupun tidak, berdasarkan data dari BPN tahun 1993, 

wilayah yang paling banyak terdapat tanah dengan status kugu~~gan 

dalem adalah kabupaten Bantu1 yaih seluas 1.600,75 ha Luas tanah 

sultan grond di Bantul ini terpaut 563,2 ha dari kabupaten Kulon 

Progo. Sccara keseluruhan persebaran tanah-tanah kagungan dalem di 

masing-msing kabupaten dan kota di DIY adalah sebagai berikut :Io3 

Tabel 1 
Persebaran Sultan Grond di DIY 

No 

1 4 1 Kabupaten Slernan 1 47.482 ha ( 306,16 ha I 

1 

2 

3 

Nama Wilayah 

102 Ibid., hal. 8. 
103 Ibid., hal. 8. 

Kabupaten Bantu1 ;. 

Kabupaten Kulon Progo 

Kabupaten Gunung Kidul 

5 

Luas Luas Tanah Berstatus 

50.685 ha 

58.627 ha 

148.536 ha 

Wilayah I Sultan Grond 

1600,8 ha 

1037,6 ha 

58 1,50 ha 

80,OS ha 

Jumlah Keseluruhan 

I 

3606,ll ha 

Kata Yogyakarta 

Sumber : Laporan Hasil Pendataan BPN 2003. 

325 ha 



Untuk persebaran sultan grond di kotamadya adalah daerah 

yang paiig sedikit terdapat tanah yang berstatus sultan grond 

mengingat luas wilayah kotamadya lebih kecil dari pada luas wilayah 

kabupaten di DIY. Namun untuk tanah keprabon dalem kotamadya 

adalah daerah yang paling banyak terdapat tanah keprabon dalem. 

L-uas tanah keprabon dalem yang tersebar di wilayah kota Yogyakarta 

mencpai 21,89 ha. Luas ini ciua kali lebih banyak dari tanah keprabor: 

dalem yang ada di kabupaten ~antul."~ 

Tanah keprabon dalern memmg ti& tersebar di seluruh dasrah 

kekuasaaan kasulianan Yogyakarta niengingat tanah kprabon dalem 

mempunyai fungsi sebagai penunjang upacara yang dilangsmgkan 

oleh pihak Kraton. Di luar kota Yogyakarta tanah keprabon dalem 

hanya terdapat di Kabupaten Bantul dan Sleman. Di Kabupaten Bantul 

dan Sleman tanah keprabon dalem berupa pesanggrahan atau pet'l i asan 

diantaranya d i g u n h  untuk upacara labuhan yang secara rutin 

dilaksanakan oleh Kraton setiap tahuntlya, baik itu labuhan ageng 

maupun labuhan alit. Lebih jelasnya untuk persebaran tanah keprabon 

dalem di DIY dapat dilihat dari tabel berikut :Io5 

- - 

104 Ibid., ha]. 9. 
105 Ibid., ha]. 9. 



Tabd 2 
Persebaran Tanah Keprabon Dalem 

Sumber : Lapran Hai l  Pendrrtwn BPN 2003. 

Tanah Kraton ini banyak dimadaatkan oleh masyarakat, 

manfaat mah Kraton seizin digunakan untuk ternpat tinggal 

dimadaatkan juga untuk fasilitas pendidikan, kantor pemerintahan, 

rumah sakit, pasar serta digunakan mtuk fasilitas umurn lainnya. 

Tanah Kraton dapat digunakan oleh masjiarakat dengan status 

ccmagersarP'. Magersari pa& awalnya adalah tanah yang ditujukan 

khusus mtuk para abdi dalem, sebagai tanda jasa atas pengabdiannya 

terhadap Kraton. Narnun ddam perkembangannya rnasyarakat dapat 

rnemadhtkan tanah magersari dengan status hak pinjam pakai atas 

tanah magersari. Selain hak pinjam pakai dan hak magersari yang 

didapat oleh pengguna sultan grond, hak atas sultan grond yaitu hak 

guna bangman dan hak ngindung sesuai dengan hukurn tanah 

106 Ibid., hal. 9. 
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Masyarakat yang ingin menempati tanah Kraton tidak merniliki 

sertifikat. Mereka harlya berbekal "Serat Kekancingan" atau surat 

ketetapan yang dikeluarkan oleh Panitikismo. Serat kekancingan yang 

digunakan sebagai tanda bukti izin tersebut memuat klausul bahwa 

pemegang tanah magersari tidak bisa memperjualbelikan dan bersedia 

mengembaliican tanah bila sewaktu-waktu mta oleh kraton atau 

habis masa berlakunya Panitikismo adalah lembaga agraria Kraton 

yang merniliki otoribs mengelola pemanfzahn dan penggunaan tanah 

Kraton untuk berbagai kep11tinga.u dan kesejahteraan mkyat.lo7 

Apabila serat hkancingan klah diberikan maka pene- 

berhak untuk menempati atau menggudcan serta memdaztkan 

tanah magersari tersebut. Didalam serat h n c i n g a n  tanah magersari 

tidak ada peraturaq yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang 

penggunaan tanah Sultan, m u n  terdapat norma tidak tertulis bahwa 

ti& diperbolehlcan menggunakan tanah tersebut untuk ha1 yang 

men~bahayakan atau mencoreng nama baik Kraton. Dalam 

penggunaannya ini tidak dilakukan pengawasan oleh pihak Kraton, 

hanya berdasukan atas kepercayaan sehingga banyak masyarakat 

yang sering kali menyalahgunakan kepercayaan Kraton dalam 

pemanfaatan tanah Sultan. Penerima hak diwajibkan untuk membayar 

pisungsung atau peMngga~an atau pajak kepada Kraton. Besar 

pisungsung yang diberikan setiap tahun betbeda satu dengan yang 

107 Ibid., hal. 11. 



lainnya, namun rata-rata sekitar 150 ribu rupiah hingga 200 ribu 

rupiah, apabila terlambat membayar maica paniiikismo akan 

mengirimkan surat pemberitahuan. Penerima hak yang terlambat 

membayar tidak mendapat sanksi sama sekali, walaupun dia telat 

membcyar hingga 2C tahun. Apabila penerima hak tidak membayar 

pisungsung maka dia tidak akan bisa newariskan atau 

memindahtangankan kiak yang pinjarn pakai yang dimilikinya. Karena 

panitikismo tidak akan mengijinkan sampai kewajiban-kewajiban 

yang hams d i p e n i  lunas ~ e ~ e n u h n ~ a . ' ~ ~  

E. Metode Penelitian 

1. Metode Penelitian Hukum Empirik 

Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian h u b  dibagi lagi 

menjadi beberapa jenis. Pr~f .  Abdulkadir Muhammad membaginya 

menjadi tiga, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum 

normatif-empiris, penelitian hukum empiris yang dibagi berdasarkan 

fokus penelitiannya. lW 

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pengguman metcde 

penelitian hukum empiris clan tidak menggunakan metode penelitian 

hukum nonnatif rnaupun penelitian hukurn normatif-empiris (qplied law 

reseach). Memang ketiga jenis penelitian tersebut dapat menggunakan 

studi kasus hukum namun dalam ha1 ini, kasus hukum dikonsepkan 

Ibid., hal. 12. 
109 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 (Bandung : P.T. Citra 

Aditya Bakti, 2004, hal. 52. 
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peristiwa hukum dan produk h~kum.''~ Lebih lanjut penjelasan mengenai 

ketiga jenis peneltian tersebut sebagai berikut : " ' 
a. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan 

studi kasus hukurn nomatis berupa prod& perilaku hukum, misalnya 

mengkaji rancangm undang-undang. Pokok kajiannyz adalah hukum 

yang dikonsepkan sebclgai nonna atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap ormg. Sehiugga 

penelitian hukurn normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, 

asas-asas dan do- h u b ,  penemuan h&-LLM Mam perkara in 

concreto, sistematik hdmm, taraf sinkr~nisasi hukum, perbandingan 

hukuI11, dan sejarah hukum. 

b. Penelitian hukum normatif-empiris (applied law reseach), 

menggunakan studi kasus hukurn normatif-empiris berupa produk 

perilaku hukum, misalnya mengaji implementasi perjanjian kredit. 

Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan 

hukurn positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum 

tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukau. Penelitim hukum secara nomatif-empiiis (terapm) 

bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakuksn pada 

peristiwa hukum in concreto dalarn masyarakat, sehingga dalarn 

peneletiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu :' l2 

Ibid., ha1 39. 
111 ibid., ha1 52. 
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i. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang 

berlaku; 

ii. Tahap kedua adalah penerapan pada in concreto guna mencapai 

tujuan yang tela ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan 

melalui perbuatan nyata dokurnen hukum. Hasil penerapan akan 

menciptakan Fernahaman realisasi pelaksanam ketentuan- 

ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara 

patut atau tidak. Karena pengunaan kedua tahapan tersebut, maka 

penelitian hukum normatif-empiris membutukan data sekunder 

dan data primer. 

c. Penelitian hukum empi* menggmakan studi kasus hukum ernpiris 

berupa peril& hulrum ~ n a s ~ a r a k a t . ~ ~ ~  Pokok kajiannya adalah hukum 

yang dikonsepkan sebagai pedaku nyata (actual behavior) sebagai 

gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang 

dalam hubungan hidup bermasYarakat.'" Sumber data penelitian 

hukurn ernpiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan 

has1 observasi di lokasi penelitian."5 

Berkaim dengan perurnusan pembagian pcnelitian hukum yang 

dipaparkan di atas, Soerjono Soekamto juga memuskan pembagian 

113 Ibid., ha1 40. 
Ibid., ha1 54. 
Ibid. 



penelitian hukum yang memuat pokok-pokok yarig sejenis.'16 Beliau 

berpendapat lzahwa penelidan hukum dapat dibagi dalarn :'I7 

1. Penelitian Hukurn Normatif, yang terdiri atas : 

a. Penelitian terhadapasas-asas h u h ,  

b. Penelitian terhadap sistematika hukurn; 

c. Penelitim terhadap tarafsinkronisasi hukum; 

d. Penelitian sejarah hukum; 

e. Penelitian perbandingan hukurn. 

2. Penelitian hu.rrU_rll Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari : 

a. Penelitian terhadap identilikzsi hukum, 

b. Peneltian terhadap efektifitas h~kum."~ 

Menurut Hillway dalam bukunya Introduction to Reearch, 

penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang 

melalui penyelidikm yang hati-hati dzlIl sempurna terhadap suatu masalah, 

sehingga diperoleh perneeahan yang tepat terhadap rnasalah tersebut. 

Definisi dari Hidway ini cocok untuk penelitian hukum 

sosiologis/empiris, yang hasiiya memang digunakan untuk memecahkan 

rnasalah h~kum."~  Pene!itian hukurn normatif sering disebut studi hukum 

dalam buku sedangkan penelitian hukum sosiologis disebut studi hukum 

dalam aksiltin-. Disebut demikian karena penelitian menyangkut 

'I6 Bambang Sunggono, Mztodologi Penelition Hukum, Cet.1 (~akaia : PT Raja Grafindo 
Penada, 2007) hal. 4142 

'I7 ibid. 
118 Johannes Siprapto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Cet 1 (Jakarta Penerbit 

Rinek Cipta, 2003) hal. 1. 
'I9 Ibid. 
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hubungan timbal balik antara hukurn dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi 

merupakan studi sosial yang non-dcrktrinal dan bersifat empiris, artinya 

berdasarkan data di laPangan.120 

Perbedaan penelitian hukum yang normatif dan sosiologis terletak 

pada pendekatannya atau desainnya. Penelitian hukurn yang normatif 

me~ekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis 

nonnatif-Witatif. Sebaliknya peneltian hukum yang sosiologis memberi 

arti penting pada langkah-lankah observasi dan analisis yang krsifat 

empiris-kditatif, maka sering disebut sociolegd r2search. 12' 

2. Sumber Bahan Hukum 

Bahan h&um yang digunakan ddam penelitian ini meliputi 

bahan hukurn primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.lu 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum ymg mengikat yang terdiri dari 

norrna atau kaidah dasar dan pcraturan perunhqg-mdangan. Bahan 

hukum primer (primary sources of authorities) dalam penelitian ini 

meliputi : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Yogyak- 

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

m Ibid., ha1 2. 
Ibid., hat 3. 

122 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum NonnatiJ Suatu Tinjauan 
Singkat, [PT. .Raja Grafindo Persada, 2003). hlm. 13. 
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Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 I'ahun 195 1 tentang Perubahan Undang-Undang Noinor 

15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah 

Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama 

Kulon Progo; 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

Undang-Uudang Nomor 1 Tahun 2i' 13 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro; 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dan 

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan; 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagahana telah diubah terakhir dengan Qndang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 



P e r a m  Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 8 Tahun 2009 

Tentang Pembahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 1 5 Tahun 2008 Tentang Kelurahan; 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 9 T&\m 2009 

Tentang Pembahan Atas Peratwan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nonor 16 Tahun 2008 Tentang Penibahan Status Desa Wates 

Menjadi Kelurahan Wates; 

Peratwan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nornor : 10 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Atas Peratwan Daerah Kabupaten Kulon Prago 

Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembectukan Organisasi Dan Tata 

Kerja Kelurahan Wates; 

Perahwan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2014 

Tentang Penyertaan Modal Dalarn Rangka Pendirian Perseroan 

Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wate 

Peratman Bupati Kulon Progo Nornor 19 Tahuu 2008 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Jajak Pendapat Dalam Rangka 

PerubWAlih Status Desa Menjadi Kelurahan; 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang 

Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan; 

Peratman Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2016 Tentang 

~udlifikasi Hasil Analisis Jabatan Pada Kelurahan Wates; 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates; 
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t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pemberian Insentif Bagi R h  Warga Dan Rukun 

Tetangga Di Kelurahan Wates; 

u. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 201 1 Tentang 

Perubahan Atas Peratman Bupati Kulon P r~go  Nomor 75 Tahun 

20 10 Tentang Pedoman Tsknis Pelaksanaan Administrasi 

Kelurahan; 

v. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 201 1 Tentang 

Pt:doman Pengelolam Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah 

Kepada Desa Can Dana Bantuan Sosial Kepada K e l d a n  Wates; 

w. Peraturan Bupati Kulon Progo Ncrnor 96 Tahun 201 1 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 

2010 Tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada 

Kelurahan; 

x. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2012 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 201 2 ; 

y. Pemturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Pada 

Kelurahan; 

z. P e r a m '  Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan; 



aa. 

bb. 

CC. 

dd. 

ee. 

hh. 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pemben- Pzriindungan Masyarakat pada Kelurahan; 

Peraturan Bupati Kulon Pmgo Nomor 44 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Pembentukan Karang Tanma Pada Kelutahan, 

P e r a m  Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2013 Tentang 

Penjabaran Peiibahan A n g g m  Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 20 1 3 Kelurahan Wates; 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian Honoriziurn Bagi Ketua R h  Warga Dan 

Ketua Rukun Tetangga Di Kelurahan U'ates; 

Peraturan Bupati Kulon Pmgo Nomor 48 Tahun 2014 Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014 Keldnan Wates 

Peratman Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2014 Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014 Kelurahan Wates; 

P e r a m  Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 20 1 5 Kelurahan Waies; 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 201 5 Tentang 

Tata Cam Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 

Desa Tahun Anggaran 201 5; 



ff. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retrib,rsi, dan 

Alokasi Dana Desa; 

. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 201 5 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, 

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Beianja Desa Dan 

Pertanggungjawaban Redisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Desa; 

kk. Keputusan Bupati Kdon Progo Nomor 305 Tahun 2014 ten4mg 

Besaran Honorarium Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketw Rukun 

Tetangga di Kelurahan Wates; 

11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 155/A,2015 Tentang 

Lokasi clan Alokasi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Restribusi, dan 

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20 1 5. 

mm. Berita Acara Serah Terima Nomor 14312 1 1 8 tanggal 0 1 Agustus 

201 1; 

nn. Perjanjian Nomor : 41IPERJlSEKDA/XII/2014 Nomor : 

34/RJ.KP/HKM/20 14 tanggal 29-12-201 4 tentang Sewa Tanah 

Milik Daerah Berupa Tanah Eks Tanah Kas Desa 'Wates. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penelitian ini me~ggunakan dua metode pengumpulan bahan 

hukurn untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pertama, studi literatur 

yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait desa baik secara 
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langsung maupun yang menyatu dengan peraturan perundang-undangan 

lain, buku-buku, penelitian, jurnal, serta sumber tulisan lainnya yang 

relevan. Pengumpulan bahan hukum di atas dilakukan dengan cara studi 

dokumen, yaitu mengkaji, menelaah clan memperlajari bahan-bahan 

hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Kedua, wawancara 

mendalam kepada nara sumber (pelaku kebijakan pen~bahan alis status 

Desa Wates menjadi Kelurahan Wates). Hal ini bertujuzln untuk 

mempertajam analisis pznelitian dan sebagai sarana melakukan konfirmasi 

terhadap permasalahan yang ada dalm penelitian. 

4. Metode Peadekatan 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni: 

pcrtama, pendekatan historis (hysterical approach), ha1 ini penting 

dilakukan untuk menelusuri latar belakang sejarah lahirnye desa dan arti 

penting kehadiran desa dalarn NKRI. Kedzra, pendekatan sosial (social- 

legal research) atau sering disebut sebagai penelitian sosial tentang 

hukum. Social-legal research seringkali disalahartikan sebagai penelitian 

hiihun. Hal itu disebabkan baik penelitian yang bersifat sosial-lcgal 

maupun penelitian hukurn mempunyai obyek yang sarna, yaitu hukum. 

Akan tetapi, penelitian yang bersifat sosio-legai hanya menempatkan 

hukurn sebagai gejala sosial. Dalam ha1 demikian, hukum dipandang dari 

segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalarn penelitian sosio-legal hukum 

selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian demikian merupakan 
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penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam 

kaitannya dengan hukum. Berdasarkaa ha1 tersebut, tidak dapat disangkal 

bahwa yang sering menjadi topik di dalam penelitian sosio-legal adalah 

masalah efektifitas aturan hukurn, kepatuhan terhadap aturan hukum, 

peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukurn, 

irnplementasi aturan hulrum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah 

sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap 

atma hukum. Dalam penelitian semacam ini hukum ditempatican sebagai 

variabel terikat dan faktor-faktor non hukum yang mempengm-hi h&um 

clipandmg sebagai variabel bebas. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Tentang sisternatisasi b&an hukurn yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sistematisasi ektemal seperti dikemukakan oleh Van 

Hoecke yalcni mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya 

ke dalam tatanan masyarakat (societal system) yang selalu berkembang, 

serta ke dalam pandangan hidup masyarakat. sistematisasi ini dapat 

menyebabkan interpretasi ulang pengertian-pengertian yang ada d m  

pembentukan konsep hukurn yang  bar^.'^^ Untuk melakukan sistematisasi 

tersebut, maka penelitian' menggunakan metode analisis bahan hukum 

kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh akan disajikan dan di olah 

secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

123 Ibid, hlm. 147. 



a. Bahan hukurn yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai 

dengan permasillahan dalam penelitian; 

b. Hasil Masifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; dan 

c. Bahan hukum yang disistematisasikan kemudian dianalisis untuk 

dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. 

Tujuan andisis di atas adalah untuk membuat deskripsi secara 

lengkap dan terperinci, sekaligus memberikan interpretasi teoritik. 



BAB I1 

ALIH STATUS DESA WATES MENJADI KELKRAHAN WATES 

DI KABUPATEN KULON PROGO 

A. Berdirinya Kelurahan Wates 

Wacana untuk membentuk Kelurahan Wates dimulai sejak tahun 2005 

yang didahului dengan penelitian dan pengkajian alih status dessl menjadi 

kelurahan di Kabupzten Kulon Progo yang dilaksanakan atas kerja sama 

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta dengan 

Bagiar, Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kuion Progo. 

Pada awalnya ada 25 (dua puluh lima) desa ymg diteliti dan dikaji 

untuk dirubah statusnya menjadi Kelurahan, dari 25 desa tersebut ada 3 desa 

yang dimungkinkan dirubah statusnya menjadi kelurahan dilihat dari 

persyaratan-persyaratan yaitu desa Giripeni, Margosari d m  Wates. Dari 3 

Desa krsebut terpilihlah Desa Wates yang paling memenuhi persyaratan baik 

dilihat dari lokasi, luas wilayah, jumlah penduduk dan potensi yang dimiliki 

telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah ~elurahan.'" 

K2mudia.n pada tahun 2008 tertunuskanlah kebijakan tentang 

Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status 

Desa Wates menjadi Kelurahan yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 yang mengamanatkan 

pelaksanaannya paling lambat tanggal 4 Desember 2010. 

'" Data Alih Status Desa Wates pada Bagian Administmi Pemerintahan Umum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Kulon Progo. 
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Untuk melaksanakan amanat Perda tersebut Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo membentuk 7'Lx Penyelesaian Perubahan Status Desa Wates 

menjadi Kelurahan Wates dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 

3 50 Tahun 20 10, yang terdiri : 

1. Tim Inventarisasi Aset; 

2. Tim Kelembagaan, 

3. 'Tim Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa Lainnya dan anggota 

BPD Wates serta Pengisian Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsiond 

Umum Kelurahan Wates; 

4. Tim Pemberian Penghargaan kepda Kepala Desa, Perangkat Desa 

Lainnya dan anggota BPD Wates; dan 

5. Tim Pendampingan Kelurahan Wates 

Masing-masing Tim yang tergabung dalarn Tim Penyelestiian 

Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates bekerja bersarna- 

sama sesuai ketugasan di masing-masing Tim, sehingga pada tanggal 

1 Desember 2010 terlaksanalah Peresmian Perubahan status Desa Wates 

menjadi Kelurahan Wates oleh Bupati Kulon Progo, yang menjadi sejarah 

berdirinya Kel& Wates. 

B. Visi Misi Kelurahan Wates 

Visi : 

"Terwujudnya Kelurahan Wates yang unggul dalarn pelayanan, pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang arnan sejahtera 

berdasarkan iman dan taqwa7' 
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Misi : 

Adapun misi yang diusung untuk mewujudkan visi tersebut &ah : 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat; 

2. Meningkatkan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangurian; 

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan 

4. Meningkah  ketentraman dm ketertiban masyaraLat. 

C. Keadaan Geografm 

Kelurahan Wates IEerupakan satu-satunya K e l d a n  yang ada di 

Kabupaten Kulon Progo yang berdiri sejak tanggal 1 Desember 201 0 terletak 

di F'usat Pe~~erintahan Kabupaten W o n  Progo. Batas Kelurahan Wates di 

sebelah timur yaitu Desa Margosari, di sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Triharj<i, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pengasih dan di sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Giripeni. 

Luas wilayah Kelurahan Wates 428.2422 Ha dengan ketinggian tanah 

dari permukaan laut + 18 M mempunyai curah hujan 2.700 - 3.200 rnm/tahun, 

top@ wilayah termasuk dataran refidah dengan suhu udara rata-rata 29" - 

31°C. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 5 Km, jarak dari Pusat 

Pemerintahan Kabupaten 0 Km, sedang jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta 35 krn dan jarak dari Pusat Pemerintahan fiukota 

Negara 535 Krn. 

Dari data monograft semester 1 tahun 2010 luas lahan yang ada di 

Kelura!! Wates, penggunaan atau pemanfaatan masih didominasi untuk 
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sektor permukiman dan perurnahan, dengan peuggunaan lahan seperti terlihat 

pada tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 

D. Keadaan Demografu 

Penggunaan Lahan di Kelurahan Wates 

Jumlah penduduk Kelurahan Wates pada semester I tahun 2010 

1 1. 

sebanyak 16.217 orang terdiri dari laki - laki sebanyak 8.071 orang clan 

perempuan sebanyak 8.146 orang. Namun pada tahun 2011 mengalami 

Sumbec Data Monografi Keluraharz Wates Tahun 201 0 

Lain-lain 
Jumlah 

penurunan yang signifikan, ha1 ini dikarenakan pada alchir tahun 2010 (bulan 

Desember 2010 - Januari 201 1) diselenggarakan validasi data penduduk 

menghadapi Pernilukada 201 1, validasi data meliputi KTP ganda clan KTP 

8.4936 
428.2422 

Penduduk yang sudah meninggal namun belurn dicabut data 

1,98 
100,OO 

kependudukannya Sehingga jumlah penduduk Kelurahan Wats s.d bulan 
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Januari 2012 sebanyak 15.504 orang terdiri laki-laki sebanyak 7.827 orang dan 

perempuan sebanyd 7.673 omg. Meliiat data tersebut jumlah penduduk 

Kelurahan Wates dari Tahun 2010 s.d bulan Januari 2012 mengalami 

penurunan sekitar 0,0096 %. 

Jumlah penduduk paling banyak berpendidikan SMA sebanyak 8.136 

orang, disusul SMP sebanyak 5.370 orang, Sarjana sebanyak 1.291 orang, 

kemudian SD sebanyak 1.102 orang dan berpendidikan Diploma 3 16 orang. 

Selengkapnya data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat di lihat 

dalam tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.2 
Data Pendudu!! Kelurahan Waies m e r a t  Tingkat Pendidikan 

Tahun 20 1 0 

No. 

Keadaan penduduk menurut berdasarkan agama yang dianut di 

5. 

Kelurahan Wates pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang 

Tingkat Pendidikan 

didorninasi oleh penduduk yang beragama islam sekitar 92, 6 %, sedang 

Jumlah (jiwa) 

Sumber: Dana Monografi Kelurahan Wates Tahun 20 10. 

A 

SarjanaIS 1 -S3 
Jumlah 

penduduk yang beragama katolik dan kristen masing-masing sekitar 3,6 %, 

1.291 
16.217 

budha 0,l %, hindu 0.02 % dan penghyat kepercayaan 0,03 % dari 

keseluruhan jumlah penduduk. Data penduduk menurut agama yang dianut 

sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 2.3 
Data Penduduk Kelwahan Wates menurut agama ysurg dianut 

Tahun 20 10 

1 I Agama 1 ~ d a h  (jiwa) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

I J d a h  I 16.217 ( 

Islam 
Kristen 

6. 

I I I 

Sumber : Data Monografi Ke lur~hn  Wates Tahun 2010 

15.021 
578 

Katolik 
Hindu 
Budha 
Penganut/penghayat Ke2ercayaan 
Terhrrdap Tuhan Yang Maha Esa 

Untuk tiga besar jsnis pekerjaan penduduk adalah bidang jasa sebesar 

590 
4 

18 

4.375 orang (36,32 %), Wiraswasta sebesar 3.465 orang (28,76 %), FFJS 

sejumlah 1.125 orang ( 9,34 %). Secara lengkap jenis pekerjaan penduduk 

Kelwahan Wates dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut. 

Tabel 2.4 
Data Penduduk Kelurahan Wates 

Menurut Mata Pencaharizln 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Wates Tahun 2010 



E. Kondisi Ekonomi 

Guna mendukung perekonornian di Kelurahan Wates, di samping 

keberadaan LKM Binangun Wates dan Eks Tanah Kas Desa Wates juga 

keberadaan koperasi-koperasi yang ikut mendukung perekonomian, jurnlah 

koperasi yang ada di Kelurahan Wates sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2.5 

Jumlah Koperasi di Kelurahan Wates 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Wates Tahun 201 0 

Keterangan 

F. Sarana Prasarana Fisik Pemerintahan 

Sama prasarana fisik sebagai penunjang penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahm Wates dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

terbagi dalam sarana prasarana keagamaan, kesehatan, pendidikan, olahraga, 

kesenianlkebudayaan, sosial, perhubungan, komcnikasi, dan transportasi. 

Sarana peribadatan terdiri dari Masjid 21 buah, Musholla 31 buah, 

dan Gereja 2 buah. Sarana Kesehatan meliputi RSUD 1 buah, RS swasta 3 

buah, Sanatorium 1 buah, Poliklinik Balai Pelayanan Masyarakat 1 buah, 

1. 

2. 

3. 

4. 

Laboratorium 1 buah, ApotekIDepot Obat 7 buah. Untuk sarana pendidikan 
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Kopemi Simpan Pinjail 

Badan-badan kredit 

Kredit Candak Kulak 

Usaha-Usaha Ekonomi 

Jumlah 

7 buah 

5 buah 

2 buah 

2 buah 

16 buah 

P 



terbagi dalam dua kelolmpok yakni sarana pendidikan umum dm sarana 

pendidikan khusus, selengkapnya dalam tabel berikut : 

Tabel 2.6 
Jumlah Sarana P e n d i d i i  Umum 

di Kelurahan Wates 

No 

I I 

Sumber : Data Monogrcfl Kelurahan Wates Tahun 201 0 

3. 
4. 
5.  

Tabel 2.7 
Jumlah Sarana Pendidikan Khusus 

Di Kelurahan Wates 

Jeris pendidikan 

Sekolah Dr;sar 
SMTP 
SMTA 

Sekolah 

i l Jenis Pendidikan 

Negeri 

9 
3 
2 

Jumlah 

1. 
2. 
3. 

Swasta 

5 
3 
9 

Pondok Pesantren 
Madrasah 
Sekolah Luar Biasa 

1 
1 
2 
2 
1 

4. 
5. 
6. 
7. 

I 8. 
9. 
10. 

Sarana olahraga di Kelurahan Nrates disediakan sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat agar senantiasa menjaga perilaku hidup sehat, 

3 
2 
- 

' Balai Latihau Kerja (BLK) 
Kursus Bengkel MobiVMotor 
Kursus Radio 
Kursw Menjahit 
Kursus Salon Kecanfhn 

1 Jumlah 

sama tersebut terdiri dari lapangan sepak bola 2 buah, lapangan basket 11 
92 

Kursus Stir Mobil 
Lain-lain 

16 

2 
3 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Wates Tahun 201 0 



buah, lapangan voli 17 buah, lapangan bulu tangkis 26 buah, lapangan tenis 3 

buah, lapangan sepak talcrow 11 buah, lapangan futsal 2 buah dan 

fistnes/sanggar senam 5 buah serta sarana panjat tebing 1 buah. Sedang untuk 

sarana keseniankebudayaan meliputi sarana Krida 1 buah, Gelanggang remaja 

1 buah dan Gedung Kesenian 1 buah. Di Kelurahan Wates juga tersedia sarana 

kegiatan sosial berupa Panti Asuhan 2 buah dan panti Pijat Tuna Netra 2 buah. 

Ketersediaan sarana prasarana jalan sebagai sarana perhubungan meliputi 

jalan dusun/lin&wgan sepanjang 15 km, jalan desa 4 km, jalan ekonomi 

lkm, jalan protokol 2 km, jalm Mupaten 3 km dan jalan provinsi 2 km. 

S m a  perhubungan Yang lain tadiri dari jembab 5 buah, stasiun Kereta kpi 

! buah clan terminal bus 1 buah.12' 

G. Perubahan Yang Terjsrdi Akibat Alih Status Desa Wates Menjadi 

Kelurahan 

1. Perubahan Penydenggaraan Peme~tahan 

Pemerintah Kelurahan Wates dibentuk karena adanya perubahan 

status dari desa menjadi kelurahan. Perubahan ini &ti perubahan di 

biciang kevrrenangan, kelembagaan, personil, keuangan dan kekayaan, dm 

sarana. serta pmarma pemerintahau. Perubahan di bidang kewenangan 

ditandai dengan perubahan kewenangan desa menjadi kewenangan 

wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di wilayah kecamatan yang 

didasarkan atas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati 

-- - - 
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kepada Lurah. Perubahan di bidang kelernbagaan ditandai dengan 

perubahan Susunan Organisasi dan Tata Ke rja (SOTK) Pcmerintahan Desa 

menjdi SOTK Kelurahan. Perubahan di bidang personil, Kepala Desa dan 

Perangkat Desa serta Badan Perwakilan Desa (BPD) diberhentikan dengan 

hormat dan diberi penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah 

kemudian digmti dengan Lurah dan perangkt kelurahan yang diisi dari 

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang tersedia di daerah, diutamakan 

penduduk yang berdomisili di kelurahan y a g  bersangkutan atau PNSD 

yang bersedia bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan zitas usul 

carnat. Kemudian perubahan di bidang keuangan dan kekayaan, bahwa 

seluruh kekayaan dan sumber pendapatan diserahkan kepada Pemerintah 

Daerah yang dapat dikelola dengan memperhatikan kepentingan kelurahan 

yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat, khusus 

keberadaan Tanah Kas Desa (TKDj diserahkan ke Pemerinkh Provinsi 

Daerah Istirnewa Yogyakarta (DIY), kcmudian dimintalcan 

pengelolaannya dengan izin Gubemur. Sedang perubahan di bidang s x m  

prasarana, bahwa seluruh sarana prasarana pmerintahan menjadi milik 

pemerintah daerah yang dapat dikelola kelurahan dengan memperhatikan 

kepentingan pemerintah daerah dan masyamkat ~e t em~a t . . ' ~~  

a. Perubahan di bidang Kewenangan 

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 16 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kewenangan Desa 

Ibid. ' 
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Wates sebagai suatu kesatuaa masyarakat hukurn yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat diubah menjadi 

kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah, 

kewenangan tersebut didasarkan atas pelimpahan sebagian urusan 

Bupati kepada L~ra.1~. 

Terkait bunyi pasal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo tela!! menerbitkan Perahran ~ u ~ a t i  Kulon Progo Nomor 48 

Tahun 2010 tenmg Pelimpahan Sebagian 'Jrusm Pemerin- dari 

Bupati Kepada L r 4 h  yang dirubah dengan Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 1 6 Tahun 20 1 1. 

Menurut Yasal 2 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 

Tahun 2010, maksud pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari 

Bupati kepada Lurah adalah dalam rangka optimalisasi potensi 

apmtur Kelurahan melalui pemberian kewenangan yang lebih konkrit 

sehingga dapat . membantu Bupati dalam mengkoordinasikan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

masyarakat di wilayah Kelurahan. Pelimpahan dimaksud Gzngm 

tujuan untuk :I2' 

1) Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan 

efisien. 

127 Peraturan Bupati Kulon Progo Nornor 48 Tahun 2010 tentang Pelirnpahan Sebagian 
Urusan Pernerintahan dari Bupati Kepada Lurah yang dirubah dengan Peraturan Bupati Kulon 
Progo Nomor 16 Tahun 2011, Pasal3. 
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2) Mendeka tkan pela yanan kepada mas yarakat . 

3) Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kelwahan. 

4) Memperjelas dan mempertegas posisi kelurahan dalam 

menjalankan h g s i  dan tugasnya. 

Urusan Pemerintahan yang dilirnpdhn meliputi urusan wajib dan 

pilihan, dengan rincian sebagai berikut 

1) Urusan Wajib 

a) Urusan Bidang Pendidikan : 

Pengembangan dan peningkatan pendidikan ~asyarakat di 

wilayah kelurahan, 

= Fasilitasi penyelenggm Pendidikan Anak Usia Dini; 

Fasilitasi kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di 

wilayah kelurahan; dan 

Pemantauan J a m  Belajar Masyarakat. 

b) Urusan Bidang Kesehatan : 

Fasilitasi dan koordinasi penyuluhan kesehatan masyarakat 

di wilayah kelurahan; 

= Fasilitasi d m  koordinasi Peningkatm kesehatan masyarakat 

di wilayah kelurahan; 

Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan dan 

pemberantasan penyakit di wilayah kelurahan; 

-- - 

u8 Ibid., Pasal4. 
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Fasilitasi dan kordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat di 

wilayah kelurahan; 

Pemantauan praktek pengobatan tradisional di wilayah 

kelurahan, dan 

Pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

c) Uruwn Bidang Linglcungan Hidup: 

Pemantauan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan 

lingkungan hidup; 

Pemantauan sumberdaya dam; dan 

Pemantauan k d a n  dan pencemaran lingkungan hidup 

serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

d) Urusan Bidang Peke jaan Umum : 

Pemberian rekomendasi penyelenggaraan Izin Mendirikan 

Bangunan di wilayah kelurahan; 

Pemantauan dan pengawasan pengangkutan sampah ke TPS 

Sementara di wilayah kelurahan, dan 

Fasilitasi dan koordinasi peningkatan clan pemeliharaan 

sarana prasarana pelayanan umum di wilayd~ kelurahan. 

e) Urusan Bidang Penataan Ruang : 

Pemantauan penggunaan tata ruang. 

f )  Urusan Bidang Perencanaan : 

Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di 

wilayah kelurahan; 



g) Urusan Bidang Perurnahan : 

Koordhasi kegiatan bidang perumahan; 

h) Urusan Bidang Pemuda dan Olahraga : 

Fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan 

pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan di 

wilayah kelurahaii; dan 

Fasilitasi dan koordinasi pembinaan kegiatan bidang 

keolahragaan di wilayah kelurahan. 

i) Urusan Bidang Penanaman Modal : 

= Koordinasi urusan bidang penanaman niodal di wilayah 

kelurahan; 

j) Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : 

= Fasilitasi daxi koordinasi pengawasan dan pembinarin 

koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah 

kelurahan, 

Fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran clan h g s i  

koperasi di wilayah kelurahan; dan 

Penanganan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Binangun 

sesuai peratwan perundangan yarig berlaku. 

k) Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil : 

= Penerbitan dokumen Kartu Keluarga daxi Kartu Tanda 

Penduduk di wilayah kellarahan, 



Menerbitkan surat pindahldatang mtar kelurahan.desa 

ddam satu kecamatan 

Pernberian rekomendasi Kartu Identitas Penduduk 

Musiman di wilayah kelurahan 

Pemberian rekomendasi swat izin datangkelw antar 

kecamatan dan antar daerah 

Legalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kelwga di 

wilayah kelurahan 

Penerbitan Surat Ketermgan Kelahiran dan Kernatian di 

wilayah kelurahan; 

Penerbitan surat-surat kelengkapm pemikahan di wilayah 

kelurahan; 

Pemkrian rekomendasi permohonan dispensasi pernikahan 

dan swat kelengkapan perceraian di wilayah kelumhan; 

Pemberian rekomendasi permohonan Surat Ketermgan 

Kependudukan di wilayah kelurahan; 

Pengelolaan data penduduk di wilayah kelurahan; clan 

Pernberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan 

Permohonan Akta Catatan Sipil di wilayah kelurahan. 

1) Urusan Bidang Ketenagake jaan : 

Inventarisasi dan informasi data tenaga kerja; dan 

Informasi lowongan ke rja. 

m) ,Umsan Bidang Ketahanan Pangan; 



8 Monitoring dan evaluasi ketahanan pangan; d m  

Koordinasi masalah ketahanan pangan. 

n) Urusan Bidang Peniberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 

Fasilitasi sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan 

kesejahteraau dan perlindungan anak; 

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang kesejahteraan, 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan di wilayah 

kelurahan; dan 

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Pengarusutamaan 

Gender (PUG). 

o) Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

(KB d m  KS): 

F,asilitasi pengembangan program KB dan KS di wilayah 
i 

kelurahan; &in 

Fasilitasi dan koordinasi peran serta masyarakat dalarn 

bidang KB dan KS. 

p) Urusan Bidang Perhubungan : 

Pemantauan dan pengawasan rambu lalu lintas, marka 

jalan, serta pelaporan keadaan di wilayah kelurahan; 

Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin 

penutupan jalan tertentu di wilayah kelurahan; 



Pemantauan dan pengawasan terhadap ketentuan jalur lalu 

lintas di wilayah kelurahan; dan 

8 Pemberian rekomendasi terhadap permohonan 

penyelenggaraan parkir tidak tetap di wilayah kelurahan. 

q) Uman Bidang Komunikasi clan Informatika : 

8 Koord i i i  kegiatan bidang komunikasi &in informatika. 

r) Urusan Bidang Pertanahan : 

8 Inventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan; dan 

Legalisasi surat-surat yang berkaitan dengan pewarisan dau 

atac surat pernyataan pemiiikan hak atas tanah di wilayah 

kelurahan. 

s) Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : 

Fasilitasi dam k o o r d i i i  pembiiaan dan pengawasan 

terhadap organisasi sosid politik di wilayah kelurahan; 

.--&itasi dan koordinasi pembinaan clan pengawasan 

kesatuan dan persatuan bangsa di wilayah kelurahan; 

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pernilihan 

Koordinasi penanggulangan bencana di wilayah kelurahan; 

Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Linrnas di wilayah 

kelurahan, clan 

Pelaksanaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat di wilayah kelurahan. 



t) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah. Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian : 

Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan ; 

Pemberdayaan lembaga Rukun Tetangga dan Rukun 

Warga di wilayah k e l u r k ,  

Pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kualitas 

aparatur di lingkungan kelurahan; 

Optimalisasi pemlmgutm Pajak Bumi dan Bangunan di 

wilayah kelurahan, 

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah 

kelurahan; 

Fasilitasi chn koordinasi kegiatan bidzing hukum d m  

perundang-undangan & wilayah kelurahan; 

Fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum 

di wilayah kelurahan, 

Pembinaan clan pengawasan terhadap pegawai di 

lingkungan kelurahan, dan 

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi 

kepegawaian. 

u) Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : 

Fasilitasi dan koordinasi urusan bidang pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kelurahan. 



v) Urusan Bidang Sosial : 

Fasilitasi dan koordinasi kegiatan psnanganaii terhadap 

penyandang permasalahan sosial kemasyarakatan di 

-wilayah kelurahan; dan 

Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan lanjut usia. 

w) Urusan Bidang Kebudayaan : 

= Fasiiitasi dm koordinasi pembinaan, pengawasan clan 

pengembangan kebudayaan di wilayah kelurahan; 

x) Urusan Bidang Statistik : 

Inventarisasi, pengolahan serta informasi data stsrtistik 

kelurahan. 

y) Umsan Bidang Kearsipan : 

= Pelaksanaan kegiatan pengelolaan c h  pelayman kearsipan. 

z) Urusan Bidang Perpustakaan : 

Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan kelurahan dan 

masyarakat; dan 

= Pembinaan peningkatan minat baa. 

2) Urusan P i l i  

a) Urusan Bidang Kelautan dan Perilcanan : 

= Fasilitasi dan koordinasi kegiatan di bidang kelautan dan 

perikanan; 

b) Urusan Bidang Pertanian : 



= Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pertanian dan 

peternakan; dan 

Pembinaan peningkatan defersifikasi pertanian. 

c) Urusan Bidang Kehutanan : 

= Fasilitasi dan koordinasi pernbangunan, pengelolaan, 

pemelihamm, yemanfaatan, perlindungan dan pengamanan 

hutan kota. 

d) Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : 

Fasilitasi d m  ko~rdinasi kegiatan bidaEg Energi dan 

Sumber Daya h%neral (ESDM) 

e) Urusan Bidang Kepatiwisataan : 

= Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kepariwisataan di 

wilayah kelurahan; dan 

= Fasilitasi dan koordiinasi kegiatan kepariwisataan di 

d a y &  kelurahan 

f) Urusan Bidang Perindustrian : 

Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan perinduqtrian di 

wilayah kelurahan 

g) Urusan Bidang Perdagangan : 

Fasilitasi dan koordiiasi kegiatan bidang perdagangan; dan 

Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan 

perdagangan di wilayah kelurahan. 

h) Urusan Bidang Ketransmigrasian : 
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Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang ketransmigrasian. 

b. Perubahan di bidang Kelembagaan 

Dengan berubahnya status Desa Wates menjadi Kelurahan 

Wates, maka Kelurahan Wates menjadi salah satu dari Lembaga 

Perangkat Daerah. Pemkntukan Organisasi dan Tata Ke jr Kelurahan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang 

Kelurahan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan dalam tangka 

mmfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya 

pemberdayaan perangkat daerah otonom, sehinggz?, daerah clapat lebih 

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Terkait ha1 tersebut Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 

17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Kelurahan Wates, sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008, bahwa susunan 

organisasi dan tata kerja Kelurahan Wates ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah tersendiri. 

Di dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 

2008, disebutkan bahwa susunan organisasi kelurahan terdiri dari : 



2) Perangkat Kelurahan yang terdiri dari : 

a) Sekretariat 

b) Seksi Pemerintahan 

C) Seksi Perekonomian dan Pembangunan 

d) Seksi Kesejahteraan Rakyat 

e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

f) Kelompok Jabatan Fungsional 

S'Juktur Organisasi Kelurahan Wates sesuai Perda Kabupaten Kulon 

Progo Nomor 17 T&u~  2008 tentang SOTK Kelurahan Wates dapat 

dilihat pada bagan 2.1 b e r h t  ini : 

Bagan 2.1 
Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Wates 

LURAH 
> 

SEKRETAFWIT 

SEKSI 
PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

KELOhrlPOK 
JABATAN FUNGSIONAL 

TERTENTU 

SEKSI 
KESEJ- 

RAKYAT 

SEKSI 
PEh4ERINTAHA.N 

SEKSI 
PEREKONOMIAN 

DAN 
PEMBANGUNAN 



Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates sesuai Lampiran 
Perda Kab. KP Nomor 17 Tahun 2008. 

Sebagai tindaic lanjut dari Perda Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 17 Tahun 2008 Pasal6 ayat (3), Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo merAerbitkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 

2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada 

Kelurahan, yang didalarnnya mengatur tentang uns-ur organisasi, 

susunan organisasi, kedudukan, tugas, fimgsi dan uraian tugas masing- 

masing unsur di Kelurahan Wates. Unsur organisasi kelurahm terdiri 

dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksma, 

kemudian kedudukan, tugas pokok dan uraim tugas Kelur- Wcites 

adalah sebagai berikut : 

1) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Camat 

Lurah mempunyai tugas : 

a) Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan 

b) Menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan 

c) Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan m a t  

d) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

e) Memberikan pelayanan masyarakat 

f) Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum 

g) Melaksanakan prasarana dan fasilitas pelayanm umum 

h) Menginventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan 



i) Melaksanakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 

Kelumhan 

j) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan 

k) Melaksanakan adrniniatrasi pelayanan dibidang pertanahan 

meliputi : 

8 Menerbitkan kutipan Letter C 

Menerbitkan surat keterangan kepemilikan tanah 

Mengetahui surat pernyataan pewarisan danlatau swat 

pernyataan pemilikan hak atas tanah 

Melegalisir surat-swat yang berkaitan dengan proses 

pedihan hak atas tmah 

Memelihara warkah pertanahan 

2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Lurah yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Lurah 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan m a n  nunah 

tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, keuangan serta 

kepegawaian. 

Uraian tugas Sekretariat adalah sebagai berikut : 

a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teIn;is, 

pedoman dan petunjuk p e l h a a n  serta bahan-bahan lainnya 

yang berkaitan dengan ketatausahaan dan kerumahtanggw. 

b) Menyusun program ke j a  sekretariat 



c) Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi : 

mempersiapkan rapat, menerima tarnu, pelayanan telepon, 

kebersihan dan kearnanan serta kegiatan lain yang berkaitan 

dengan urusan rumah tangga. 

d) Melaksanakan pengelolaan perlefigkapan dan peralatan yang 

meliputi : 

Menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan 

dan pengurusan barang hventaris. 

Melaksanakan perencanaan, pengadaz.3 perneliharaan daii 

usill penghapusan sarana dan prasxrrna diias. 

Menyusun laporan pengelolaan barang 

e) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi : 

Kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 

penyajian data, dokumentasi dan informasi 

Melaksanakan administrasi dan menyiapkan m a  

perjalanan dinas 

f) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 

memproses Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) 

g) Melaksanakan pembukuan penerirnaan dan pengeluaran gaji 

pegawai 

h) Mengkoordinasikan satuan pemegang kas dalam mengelola 

administrasi keuangan yang meliputi : 



Memproses Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat 

Perintah Membayar Uang (SPRIZJ) 

Menyelenggarakan pengelolaan kas kelurahan 

Melaksanakan verifikasi SPJ pengguna anggaran 

Melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji 

pegawai 

Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kelurahan 

Menymun perencanaan pendapatan dan belanja kelurahan 

Meiaksanakan pembukuan penerirnaan setoran pendapatan 

Mel&anakan perhitungan realisasi anggaran 

Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan 

i) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang 

meliputi : 

hlelaksanakan pengelolaan presensi pegawai 

Pembuatan dafk nominatif pegawai, file kepegawaian, 

D a k  Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan @P3), D a k  Urut 

Kepangkatan @UK), buku-buku penjagaan seperti 

kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu 

hukuman disiplin dan lain-lain. 

Menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) menjadi PNS, kenaikan pangkat, penempatan 



dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugaslpensiun, perubahan 

gaji, hukuman disiplii tingkat ringan 

Memproses cuti tahma, cuti bersalin, cuti hamil, cuti 

alasan penting, cuti diluar tanggungan negara dan cuti sakit 

bagi Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan. 

Menyiapkm batlan pembinaan disiplin pegawai 

Memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala 

PNS di Kclwahan 

Menyiapkan bahan penjatuha hukuman disiplin PNS di 

Kelurahan 

Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteman pegawai yang 

meliputi pemberian tanda jasa, Tabungan Asuransi Pensiun 

(Taspen), A s m s i  Kesehatan (Askes) dan Tabungan 

Perurnahan (Taperum), permintaan Kartu Pegawai 

(Karpeg), k a i i  istdsuami serta hal-ha1 lain yang 

berhubungan dengan kesejahtera kepegawaian. 

Mengusulkcan ijin belajar, tugas belajar, pendidikan, latihan 

dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan 

profesionalisme pegawai. 

Mengusulkan dan menyelenggarakan kursus-kursus 

pegawai kelurahan. 

Mengusulkan rencana kebutuhan pegawai 

Menyiapkan bahan pembinaan pegawai 
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Menyiapkan Surat Perintah Dinas 

Menyiapkan bahan, menyeleaggarakan penilaian dan 

memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional 

terteniu. 

j) Melaksazan fungsi kehumasan Kelurahan 

k) Menyusun lapcran pelaksanaan tugas Sekretarizlt 

3) Seksi-seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Lurah. 

Seksi Pemerin- mempunyai tugas menyelenggaraka: 

memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pemerintahan mum, 

administrasi kependudukan, pertanahan dan melaksanakan 

kegiatan dibidang pemerintahan lainnya. 

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan : 

a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-b&an lainnya 

yang berkaitan dengan pemerintahan 

b) Menyusun program kerja seksi 

c) Melaksanakan pernberdayaan lembaga Rukun Tetangga (RT) 

dan Rukun Warga (RW) di wilayah kelurahan 

d) Memf'asilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum dan 

perundang-undangan di wilayah kelurahan 

e) Memfasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan huku. 

di wilayah kelurahan 



f) Memproses rekomendasi permohonan, pendafiaran Kartu 

Keluarga (KK) dan Kartu Tan& Penduduk (KTP), permohonan 

pendaftaran perpindahanlkedatangan ddatau  Kartu Identitas 

Penduduk Musirnan di wilayah kelurahan 

g) Memproses Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan 

Kematian, dan surat-swat kelengkapan pernikahan di wilayah 

kelurahan. 

h) Memproses rekomendasi permohonan dispensasi pernikahan 

dan surat-swat kelengkap= perceraian, pemlohcnan surat 

keterangan kependudukan, permohomn surat keterangan 

permohonan &a catatan sipil di wilayah kelurahan 

i) Melaksanakan pengelolaan data penduduk di wilayah 

kelurahan 

j) Memfasilitasi inventarisasi data pertanahan di wilayah 

kelurahan 

k) Mernfasilitasi legalisasi surat-surat yang berkaitan dengan 

pewarisan dan/atau surat pernyataan pemilikan hak atas tanah 

1) Memfasilitasi dan koordinasi pembinaan dm pengawasan 

terhadap organisasi sosial politik di wilayah kelurahan; 

m) Memfasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan 

kesatuan dan persatuan bangsa di wilayah kelurahan; 

n) Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan 



o) Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana; 

p) Memfasilitasi dan koord i i i  pemberdayaan perlindungan 

masyarakat di wilayah kelurahan; 

q) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat; 

r) Melaksanakan icvenkrisasi, pengolahan, dan informasi data 

stastitik kelurahan, dan 

s) Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. 

Ssksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas 

mefiyelenggarakan, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas 

pembinaan pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan 

kelautan, perekonomian dan lingkungan hidup. 

Uraian tugas seksi perekonomian dan pembangunan: 

a) Melnpelajari peraturan perundang-undangan, kebijalcan teknis, 

pedornan dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan l h y a  

yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan; 

b) Menyusun program kerja seksi; 

c) Memfasilitasi dan koordiinasi perencanaan pembangunan di 

wilayah kelwahan; 

d) Memfasilitasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

pernungutan PBB diwilayah kelurahan; 

e) Memproses rekomendasi penyelenggaraan izin mendirikan 

bangunan di wilayah kelurahan; 
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fj Melaksanakan pernantauan dan pengawasan pcngangkutau 

smpah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara di 

wilayah kelurahan; 

g) Memfasilitasi dan koordinasi peningkatau dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kelurahan; 

h) ivlelaksanaka pemantaw terhadap penggunaan tata ruang; 

i) Mengkoordinasikan kegiatan bidang p m a h a n ,  

j) ?demproses rekomendasi terhzdap permohonan izin penutupan 

jalan tertentu h permohonan penyelenggaraan parkir tidak 

tetap di wilayah kelurahq 

k) Melaksanakan koordinasi kegiatan b i h g  komunikasi clan 

informath 

1) Melhakan monitoring dan evaluasi ketahanan pangan 

m) Mdasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pertanian dan 

petenakan 

n) Memfasilitasi p e m b k  kegiatan pemberdayaan pertanian dan 

peternakan 

0) Memfasilitasi dan koordinasi pengembangan kepariwisataan di 

wilayah kelurahiu? 

p) Memfasilitasi dan koordinasi kegiatan kepariwisataan di 

wilayah kelurahan 

q) Memfasilitasi pembinaan terhadap kegiatan yerindustrian di 

wilayah kelurahan 



r) Memfasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang perdagangan 

s) Memfasilitasi p e m b h  dm pefigawasan terhadap kegiatan 

perdagangan di wilayah kelurahan 

) Memfasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang ketransrnigrasian 

u) Melaksamkan koordinasi urusan bidang penanaman modal di 

G-layah kelurahan 

v) Memfasilitzsi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan 

Koperasi dan Usaha Kecil Mikro di wilayah kelurahan 

w) Mcmfksilitasi dan koordinasi peningkatan perm d m  h g s i  

koperasi di wilayah kelurahan 

x) Penanganan i e r h d p  Lembaga Keuangan Mikro Binangun 

sesuai ketentuanfperaturan perundang-undangan 

y) Melaksanakan pemantauan sumber daya dam 

z) Melaksanakan pemantauan kcrusakan dan pencemaran 

lingkungan hidup serta pelestarian h g s i  lingkungan hidup 

aa) Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. 

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

menyelenggarakan, memf;itsili'ti dan melaksanakau pembinaan 

bidang pendidikan, kesehatan, kelwga berenzana, 

ketenagakerjaan, sosial dan budaya. 

Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut : 



a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman clan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya 

yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat 

b) Menyusun program kerja seksi 

c) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pendidikan 

masyarakat di wilayah kelurahan 

d) Memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan ,4nak Usia Dini 

e) Memfasilitasi kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di 

wilayah Kelurahan 

f) Melaksanakan pemantauan jan belajar masyarakat 

g) Melaksanakan pembinaan perpustakaan kelurahan dan 

masyarakat serta peningkatan minat baca 

h) Memfasilitasi clan koordinasi penyuluhan kesehatan 

masy&t dan peningkatan kesehatan masyankat di wilayah 

kelwahan 

i) Memfasilitasi dan koordinasi penanggulangan dan 

pemberantasan penyakit wilayah kelurahan 

j) Memfasilitasi dan koordinasi Jaminan Kesehatan Masyarakat 

wilayah kelurahan 

k) Melaksanakan pemantauan praktek pengobatan tradisional 

wilayah kelurahan 

1) Melaksanakan pemasyarakatan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) 



m) Memfasilitasi program Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga 

Sejahtera (KS) 

n) Memfasilitasi dan koordinasi peran serta masyarakat da lm 

bidang KB dan KS 

o) Melaksanakan inventarisasi data tenaga kerja dan infonnasi 

lowongan kerja 

p) Memfasilitasi dan koordinasi kegiatan penanganan terhadap 

penyandang pernasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah 

kelurahan 

q) Memfasilitasi dan koordinasi pemberdayaan penduduk lanjct 

usia 

r) Memfasilitasi dm koordinasi pembinaan, pengawasan dan 

pengembangan kebudayaan di wilayah kelurahan 

s) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebi. 

Seksi Pemberdayaan M a s y d a t  mempunyai tugas 

menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan 

bidang pemberdayaan masyarakat. 

Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masywakat adalah sebagai 

berikut : 

a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya 

yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat 

b) Menyusun program kerja seksi 
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c) Memfasilitasi dan koordinasi urusan bidang pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kelurahan 

d) Memfasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan 

pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan di wilayah 

kelurahan 

e) Memfasilitasi clan koordinasi penibinaan kegiatan bidang 

keolahragaan di wilayah kel-aahm 

f) Memfasilitasi sosialisasi kebijakan yang berkzitan dengan 

kzsejaliteraan dan perlindungan anak 

g) Memfasilitasi dan koordinasi kegiatan bidmg kesejahteraan, 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan diwilayah 

kelurahan 

h) Memfasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang 

Pengarusutamaan Gender 

i) Melaksanakan pemantauan pemberdayaan masyarakat dalarn 

pengelolm lingkungan hidup 

j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi. 

c. Perubahan di bidang PersoniYKepegawaian 

Pasal7 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 

menyebutkan bahwa Lurah dan Perangkat Kelurahan Wates diisi dari 

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang memenuhi persyaratan dan 

diutamakan penduduk yang berdomisili di Kelurahan Wates atau 
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PNSD yang bersedia bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Wates. 

Dalam Perda Kabupaten Killon Progo Nomor 9 Tahun 2009 yang 

merupakan perubahan Perda 16 Tahun 2008, khusus untuk pengaturan 

personil disamping yang disebutkan diatas ditambahldisisipkan Pasal 

7A ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Lurah diangkat oleh 

Bupati atas usul Camat hi PNSD, kemudian Perangkat Kelurahan 

diisi dari PNSD yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camzit. 

Terkait hal tersebut bahwa dalam rangka penataac personil dan 

~emenuhan beban kerja pada Kelurahan Wates, Pemerktah Kabugaten 

Kulon Progo telah menerbitkan Pera- Bupati Kdon Progo Nomor 

57 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Hasil Analisis Jabatan pzda 

Kelurahan Wates, yang mengatur tentang nomenklatur jabatan, ikhtisar 

jabatan, rentang golongan ruang, dan rentang pendidikan, 

selengkapnya sebagai berikut : 

1) Nomenklatur jabatan diruauskan berdasarkan teknik analisis 

beban kerja 

2) Iktisar jabataii dirumuskm berdasarkan keseluruhan tugas pokok 

setiap pemegang jabatan 

3) Rentang goiongan merupakan golongan ruang paling rendah dan 

paling tinggi yang diisyaratkan bagi setiap pemegang jabatan. 

4) Rentang pendidikan merupakan syarat pendidikan paling rendah 

dan paling tinggi yang ditetapkan dalam ranglca memberikan 

tempat bagi pengembangan karir setiap pemegang jabatan. 
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Kualifkisi ha i l  analisis jabatan pada Kelurahan Wates adalah 

sebagai berikut : 

1) Lurah 

a) Narna Jabatan : Lurah 

b) Ikhtisar Jabam : 

Memimpin, membuat rencana kerja, mengoordinir, inembina 

dan mengawasi penyelenggaraan peme~tahan kelurahan 

dengan mengadakan rapat, kunjungan kerja ke wilayah, 

mcmberi petunjuk &in pengarahan agar penyelenggaraan 

pemerintahan kelurahan sesuai ketenWperaturan perunbg- 

undangan. 

c) Syarat Jabatan : 

(1) Yangkat, Golongan Ruang : Penata; III/c 

(2) Pendidikan Formal : Sarj analD-IV, Adrninistrasi 

Negara, Pemerintahan, 

Hukum, Ekonomi 

(3) Diklat Kedinasan 

(a) S m a l  : Diklatph IV 

(b) Teknis Fungsional : Manajemen Pemeriritahan, 

Manajemen Kepegawaian 

(4) Jenis Kelamin : LKIP 

(5) Usia : 30 - 55 tahun. 

2) Sekretaris Kelurahan 



a) Nama Jabatan : Sekretaris Kelurahan 

b) M~tisar Jabatan : 

Menyelia pelaksanaan tugas Sekretariat Kelurahan dengan cara 

merencanakan program kerja, membagi tugas, membimbing 

dan mengawasi bawahan serta melakukan pembinaan agar 

tugas Sekretariat Kelurahan berjalan lancar. 

c) Syarat Jabatan 

(1) Pangkat, Golongm Ruang : Penata Muda Tk I; iII/b 

(2) Pendidikan Formal : Sarjana/D-IV, Aclmiiistri!si 

Negara, Pemerhtahan, 

Hukum, Ekonomi 

(3) Diklat Kedinasan 

(a) ~~ : Diklatpim IV 

(b) Teknis Fungsiond : Manajemen Pemerintahan, 

Manajemen Kepegawaian 

(4) Jenis Kelamin : LKIP 

(5) Usia : 30 - 55 tahun. 

3) Pengadministrasi Umum 

a) Nama Jabatan : Pengadministrasi Umum 

b) Ikhtisar Jabatan : 

Memberikan pelayanan administrasi, pengarsipan sesuai 

dengan tata naskah dinas serta melaksanakan pengurusan 

barang inventaris sesuai dengan sistem pengelolaan barang 



daerah dengan mencatai, mendistribusi, mengetik konsep surat, 

c) Syarat Jabatan 

(1) Pangkat, Golongan Ruang : Pengatur Mu&, IYa 

(2) Pendidikan Formal : SMAISMK 

(3) Pendidikan Teknis Fungsional: 

Diklat Pelayanan Publik, Kursus Pengeloiaan Barang, Tata 

Naskah dan Kearsipau, Administmi Perkantoran, 

Administrasi Kepegawaian 

(4) Je;lis Kelamin : L K / P  

(5) Usia : 20 - 55 tahun. 

4) Pengadministrasi Keuangan 

a) Nama Jabatan : Pengadministrasi Keuangan 

Menyelenggarakan penatausahaan keuatlgan meliputi 

penyusunan Rencaua Kerja Kegiatan, Dokumen Pelaksanaan 

clan Perubahan Anggaran dengan mengetik, mencatat, membuat 

laporan keuangan secara teratur clan tertib untuk ke lancm 

c) Syarat Jabatan 

(1) Pangkat, Golongan Ruang : Pengatur Muda Tk.1; II/b 

(2) Pendidikan Formal : SMA/K Ekonomi, D3 



(3) Pendidikan Teknis Fungsional: SAKD, Kursus Pengeiolaan 

Keuangan, SIM Keuangan Daerah 

(4) Jenis Kelamin : L K / P  

(5) Usia : 25 - 50 tahm. 

5) Kepala Seksi Pemerintahan 

a) Nama Jabatm : Kepala Seksi Pemerintahan 

b) Ikhtisar Jabatan : 

Memimpin Seksi Pemerintahan dzngan membuat rencana 

kerja, memeriksa, membagi tugas, mene!iti, melaksanakan 

p e m b i i  mengevaluasi dengm berpedoman pada ketentuan/ 

peraturan perundang-undangan untuk icelancaran pelaksa- 

naan tugas. 

c) Syarat Jabatan 

(1) Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk.1; IILh 

(2) Pendidil<an Formal : SarjanaID-IV, Administrasi 

Negara, Pemerinhhan, 

Hukum, Ekonomi 

(3) Diklat K m  

(a) Struktural : Diklatpim IV 

(b) Teknis Fungsional : Manajemen Pemerintahan, 

. . Manajemen Kepegawaian 

(4) Jenis Kelamin : L K / P  

(5) Usia : 30 - 55 tahm. 



6) Pengadministrasi Pemerintahan 

a) Nama Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahm 

b) Ikhtisar Jabatan : 

Mengadministrasikan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan 

dengan mencatat swat masuk, kelw,  melakukan 

pendampingan pelaksanaan urusan pe~lierintahan, keagrariaan, 

dan pemb* kelembagaan RT, RW untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

c) Syarat Jiibatm 

(1) Pangkat, Golongan Ruang : Pengatur Muda Tk 1; 1 1 ,  

(2) Pendidikan F o d  : SMA/K Ekonomi, D3 

Sospol 

(3) Pendidikan Teknis Fungsional: Fasilitator Pemerintahan, 

Administrasi Kependuduican, Diklat Pelayanan Publik, 

Administmi PertanahadAgraria. 

(4) Jenis Kelamin : L K / P  

(5) Usia : 25 - 50 tahun. 

7) Kepala Seksi Perekonomian dark Penbangunan 

a) Nama Jabatan : Kepala Seb i  Perekonomian dan Pembagunan 

b) Ikhtisar Jabatan : 

Mernimpin Seksi Perekonomian dan Pembangunan dengan 

mernbuat rencana kerja, memeriksa, membagi tugas, meneliti, 

melaksanakan pembinaan, mengevaluasi dengan berpedoman 



pads peraturan perundang-unhgan untuk kelancaran 

pelaksaman tugas. 

c) Syarat Jabatan 

(1) Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk I; IIYb 

(2) Pendidikan Formal : SarjanaD-IV, Administrasi 

Negara, Pemerintahan, 

Hukum, Ekonomi 

(3) DM& Kedinasan 

(a) S-4 : Diklatpim W 

(b) Teknis Fuagsional : Manajemen Pemerintahan, 

Manajemen Kepegawaian 

(4) Jenis Kelamin : L K / P  

(5) Usia : 30 - 55 tahun. 

8) Pengadministrasi Perekonomian dan Pembangunan 

a) Nama Jabatan : Pengadministrasi Perekonomian dan 

Pembangunan 

b) Ikhtisar Jabatan : 

Mengadrninistrasikan pelaksanaan tugas Seksi Perekonomian 

dan Pembangunan dengan mencatat surat mas& keluar dan 

permohonan izin, mengetik mengarsipkan surat untuk 

membantu kelancaran pelaksanaan tugas. 

c) Syarat Jabatan 



(1) Pangkat, Golongan Ruang : Pengatur Muda Tk I; II/b 

(2) Pendidikan Formal : SMK Ekonomi, D3 

Ekonomi, D3 Sospol 

(3) Pendidikan Teknis Fungsional: 

Diklat Pelayanan Publik, Diklat Pemberdayaan Ekonorni 

Masyarakat 

(4) Jenis Kelarnin : LKIP 

(5) Usia : 25 - 59 tahun. 

9) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat 

a) Nama Jabatan : Kzpala Seksi Kesejahteraan Rakyat 

b) Ikhtisar Jabatan : 

Memimpin Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan membuat 

rencana kerja, memaha,  membagi tugas, meneliti, 

rnelaksadm pembinaan, mengevaluasi dengan berpedoman 

pada peraturan pemdang-undangan untuk kelancaran pelak- 

sanaan tugas. 

c) Syarat Jabatan 

(1) Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk I; III/b 

(2) Pendidikan Formal : SatjanaID-IV, Administrasi 

Negara, Pemerintahan, 

Hukum, Ekonomi 

(3) Diklat Kedinasan 



(b) Teknis Fungsional : Manajeli~en Pemerintahan, 

Manajemen Kepegawaian 

(4) Jenis Kelamin : L K / P  

(5) Usia : 30 - 55 tahun. 

10) Pengadministrasi Kesejahteraan Rakyat 

a) N m  Jabatan : Pengadministrasi Kesejahteraan Rakyat 

b) Ikhtisar Jabatan : 

Mengadministmilcan pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan 

Rakya? dengan mencatat swat mas& keluar, mengetik, 

mengarsipkan swat untult, membantu kelancaran pelaksatnaan 

tugas. 

c) Syarat Jabatan 

(1) Pangkat, Golongan Ruang : Pengatur Muda T!c I; 1% 

(2) Pendidikan Formal : SMK Ekonorni, D3 

Ekonomi, D3 Sospol. 

(3) Pendidikan Teknis Fungsional: 

Diklat Pelayanan Publik, Diklat Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat. 

(4) Jenis Kelamin : LKIP 

(5) Usia : 25 - 50 tahun. 

1 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyankat 

a) Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

b) Ikhtisar Jabatan : 



Mernimpin Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan membuat 

rencana kerja, memeriksa, mcmbagi tugas, meneliti, 

melaksanakan pembinaan, mengevaluasi dengan berpedoman 

pada peraturan perundang-undangan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

c) Syarat Jabatan 

(1) Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda Tk I; IWb 

(2) Pendidikan Formal : Sarjana~D-IVY AN, Pzme- 

rinta!!~ Hukum,Ekonomi. 

(3) Diklat Kedinasan 

(a) stldctld : Diklatpim IV 

(b) Teknis Fungsional : Manajemen Pemerintahan, 

Manajemen Kepegawaian 

(4) Jenis Kelamin : LKIP 

(5) Usia : 30 - 55 tahun. 

12) Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat 

a) Nama Jabatan : Pengadministrasi Pemberdayaan Masyarakat 

b j Ikhtisar Jabatm : 

Mengadministrasikan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dengan mencatat swat masuk, kelw, mengetik, 

mengarsipkan swat untuk membantu kelancm pelaksanaan 

tugas. 

c) Syarat Jabatan 



(1) Pangkat, Golongan Ruang : Pengatur Muda Tk I; II/b 

(2) Pendidikan Formal : SMA/K, D3 Ekonomi, D3 

Sospol 

(3) Pendidikan Teknis Fungsional: 

Dilkat Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, 

P3MD. 

(4) Jenis Kelamin : LKIP 

(5) Usia : 25 - 50 tahun. 

Sesuai kualifikasi hasil malisis jabatan tersebut, secara jelas 

dapat disaiipaikan tentang jumlah pegawai yang dibutubkan untuk 

menunjang kelancaran pelaksmaan tugas di Pemerintah Kelurahan 

Wates satu orang lurah, satu orang sekretaris kelurahan, empat orang 

kepala seksi, satu orang pengadministrasi mum, satu orang 

pengadministrasi keuangan, dan empat orang untuk pengadministrasi 

pada masing-masing seksi, sehingga jumlah personil yang dibutuhkan 

sebanyak 12 orang. 

d. Perubahan di bidang Keuangan dan Kekayaan 

Di dalam Perda 16 Tahun 2008 Pasal 5 menyebutkan bahwa 

seluruh kekayaan dan sum*oer pendapatan rnilik Pemerintah Desa 

Wates diserahkan kepada dan menjadi milik Pemerintah Daerah, 

dikelola oleh Kelurahan Wates dengan memperhatikan kepentingan 

Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. Kemudian pada Perda 9 
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Tahun 2009 pada Pasal 5 ditambahkan menjadi Pasal 5A, yang 

menyebutkan b&wa khusus mengenai k e b e r h  Tanah Kas Desa 

(TKD) dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan dapat dilakukan pengelolaannya oleh Pemerintah 

Daerah setelah mendapat izin Gubemur. Di dalam penjelasan Perda ini 

disarnpaikan bahwa perubahan status Desa Wates menjadi Keluraban 

Wates, tidak semata-mata berpegang pada norma yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahw 2004 tentang Pemerintah Daerah 

dan Peratman Pemerintah Nomor 72 Tahm 2005 tentang Desa. Hal Lli 

terjadi kareiia proses pefigalihan aset yang bcrupa Tanah Kas Desa di 

Daerah Istimewa Yogyakiarta merupakan salah satu aspek kekhususan 

di bidang pertanahan. 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta salah 

satunya adalah terkait decgan bidang pertanahan, dimana terhadap 

tanah Kraton Kasultanan d m  Kadipaten Pakualaman yang selama ini 

belum dilepaskan, masih merupakan domain bebas Kasultanan 

Yogyakarta-Kadipaten Pakualaman d m  sampai sekarang belum 

terjangkau ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. 

Eksistensi atau keberadaan Tanah Kas Desa tidak lepas dari 

keberadaan kelurahanldesa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang terkait erat dengan Kasultanan Yogyakarta. Keberadaan 

kelurahanldesa menguat sebagai cikal bakal daerah otonom yang 

akhirnya sebagai suatu sub sistem pemerintahan yang hadir bersamaan 



dengan dilakukannya reorganisasi Kasultanan Yogyakarta. Dalam 

masa itu sampai sekarang penghasilanlpenggajim para pemimpin di 

kelurahaddesa dilakukan dengan bentuk penggunaan tanah milik 

~asultanan. '29 

Perkembangan selanjutnya, kelurahan/desa diakui sebagai 

badan hukum pribumi dengan admya kekuasaan clan kebebasan 

menjalankan roda pemerintahan sendiri dengan kelengkapan pimpinail 

pemerintahan yang diisi melalui mekanisme pilihan langsung. 

Melalui keberadaan kelurahanldesa sebagai suatu daerah 

otonom dan muxicdnya kebijakan lartu"reform, kelurahddesa 

diberikan t ad!  ulayat atau kemudian lebih d i k e d  dengan istilah 

Tanah Mas Desa, yang merupakan tanah untuk dimanfaatkan sebagai 

biaya penyelenggaraan pemerintahan dan dibagi untuk 

penghasaanlgaji para Lurah/Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam 

konteks demilcian merupakan pemberian Kasultanan Yogyakarta 

disebut h k  andarbe atau hak milk Berawal dari sinilah kaitan 

historis dengan kraton dan sebagai bagian dari aspek pertanahan yang 

merupakan salah satu aspek keistirnewam Daerah Istirnewa 

~ogyakarta. 130 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istirnewa Yogyakarta terdapat kewenangan 

129 Lutti Zakaria, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Tinjauan Status 
Tanah Sultan Grond (SG)/Paku Alaman Gmnd (PAG) Dalam Hukum Tanah Nasional, Dalam Acara 
Seminar Status Tanah di Provinsi Daerah istirnewa Yogyakarta, Gedung Kaca Wates Kulon Progo, 
10 Desember 2010. 
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unxsan dalam bidang pertanahan. Realisasinya, Pemerintah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan berbagai regulasi, yang 

isinya memberikan hak andarbe kepada masyarakat di Kotapraja 

Yogyakarta, meningkatkan status hak anganggo tumn temurun dari 

warga pedesaan menjadi hak milik perorangan dan penetapan hak 

andarbe (hak mil&) kelurahau'desa yang disebut Tanah Kas Desz 

yang semula diberikan oleh pihak Kasultanan Yogyakarta dan 

ainan. Kadipaten Paku Alp 

Dalam perkembangannya Tanah Kas Desa, pemanfaatannya 

dapat dipilah sebagai berikut :I3' 

1) Tanah Kas Desa, dimana hasilnya digunakan untuk pelaksanaan 
pemerintahan dan administrasi kegiatan kelurahanldesa 

2) Tanah Bengkok/Lungguh yang digunakan untuk penghasilan 
lurahlkepala desa dan perangkat desa 

3) Tanah Pengarem-arern, yang digunakan sebagai bentuk 
penghargaan kepada lurahkepala desa dan perangkat desa. 

Kekayaan atau swnber pendapatan Desa Wates di samping dari 

keberadaan Tanah Kas Desa, juga dari ke'mradaan LKM Binangun 

Wates yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan Alokasi, 

penyalwan, clan penggunaan Dana Pemkrciayaan Desa untuk LKM 

diatur cialam Peraturan Bupati Kdon Progo Nomor 2 Tahun 2004 

P a d 5  ayat (I), (2) clan (4) yang didalamnya mengatur : 

1) Penggunaan Dana Pemberdayaan Desa (DPD) hanya 

diperkenankan sebagai modal disetor bagi pembentukan LKM; 

13' Ibid. 



2) LKM merupakan badan usaha yang bergerak dibidang keuangan 

yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. 

3) Penyertaan modal Pemerintah Desa ke LKM merupakan kekayaan 

Desa yang dipisahkan. 

Keberadaan LKM Binangun Wates merupakan kekayaan desa 

yang dipisahkan, sebagai kekayaan desa, sesuai Pasal 5 Perda 

Kabupaten Kulon Progo N9mor 16 Tahun 2008 bahwa seluruh 

kekayaan dan sumber pendapatan milik Pemerirtah Desa Wates 

diserahkan kepada d m  mertjadi milk Pemerintah Daerah yang dikelola 

oleh Kelur- Wates dengan memperhatikm kepentingan Pemerinlah 

Daerah dan masyarakat setempat. 

Mendasar bunyi pasal tersebut, sudah seharusnya LKM 

Binangun Wates dikelola oleh Kelurahan Wates sebagai pnopang 

perekonomian masyarzkat, narnun dalarn ke~yataannya LKM 

Binangun Wates belum bisa diserahkan pengelolaannya ke Kelurahan 

Wates. Hal ini disebabkan adanya regulasi yang mengatur tentang 

keberadaan LKM. Dalam Kajian Ekonomi Dampak Alih Status Desa 

menjadi Kelurahan terhadap Pengelolaan LKM Binangun 'Nates yang 

disampaikan oleh Bagian Administmi Perekonomian S e t h  

Kabupaten Kulon Progo, bahwa apabila LKM dikelola oleh SKPD 

tidak sesuai dengan tugas pokok dan fbngsi, ketugasan ini hanya bisa 

ditempel-tempellran kepada SKPD Dinas Perindag dan ESDM atau 

Dinas Koperasi dan UMKM tetapi akan tetap menjadi bias antara 



sektor publik dengan misi pelayanan dan sekror privat dengan misi 

mencari laba, apabila akan dikeloia oleh suatu UPTD maka perlu 

membentuk UPTD baru, yang mana akan menjadi cost center bukan 

profit center. Bentuk pengelolaan yang paling memungkinkan adalah 

investasi non-permanen (penguatan modal), sehingga LKM Binangun 

Wates h m  sudah berbadan hukum, namun pengalman masa lalu 

atas temuan BPK pada investasi non permanen. Adanya wacana 

larangan Menteri Kelagan atas program-program penguatan modal, 

karena aparat Pemda 'tidak &i' dalam menge1o:a E~edit, oleh 

karenanya pengelolaan oleh SKPD sangat kurang 

direkomei~dasikan. '32 

Berbagai alternatif telah diajukan untuk pengelolaan LKM 

Binangun Wates antara lain : pertama, LKM Binangun menjadi Unit 

Mikro PD. BPR Bank Pasar Kulon Progo; kedua, LKM Binan=- 

menjadi Unit Jasa Penunda Aneka Usaha; ketiga, LKM Binangun 

dibentuk menjadi BUMD Mandiri; keempat, LKM Binangun dikelola 

oleh SKPD atau UPTD. 

Sedang untuk pernbiayam penyelenggaraan peinerintahan 

Kelurahan, apabila melihat ketentuan Per& Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Kelurahan Pasal 1 5 menyebutkan bahwa keuangan kelurahan 

bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagaimana Perangkat 

Daerah lainnya; bantuan Pemerintah, Pernerintah Provinsi, Pemerintah 

- 

13' Data Kajian Lembaga Keuangan Mikro Desa Wates pa& Bagian Administrasi 
Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. 
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Daerah dan Bantuan Fihak ketiga; Sumber lain yang sah dan tidak 

mengikat. Untuk Kelurahan Wates sesuai Pasal6 Perda 16 Tahun 2063 

tentang perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates, 

pembiayaan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan d m  

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo. 

Keadaan Danalanggaran KelurahaR Wates sejak Tahw 2010 

Tabel 2.8 
Jumlah DandAnggaran Belanja 

Kelurahan Wates 

I I I 

Sumber : Dokumen Anggaran KeZurahan Wates 

No 

e. Perubahan di bidang Sarana Prasarana 

Seluruh sarana, prasarana, arsip dan dokumentasi 

Tahun 

penyelenggm Pemerintahan Desa milik Pemerir~tah Desa Wates 

diserahkm kepada dan menjadi rnilik Pemerintah Daerah, dikelola oleh 

Belanja Tidak Langsung 
Jumlah (Rp) I Realisasi 

Kelurahan Wates dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah 

Belanja Langsuag 
Jumlah 1 Realisasi 

Daerah dan masyarakat setempat. Hal ini sesuai bunyi Pasal8 ayat (1) 

clan (2) Perda 16 Tahun 2008. Semh terima sarana, prasarana, arsip dan 

dokumentasi penyelenggaraan pemeriritahan desa dilaksanakan 

bersamaan dengan diresmikannya Perubahan Status Desa Wates 
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menjadi Kelurahan pada tanggal 1 Desember 2010 dari Kepala Desa 

Wates kepada Bupati Kulon Progo, kemudian Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo melakukan serah terima barang inventaris ke Pemerintah 

Kelurahan Wates untuk dapat dikelola/dimanfaatkan dalam 

mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahm 

Wates dengan Beiita Acara Serah Terima Barang Nomor : 928/3 101 

tanggal 17 Desember 2010 yang meliputi peayerahan peralatan dan 

mesh, Gedung dan Bangunan, jdan dan jaringan dan asset tetw 

lainnya. Kemudian pada bulan Januari 201 1 Pemerinbh Kabupaten 

Kulon Progo juga menyerahkm empat kios desa dan satu bald desa 

dengan Berita Acara Nomor 028/091 tanggal 12 Jmuari 20 1 1. 

Sedang untuk sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk 

mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan 

Wates meliputi : 

1) Ruang Kerja Lurah 

2) Ruang Tamu 

3) Ruang Kerja Sekretariat merangkap ruang pelayanan 

4) Ruang pertemuan (Balai Desa) 

5) Ruang Dapw 

6) Musholla 

7) Gudang 

8) Ruang h a r  mandi clan WC 

133 Data Penyerahan Asset Desa Wates pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Kabupaten Kulon Progo. 
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9) Ruang BKM Nugroho 

10) Ruang Perpustakaan 

Sedang sarana mobilitas kerja terdiri dari kendaraan dinas roda 

4 sebanyak 1 buah dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 1 buah, sarana 

k3rja terdiri dari 2 komputer, 2 laptop, 3 mesin ketik manual, 4 kipas 

angin, 1 unit televisi dan 1 wirelles. 

2. Pendampingan Penyelenggaraan Peme~tahan 

Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Wates kanna 

berubahnya status desa menjadi kelurahan tentu saja memerlukan 

pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dm pedoman 

sebagai petunjuk dalam pel-aanuya, terkait hal tersebut Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo membentuk Tim Pendampigan Kelurahan Wates 

dengan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 384 Tahun 2010 

tanggal 1 Desember 2010 tentang Tim Pendampingan Kelurahan Wates. 

Tim ini mempunyai tugas: 

a. Mendampingi Kelurahan Wates dalam proses tata administrasi 

kelut..clhan, 

b. Menyiapkan regulasi yang terkait penyelenggaraan Kelurahan Wates, 

c. Memfasilitasi, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dalam 

masa peralihan dari desa ke kelurahan. 

SKPD yang dilibatkan dalam Tim ini antara lain : Bagian Administrasi 

Pemerintahan Umurn sebagai koordinator dengan anggota Bappeda, 



DPPKA, BKD, BPMPDPKB, Inspektorat Daerah, Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian 

Administrasi Pembangunan, Bagim Administrasi Perekonomian, Bagian 

Keuangan, Camat Wates, Mantan Kepala Desa Wates, Mantan Sekretaris 

Desa Wates dm Mantan Ketua BPD Wates. S e h g  di tingkat pimpinan 

sebagai pengarah zrdalah Sekretaris Daerah dengan anggota Asisten 

Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian Pembangunan dan SDA, 

Asisten Achhistrasi Umum, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukurn dan 

Staf Ahli Bidang Pemeriiitahan. 

Pelaksanaati tugas tim pendampingan kelurahan dalam proses 

pe~yiapan regulasi terkait penyelenggaraan kelurahan ~vates dan tata 

administrasi kelurahan adalah sebagai berikut 

a. Memproses Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2010 

tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pernerhtahan dari Bupati kepada 

Lurah yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo 

Nomor 16 Tahun 201 1. 

b. Memproses Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 

tentang Vraian Tugas Unsur Organisasi Terendah pada Kelurahan 

Wates. 

c. Memproses Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2010 

tentang Kualifikasi Hasil Analisis Jabatan pada Kelurahan Wates. 

W Data Pendampingan Alih Status Desa Wates pada Bagian Administrasi Pemerintahan 
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. 
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d. Memproses Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelaksanaan Administmi Kelurahan yang dirubah 

dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2011 dan 

melakukan studi banding pelaksanaan administrasi kelurahan ice 

Kelurahan Wirogunan Pemerintah Kota Yogyakarta. 

e. Memproses Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2G 10 tentang Pedoman 

Pemberian insentif bagi RW dan RT di Kelurahan Wates. 

f. Memproses kode Pemerintah Kelurahan ke Kemendagri RI di Jakarta 

dengan hasil Kode Pemerintah Kelura'Ian Wates adalah 

34.01.02.1008. 

Adapun pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi 

pernasalahan yang berkembang pada masa peralihan status desa ke 

kelurahan, tirn secara periodik mengadakan rapat pendampingan. 

Permasalahan-pernasalahan yang terjadi dan solusi dari Tim 

Pendampingan, antara lain: 135 

a. Pernasalahan stimulant RT dan RW yang telah dianggarkan dalam 

DPA Tahun 2011 telah dibuat payung hukumnya berupa Peraturan 

Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pernberian Insentif bagi Rukun Warga dan Rukun Tetangga di 

Kelurahan Wates. 



b. Permasalahan belum dianggarkannya biaya bantuan sosial 

keinasyarakatan pada tahun 201 1 telah diakomodir gads Perubahan 

APBD Tahun 20 1 1. 

c. Kerusakan sarana komputer sebagai penunjang kelancaran 

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, di atasi dengan pinjam 

pakri di Bagian TI dan Humas Setda Kabupaten Kulon Frogo untuk 

kemudian Pemerintah Kelurahan Wates mengusulkan pengadaannya 

pada Tahun 20 12. 

d. Mem~mses pembayaran honor dan tali asih untuk petugas kebersihan 

dan penjaga malan di Kelurahan Wates. 

e. Memproses surat edaran Pemerhtah Kabupaten Kulon Progo kepada 

seluruh SKPD agar mengarahkan anggaradprioritas kegiatan untuk 

mendukung Kelurahan Wates. 

f. Memproses pemecahan masalah mekanisme pemungutan Pajak Bumi 

clan Bangunan (PBB) di Kelurahan Wates yang dulu dilaksanakan oleh 

Dukuh, setelah inenjadi Kelurahan tugas tersebut diserahkan kepada 

petugas pemungut pajak dengan Surat Keputusan Lurak 

g. Permasalaharr eks Tanah Kas Desa Wates telah memasuki proses 

penyerahan kepada Pemerintah Provinsi DIY dan diharapkan akan 

segera dapat diajukan permohonan pengelolaannya. 

h. Memproses pengisian petugas penjaga malam di Kelurahan Wates 



i. Dana Community Development (CD)I dana pemberdayaan masyarakat 

dari Pemerintah Provinsi DIY dapat dicairkan untuk mendukung 

program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wates. 

j. Menyelesaikan proses penyusunan draf Raperda Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang sarnpai saat ini rnasih dalam 

tahap Prolegda. 

. . 
k. Failitmi pengelolaan -i keuangan kelurahan. 

1. Pembahasan secara hitensif rencana pengelolaan eks Lembaga 

Keuangan Mikro (LKM) Binangun Wates qa r  biss di kelola untuk 

mendukung perekonomian masyarakat Kelurahan 'Nates. 

m. Dalam rangka percepatan pembangunan di Kelurdm W a s  pada 

tahun 201 1 telah dilakukan perubahan lingkungan seluas 16.000 M2 

dan bantuan semen untuk Keld-an  Wates sebanyak 30 % dari jumlah 

k e ~ e l ~  bantuan semen tahun 201 1. 

n. Memproses swat Pernerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 970182 

tanggal 7 Juli 201 1 tentang Penegasan Kelurahari 'Nates sebagai SKPD 

Pengelola Pendapatan. 

o. Menyelenggarakan Audiensi Lurah Wates d m  unsur perangkatnya 

dengan Bupati Kulon Progo terkait pernasalahan-permasaiahan yang 

dihadapi oleh Pemerintah Kelurahan Wates yang belum terselesaikan, 

diantaranya : 

1) Persodan Pagu Anggaran 



2) Belum adanya regulasi/Perda tentang Lembaga Kemasyadcatan 

Kelurahan (EKK). 

3) Sewa menyewa kios-kios dan eks Tanah Kas Desa Wates 

4) Keberadaan Lw Binangun Wates 

5) Optimdisasi PBB 

6) Penyerahan dan Pengelolaan eks Tanah Kas Desa Waks 

7) Peran SKPD dalam Optirnalisasi Kelurahan Wates 

Semua permasdahan yang disampaikan dalarn 8udiensi ini, 

dibahas wtu persatu oleh Bupati Kulon Progo untuk kemudian 

merekomendasikan pecyelesaiannya kepada SKPD yang terkait dengan 

permasalahan. 

3. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan 

Terkait pedoman pelaksanaan administrasi kelurahan, Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo sesuai ketentuan P a d  6 ayat (1) Permcndagri 

Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan yang 

didalamnya mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk 

membii dan mengawasi pelakxnaan administrasi kelurahan, Pemerinbh 

Kabupaten Kulon Progo telah menerbitkan Peraturan Bupati Killon Pmgo 

Nomor 75 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis p e l h a a n  Administrasi 

Kelurahan yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo 

Nomor 53 Tahun 201 1, didalam regulasi tersebut telah diatur tentang 

modeVbuku yang hams digunakan dalam pengelolaan administrasi 



kelurahan dan tata cara pengisian buku administrasi kelurahan. Model 

buku yang hams digunakan dalam adminstrasi kelurahan antara lain : 

a. Bentuk Buku Administrasi Umum terdiri dari : 

1) Buku Data Keputusan Lurah, 

2) Buku Data Inventaris Kelurahan; 

3) Buku Data Aparat Kelurahan; 

4) Buku Data Tanah di Kelurahan; 

5) Suku Data Agenda Swat, terdiri dari : 

a) Buku Data Agenda Surat 1.4asuk, 

b) Buku Data Agenda Surat Kel-w. 

6) Buku Ekspedisi 

b. Bentuk Buku Administrasi Penduduk terdiri dari : 

1) Buku Data Induk Penduduk Kelurahan, 

2) Buku Data Mutasi Penduduk K e l u r k ,  

3) Buku Data Rekapitulaqi Jurnlah Penduduk Akhir Bulan; 

4) Buku Data Penduduk Sementara. 

c. Bentuk Buku Administrasi Keuangan terdiri dari : 

1) Buku KasUmum; 

2) Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan; 

3) Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran; 

4) Buku Kas Harian Pembantu; 

5) Buku Kas Pembantu Perincian PPN 1 PPh. 

d. Bentuk Buku Administrasi Pembangunan terdiri dari : 
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1) Buku Rencana Pembangum; 

2) Buku Kegiatan Pembangunan; 

3) Buku Inventaris Proyek; 

4) Buku Kader Pembangunan. 

e. Bentuk Buku Administrasi Lainnya terdiri dari : 

1) Buku Data Pengurus d a ~  Anggota Lembaga Kemasyarakatan; 

2) Buku Profil Kelurahan 

Dalam Peraturan Bupati tersebut juga diatur tentang pembiman 

dan pengawasan yang hams dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kdon 

Progo. Bab 111 Pasal 4 menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah melalci 

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dm Carnat 

berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan administrasi kelurahan. Kewajiban tersebut antara lain : 

a. Kewajiban Kzpala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

meliputi : 

l j  Menetapkan pengaturaa yang berkaitan dengan Adrninistrasi 

Kelurahan; 

2) Memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan; 

3) Melakukan evaluasi dan pengawasm Pelaksanaan Administrasi 

Kelurahan; 

4) Memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan 

konsultasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan, dan 

5) Menyedialcan Buku Administrasi Kelurahan. 



b. Kewajiban Camat meliputi : 

1) Memfasilitasi Adtilinistrasi Kelurahan, 

2) Melakukan pengawasan Administrasi Kelurahan; 

3) Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan 

Administrasi Kelurahan. 

Peraturm Bupati tersebut juga mengatur tentang kewajibm Lurah 

untuk membuat laporan pelairsanam administmi kelurahn kepada Bupati 

setiap 3 bulan sekali melalui Camat sesuai wilayah kerjanya, kemudian 

Camat mengevaluasi lapom teisebut, jika terdapat kesalahan atau 

kekurangan sesuai aturan yang ada baik yzng bersifat administratif 

maupun substansif, Camat berkewajiban nemberikm fasilitasi perbailcan 

laporan tersebut, kemudian merekomendasikan laporan tersebut kepada 

Bupati. 

Laporan tersebut disusur, dalam sistematika yang juga sudah diatur 

dalam Peraturan Bupati. 

Sistematika Laporan Pelaksanaan A&-ahistrasi Kelurahan meliputi : 

A. Pendahuluan 

B. P e l a i c s m  Admin imi  K e l u t a h  

C. Permasalahan dm C a a  Mengatasi 

D. Penutup 

- Kesimpulan 

- Saran 

Disamping Peraturan Bupati tentang Pedoman teknis pelaksanaan 



administrasi kelurahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga 

menerbitkan Peraturan Bupati Nom~r  76 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pemberian Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga pada Kelurahan 

Wates. Daiam Peraturan Bupati tersebut telah diatur mengenai maksud dan 

tujuan, pmberian insentif dan pelaporan. Maksud pemberian insentif 

adalah dalam rzngka menunjang kegiatan operaion211 di Kelurahan pada 

tingkat yang paling bawah sehingga dapat membantu iurah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan rnasyarakat 

di wilayah Kelurahzn, sedang tujuannya adalah melaksadcan fungsi 

pelayanar, masyarakat di wilayh RW dan RT secara efektif dan efisiefi; 

mendekatkan pelayafnan kepzda masyarakat; mendorong tumbuhnya 

kinerja aparatur Kelurahan yang dapat dipertanggungiawabkan dan 

mendorong partisipasi masyarakat di wilayah RW dm RT dalam 

mensukseskan dan mempercepat pembangunan di Kelurahan. Besaran 

insentif setiap tahunnya disesuaikan dengan kemarnpllan keuangan daerah, 

sedang RT maupun RW mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan 

insentif setiap 1 tahun sekali kepada Lurah. 

4. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 

Dengan berubahnya status Desa Wates menjadi kelurahan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 16 Tahun 2008 

yang di rubah dengan Perithum Daerah Kabupaten Kulon Progo No 9 



tahun 2009 membawa implikasi terhadap kelembagaan kemasyamkatan 

yang ada di Desa Wates menjaOi hilang. 

Salah satu bentuk perwujudan pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat, di kelurahan dapat dibenti  lembaga kemasyarakatan 

kelurahan seperti Rulcun Tetangga (RT), Rulcun Warga (RW), 

Pemberdayaan dan Keszjahteraan Keluarga (PKK), Karang T m a ,  

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahctn (LPMK-) clan lain-lain. 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tersebut bertugas membantu Lurah 

dan merupakan rnitra cldarn nxmberdayakan masyarakat. 

Lembaga Kemasyarakatan K e l d a n  berfiangsi sebagai wadah 

partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud denrokratisasi 

dan transparasi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk 

mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih 

berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. 

Di Kelurahan Wates sampai dengan 2 (dua) tahun pasca alih status 

belum terbentuk lembaga kemasyarakatan kelurahan, ha1 ini dikarenakan 

regulasi yang mengatur tentang keberadaan LKK belum terbit. Draf materi 

Rancangan Peratwan Daerah (Rsrperda) tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Kelurahan sudah disusun clan dibahas oleh Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo, dan juga sudah d i l h a k a n  konsultasi publik pada tanggal 28 

Maret 20 12 di . . Balai Kelurahan Wates dengan harapan materi draf Raperda 

mendapat masukan dari masyarakat., Kelurahan Wates, sehingga rnateri 

Raperda nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai 

148 



payung hukum iceberadaan lembaga kernasyarakatan yang ada di 

Kelurahan. Selama menunggu proses diterbitkmya Peratman Daerah 

tentang LKK, untuk mengantisipasi keadaan di lapangan, sesuai dengan 

Pasal 1 1  Perda nomor 16 Tahun 2008 bahwa Lembaga Kemasyarakatan 

Desa yang ada tetap melaksanakan h g s i  dan tugasnya sampai dengan 

dibentuknya Lenbaga Kemasyarakatm Kelurahan Watzs yang diatur 

dengan Peratman Daerah. Hal ini juga dikuatka~ dengan Surat Edaran 

Bupati Kulon Progo Nomor : 140/2861 tanggal 26 November 2010 

tentang Pelaksanaan Fungsi dan Tugas RW dan RT di Desa ~ 2 t e s . l ~ ~  

Sebagai konsekuerlsi dari tetap bertugasnya lembaga kemasya- 

rakatan yang ada, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerbitkan 

Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 

Insentif bagi Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kelurahan Wates. Di 

dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan bahwa maksud pemberian 

insentif RW dan RT di Kelurahan adalah dalam rangka menunjang 

kegiatan operasional di Kelurahan pada tingkat yang paling bawah 

sehingga dapat membantu lurah dalam penyelenggarwm pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kelur&an, sedang 

tujuan pemberian insentif sebagaimana disebutkan dalam Peratwan Bupati 

tersebut adalah : 

a. Melaksanakan h g s i  pelayanan masyarakat di wilayah RW dan RT 

secara efektif dan efisien. 

136 Ibid. 
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b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 

c. Mendorong tumbuhnya kinerja aparatur Kelurahan ysng dapat 

dipertanggungjawabkan 

d. Mendorong partisipasi masyarakat di wilayah RW dan RT dalam 

mensukseskan dan mempercepat pembangunan di Kelurahan. 

Dismiping RT/RW yang keberadaannya sudah mendapat perhatian 

dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, masih banyak lembagta 

kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Wates yang juga perlu mendapat 

perhatian. Lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan Wates sebagaimana 

dalam tabel beriicut : 

Tabel 2.9 
J d a h  Lembaga Kemasyarakatan 

Di Kelurahan Wates 

No 

1. 

1 8. 1  forum Komunikasi Polisi MasyarstGat 1 1 I I 

5. 
6. 
7. 

Nama Lembaga 

LPMD/LPMK 

Rukun Warga 
Rukun Tetangga 
Posvandu 

9. 

p- - p~ 

Sumber : ~ o k k e n t a s i  Pemerintah Kelurahan Wutes 

Jumlah 

16 

3 8 
86 
19 

10. 
1 1. 

Keterangan 

' ~ K P M )  
W b  Kesejahtenan Sosial Berbasis 
Masvarakat CWKSBhn 

3 

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) 
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 
Keluarga (LK3) 
J~unlah 

1 
1 

1 99 



BAB 111 

ANALISIS PElUiASALAHAN 

Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahm Status 

Desa Wates menjadi Kelurahan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 telah diresmikan pada ianggal 

1 Desember 2010 oleh Bupati Kulon Progo, temyata ddam pelaksanaanya 

terdapzt pennasalahan, Pennasalahan-permasalahan tersebut da~at dilakukan 

analisis sebagai berikut :I3' 

A. Permasalahan Eks Tanah Kas Desa. 

Di dalm Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 

-Tab 2009 pada Pasd 5A yang menyebutkan bahwa khusus mengenai 

keberadaan Tanah Kas Desa (TKD) dikembalikan kepada Pemerintah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta clan dapat dilakukan pengelolaannya 

deh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin Gubemur. Di dalarn 

penjelasan Perda ini disampaikan bahwa perubahan status Desa Wates 

menjadi Kelurahan Wates, iidak semata-mata berpegang pada norma yang 

diatur dalarn Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah clan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal 

13' Data Pendampingan Alih Status Desa Wates pada Bagian Administrasi Pemerintahan 
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. 



ini terjadi karena proses pengalihan aset yang berupa Tanah Kas Desa di 

Daerah Istimewa Yogyaicarta merupakan salah satu zrspek kekhtisusan 

dibidang pertanahan. 

Perubahan dengan a h y a  penambahan Pasal 5A di dalam 

Peraturan Daerah Kabupatefi Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 ini 

menurut Risalah Rapat Dewan Perwdcilan Rakyat Daerah Kabupater~ Kulcn 

Progo tentang Pembentukan P e r a m  Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peratwan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Noiaor 16 Tahun 2008 tentag Perubahan Status Desa Wates 

menjadi K e l d a n  Wates &ah atas koreksi dan evaluasi Pemerintah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogjakarta terkait perlakuan tanah kas desa 

setelah adanya alih status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates mendasar 

pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubemur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolzan dan 

Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang menyatakan : 

uTanah kas desa yang muncul akibat perubahan status desa 
menjadi kelurahan, maka tanah kas desa tenebut menjadi aset 
Pemerintah Provinsi". 

Tindak lanjut penyerahan eks Tanah Kas DesaWates sesuai Pasal 

5A Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 telah 

dilakukan penyerahan asset dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada 

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 77 bidang 

sesuai Berita Acara Serah Terirna Nomor 143121 18 tanggal 01 Agustus 

201 1, dengan luas keseluruhan 332.760 mZ. Untuk mempertahankan agar 



Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak kehilangan asset dimaksud maka 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga telah membuat Surat Permohonan 

Pengelolaan Eks Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Provinsi DIY Nomor : 

143133 1 6 tanggal 2 1 November 20 1 1, dengan harapan di berilcannya izin 

Gubemur DIY kepada Kabupaten Kulon Progo dapat mengelola seluruh 

bidang eks tanah kas Dess Wates. 

Dalam ha1 ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki posisi 

lemah karena selain adanya klausu! dalam Peratuan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 pada Pasal5A yang menyebutkan bahws 

khusus mengenai keberadaan Tanah Kas Desa (TKD) dikembalikan kepada 

Pemerintah P r o h i  Daem'1 Istime~va Yogyakarta dan dapat dilakukan 

pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat izin Gubernur, 

serah terima eks tanak kas desa telah dilaksanakan dan eks tanah kas desa 

telah menjadi asset Pemerintah Povinsi DIY. 

Bahwa pengaturan tanah kas desa akibat alih status menjadi 

kelurahan telah jelas dan tegas di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal6 ayat (1) berbunyi : 

"Desa yang merubah statusnya menjadi kelurahan, 
kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh 
kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat 
setempatn. 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan 

Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Pasal 

12 disebutkan : 



ayat (1) : Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh 
kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa 
menjadi kekayaan daerah kabupatenkota. 

ayat (2) : Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh 
kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan 
masyarakat setempat". 

Terdapat sikap yang tidak konsisten terkait penerapan hukurn 

dalam mensikapi kedudukan tanah kas Desa Wates. Tanah kas Desa Wates 

yang disemhkan oleh Pemerintah Kabupaien Kuion Progo dicatat sebagai 

barang milik Gaercl.h Pernerintah Provinsi DIY sehingga pengelolaannya 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah, dan Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tdiun 2011 

tentang Pengelolm Barang Milik Daerah. Jika melihat konteks eks tanah 

kas Desa Wates adalah domain tanah Sultan dan Kadipaten Pakualarnan 

maka seharusnya bukan kewenangan Pemerintah Provinsi DIY untuk 

mengelolanya karena sikap Pemerintah Provinsi DIY pada awalnya terkait 

tanah kas desa dimaksud tidak tunduk kepada Undang-undang Nomor 

32 Tahm 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dan Undang- 

undang Nomor 5 Tahun 1960 (UCTPA) dan hanya tunduk kepada Undang- 

undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Dalam 

kenyataanya pengelolaan terhadap tanah kas desa dimaksud tiba-tiba tunduk 

kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahu. 2007 yang 

merupakan sub ordinat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 



Pads akhirnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan eks Tanah Kas 

Desa ini Pemerintah Gaerah &erah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo melakukan Perjanjian Sewa yaitu dengan 

Perjanjian Nomor : 41/PERJ/SEKDA/XII/20 14 Nomor : 

341RJ.KPW20 14 tanggal 29- 12-20 14 tentang Sewa Tanah Milik 

Daerah Berupa Tanah Eks Tanah Kas Desa Wates. 

Dalam Perjanjian dimaksud pada BAB IV Harga Se-wa dan Cara 

Pembayaran Pasal4 ayat : 

(1) Konstribusi yang diterima oleh PMiU( PERTAMA dan batas waktu 
pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai 
berikut : 

(2) Penerimaan sewa sebelum 01 Juli 2014 setelah dikurangi pajak dibagi 
50% untuk PIHAK PERTAMA dan 50% untuk PIHAK KEDUA 
disetorkan paling lambat tanggal 30 Juni 201 5. 

Tahun 
I 
I1 

Dari substansi isi Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perjanjian dimaksud 

dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (PMAK 

Masa Sewa 
01-07-2014 sld 30-06-2015 
01-07-2015 dd 30-06-2016 

KEDUA) terkait harga sewa dan cara pembayaran dari hasil sewa obyek 

sewa menyewa eks Tanah b Desa 'Uaies seluas 273.005 m2 yang disewa 

Harga Sewa 
Rp. 128.630.000,OO 
Rp. 128.630.000,OO 

oleh masyarakat berkewajiban menyetor ke Pemerintah Daerah Daerah 

Paling Lambat Pembayaran 
30 Desember 2011 
30 Desember 2015 

Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 128.630.000,OO (seratus dua puluh 

delapan enam ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap tahunnya yang mana 

sebelum adanya alih status pendapatan ini merupakan pemasukan bagi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wates. 



B. Permasalahan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Wates 

Mendasar Pasal5 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahu.  

2008 bahwa seluruh kekayaan dan surnber pendapatan milik Pemerintah 

Desa Wates diserahkan kepada dan menjadi milik Pemerintah Daerah yang 

dikelola oleh Kelurahan Wates dengan memperhatikan kepentingan 

Pemerintah Daerah drt? masyarakat setempat sehingga sudah sebmwnya 

LKM Binangun Wates dikelola oleh Kelurahan Wates sebagai penopang 

perekonomian masyarakat, namun dalam kenyataamya LKM Binangun 

Waies belum bisa diserahk= pengeloiaannya ke Kelurahan Wates. 

Landaszn hukuan LKM Binangm Wates sebelum adanya alih status 

mendasar pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2005 

tentang Tentang Petun..uk Pelaksanaan Pendirian Lembaga Keuangan 

Mikro. Dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) Kepemilikan LKM Binangun 

Desa adalah Pemerintah Desa. 

Pemerintah Desa Wates mendapatkan pemasukanPendapatan Asli 

Desa dari LKM Binangun Wates sebesar 60% dari laba LKM Binangun 

yang telah disahkan oleh Pemilik, setelah dipotong pajak sebagairnana 

diatur cialam BAB XVI Penetapan dan Penggunaan Laba Pasal68 ayat (1) 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2005 yang menyztakan 

bahwa : 

"Laba LKM Binangun yang telah d-n oleh Pemilik, setelah 
dipotong pajak, pembagknnya ditetapkan sebagai berikat : 
a. Pemilik Modal = 60 % (enam puluh perseratus); 
b. Cadangan Umum = 10% (sepuluh perseratus); 
c. Cadangan Tujuan = 10% (sepuluh perseratus); 
d. Dana Kesejahteraan Pegawai = 10% (sepuluh perseratus); dan 



e. Jasa Produksi = 10% (sepuluh perseratus);". 

Setelah alih status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates maka 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lembaga Keuangan 

Mikro Binangun Wates. Dalam Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2010 ini 

dapat dilihat bahwa penyetoran laba LKM Binangun Wates tidak lagi ke 

Desa Wates namun disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo. Hal tersebut dimuat &dam BAB V Penyetoran Laba Pasal 6 

P e r a m  Bupati Nornor 72 Tahun 20 10 yang menyatakan : 

"Bagian Laba LKki Binangun Wates untuk Pemilik modal 
disetor ke Kas Daerab". 

Tindak lanjut terhadap kajian Ekonomi Dampak Alih Status Desa 

menjadi Kelurahan terhadap Pengelolaan LKM Binangun Wates yang 

disampaikan oleh Bagian Adrninistrasi Perekonomian Setda Kabupaten 

Kulon Progo dengan mempertimbangkan aspek hukum, aspek sosid, aspek 

ekonomi clan aspek Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka diterbitkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 

Penyertaan Modal Dalarn Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jasa 

Keuangan Mikro Binangun Wates. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 ini 

pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan : 

"Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates yang 
selanjutnya disebut PT. JKM Binangun Wates adalah salab satu 
Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha 
jasa keuangan mikron. 



Terdapat penerapan hukum yang tidak konsisten terhadap 

berdirinya PT. JKM Binangun Wates ini karena jika dilihat dilri apek 

legal standing pendirian PT. JKM Binangun Wates tunduk kepada 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun 

secara operasional tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengutamakan penyeknggaraan 

kernanfaatan m1um bublic service) disamping mencari keuntungan sebagai 

sum3er Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal Pasal 5 

ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa : 

"Sifat PT. JKM Binanguii Wates adalah usaha jasa keuangan 
profesional yang mengutamakan pelayanan bagi kernanfaatan 
umum dam mendapatkan keuntungan*. 

Selanjutnya terkait laba PT. JKM Binangun Wates bukanlah 

menjadi hak Kelurahan Wates nawun menjadi hak Pemerintah Kabupaten 

Kdon Progo sebagaimana djjelaskan dalam ketentuan Perda Nomor 3 

Tahun 2014 pada BAB V Pembagian Laba Pasal 9 yang menyatakan 

dalam: 

ayat (1) "Keputusan pembagian laba diatur oleh RUPS* 
ayat (2) "Bagian laba berupa deviden yang menjadi hak 

P e m e ~ t a h  Daerah, diterima setiap tahun sebagai 
keuntungan Daerah dan disetor ke Kas Daerah*. 

Besarnya PAD Desa Wates dari penyetoran laba LKM Binangun 

Wates sebelum alih status dari Desa Wates menjadi Kelurahan Wates dapat 

dilihat sebagai berikut : 



Tabel 3.1 
Perkembangan Dana Lembaga Keuangan Milcro (LKM) Binangun Wates 

Sumber : Bagian Perekonomian Setda. Kab. Kulon Progo. 

Permasalahan Lembaga Kemasyarakata Dese 

Dengan berubahnya sktus Desa Wates menjadi kelurahan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupeten &don Progo No 16 Tahun 2008 

yang dirubah dengan Perahran Daerah Kabupaten Kulon Progo No 9 

tahun 2009 membawa irnplikasi diterhadap kelernbagassn kemasyarakatan 

yang ada di Desa Wates menjadi hilang. P i  Kelurahan Wates sarnpai 

dengan 2 (dua) tahun pasca alis status belum terbentuk lembaga 

kemasyarakatan kelurahan, sehingga untuk mengantisipasi keadaan di 

lapangan, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Gbupaten Kulon 

Progo Nomor 16 Tahun 2008 bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 

ada tetap melaksanakan h g s i  dan tugasnya sampai dengan dibentuknya 

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Wates yang diatur dengan Peraturan 

Daerah. Atas ha1 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

menerbitkan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor : 14012861 tanggal 

26 November 2010 tentang Pelaksanaan Fungsi clan Tugas RW dan RT 

di Desa Wates. 

Tahun 

2007 
2008 
2009 
2010 

Kredit Yang 
Diberikan 

926.620.660 
1.291.057.500 
1.373.158.500 
1.473.275.462 

Total 
Pendapatan 

83.026.43 7 
288.840.621 
343.334.214 
350.151.972 

Total Biaya 

48.602.2 18 
187.686.770 
237.794.692 
242.582.048 

34.424.219 
101.153.851 
105.539.522 
107.569.914 

Pertumb. 
Laba 
Yo 
0 

193,85 
4,34 
1,92 



Landasan hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di 

Kabupaten KuIon Progo adalah Pera- Uaerali fibupaten W o n  Progo 

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 

n~erupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan P e m e ~ t a h  Nomor 72 Tahun 2005 

tentang Desa. Dalam penjelasan urnuni Undang-Ucdang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa prinsip dasar 

pengaturan mengenai desa. Beberzipa prinsip dasar tersebut juga 

diakomodasb dalam Peraiman Pemerintah Nomor 72 Tahw 2005 

tentang Desa. Salah sztu prinsip dasar pengaturan tentang dcsa addah 

prinsip partisipasi. Prinsip ini memill .  makna bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan desa harus marnpu mewujudkan peran 

aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta 

bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai 

sesarna warga desa. 

Sebagai salah satu bentuk perwujudan prinsip partisipasi 

sebagaimana dimaksud dalam, di desa dapat dibentuk lembaga 

kernasyardcatan desa sepeiri Rukun Tetangga @T), R-ukun Warga (RW), 

Pembinaan Pemberdayaan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan lain-lain. Lembaga 

kernasyarakatan desa tersebut bertugas membantu Pemerintah Desa dan 

merupakan mitra ddam memberdayakan masyarakat. 



Lembaga kemasyarakat desa berfimgsi sebagai wadah partisipasi 

dalam . pengelolaan pembangunan agar t emjud  demokratisasi dar~ 

transparami pembangunan pa& tingkat masyarakat serta untuk 

mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih 

berperan aktif dalam kegiatan penbangunan. 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 20CS 

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 4 ayat (1) menyatakan 

bahwa : 

"Lembaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk sesuai 
kebutuhan dan kandisi sosial budaya masyarakat". 

Di dalam penjelasan Pasal4 ayat (1) dinyatakan : 

Yang dimaksud dengan "dapatn adalah didasarkan atas 
pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuan jelas, serh 
bidang kegiatan tidak tumpang tindih dengan lembaga yang 
sudah ada. 
Jenis lembaga kemasyarakatan desa yaitu : 
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); 
2. Lembaga Adat; 
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKM); 
4. Rukun Warga (RW); 
5. Rukun Tetangga (RT); 
6. Karang Taruna; dan 
7. lembaga kemasyarakatan lainnya. 

Kedudukan lembaga kemasyarakatan sebagai lembaga yang 

berfhgsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar 

terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan. pada tingkat 

masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses 

agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan juga 



dibutuhkan di dalam Kelurahan Wates. Hal ini mendasar pada Peraturan 

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Kelurahan yang merupakan amanat dari Peratwan 

Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Dengan 

diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupate~ Kulon Progo Nomor 1 1 

Tahun 2012 tentang Lernbaga Kemasyarakatan Kelurahan hi 

membulctikan bahwa peran serta masyarakat desa dalarn pembangwan 

dalam wujud lembaga kemasyamkahn dan gotong royong yang 

merupakan ciri dari masyarakat desa pada kenyz?taanqa masih diperlukan 

dalam alih status K e l d a n  Wates. 

Selanjutnya dalarn btanya terhadap Lembaga Kemasyarakatan di 

Kelurahan Wates ini maka Pernerintah Kabupaten Kulon Progo 

menerbitkan peratwan-peraturan sebagai berikut : 

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif Bagi Rukun Warga Dan Rukun Tetangga 

Di Kelurahan Wates; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 1 Tahun 20 12 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 

3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada 

Kelurahan 



4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan, 

5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pembentukan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan; 

6. Peraturan Bcpati Kulon Progo Nom~r 44 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pembenhkn Karang Tatma pada Kelurahan; 

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Talim 2014 tentang 

Pedcman Pemberian Honcrarium Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua 

Rukun Tetangga di Kelurahan Wates; 

8. Keputusar?. Bupati Kulon Progo Nomor 305 Tahuo 2014 tentang 

Besaran Honorarium Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun 

Tetangga di Kelurahan Wates. 

D. Permasalahan Penerimaan Anggaran Yang Terbatas 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Kelurahan Pasal 15 menyebutkan bahwa keuangan 

kelurahan bersumber dari APBD yang dialokasikan sebagaimana 

Perangkat Daerah lainnya; bantuan Pemerintah, Pemsrintah Provinsi, 

Pemerintah Daerah dan Bantuan Pihak ketiga; Sumber lain yang sah dan 

tidak mengiicat sehingga Konsekwensi dari Alih status Desa Wates 

menjadi Kelurahan Wates mengakibatkan ketergantungan anggaran 

kegiatan Kelurahan Wates dari pembagian Anggaran Pendapatan dan 



Belanja Kabupaten Kulon Progo. Hal ini mengakibatkan terhambatnya 

Pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di 

Kelurahan Wates sebab alokasi APBD yang diberikan oleh Pernerintah 

Kabupaten Kulon Progo jumlahnya sangat terbatas. Penerimaan 

pembagian anggaran yang diperoleh Kelurahan Wates dalam kurun waktu 

201 2 sarnpai dengan 20 1 5 dapat d i l h t  sebagai berikut : 

1. Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahu1.n 2012 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belmja Daerah Tahun 

Anggaran 2012 Kelurahan Wates mendapatkan Anggaran Kegiatan 

sebesar Rp. 91 7.924.646,00; 

2. Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2013 

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2013 Kelurahan Wates mendapatkan 

Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 1.022.206.424,OO; 

3. Menurut Peraturan Bupzti Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2014 

Penjabaran Perubahan Anggaran PendapaCm dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014 Kelurahan Wates mendapatkan Anggaran 

Kegiatan sebesar Rp. 1.160.524.786,GO; 

4. Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 Kelurahan Wates mendapatkan Anggaran Kegiatan 

sebesar 1.534.652.935,OO 



Penerimaan pembagian anggaran untuk Kelurahan Wates ini dalam 

kenyataannya tidak sebanding dengan APD Desa Wates Tahun Angaran 

2009 yang menlmt data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon 

Progo bahwa Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan, pemban- dan kemasyarakatan tahm 2009 cu'rup 

memadahi yaitu Rp. 1.082.135.647,OO. 

E. Berlakuaya Undang-undang Ncmor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

1. Adanya Dana Desa. 

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam 

Pasal72 ayat (1) hurufd. disebutkan : 

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(2) bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian 
dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. 

Implementasi dari arnanat Undang-undang tersebut di Kabupaten Kulon 

Pmgo mengeluarkan beberapa peraturan sebagai berikut : 

1. Peraturan Bupati Kulon Pmgo Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata 

Cam Pernbagian dan Penetapan Iiinciaii Dana Desa Seiiap Desa 

Tahun Anggaran 201 5; 

2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan 

Alokasi Dana Desa; 



3. Peratman Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pealapatan Dan Belanja Desa, 

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Desa 

4. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 155lN20 15 Tentang Lokasi 

dan Alokasi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Restribusi, dan Nokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 201 5; 

Dalam Lampiran Ke~>u- Bupati Kulon Frogc Nomor 

155lN2015 Tentang Lokasi dan Alokasi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil 

Restribusi, d m  ,410kasi Dana Desa Tahun Anggaran 201 5 dapat dilihat 

besaran penerimaan dana Desa pada desa-desa di Kecamatan Wates 

sebagai berikut : 







Dengan adanya alih status Desa Wates menjadi Kelurahan 

Wates maka Kelurahan Wates kehilangan potensi penerimaan 

pendapatan dari dana alokasi seperti yang tercanturn dalam Keputusan 

Bupati Kulon Progo Namor 1 55/A/2015 dirnaksud. 

Adanya Kementerian Desa, Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. 

Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pernbacg-mau Daerah 

Tertiiggal, dan Transmigrasi adalah amanat P a d  1 1  Undang-unhg 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa 

dan kawasan perdewin, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2015 Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dm Transmigrasi menyelenggarakan 

h g s i  : 

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pembangunan desa clan kawasan perdesaan, pemberdayaan 

masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan 



daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan 

pengembangan kawasan transmigrasi; 

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian Desa, Pembangunm Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi; 

c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

j awabilya; 

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas cii lkgkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmipi; 

e. pelaksanaan bimbingan teknis d m  supervisi atas pelaksanaan 

urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 

pelatihan, serta pengelolm inforrnasi di bidang pembangunan desa 

dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, 

pengembangan daerah tertentu, pembangman daerah tertinggal, 

dan transrnigrasi; dm 

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Tmsmigrasi. 

Selanjutnya sebagai peraturan pelakmmny2 Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan 



Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendarnpingan Desa 

dan P e r a m  Menteri Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa 

Dengan melihat kenyataan tersebut terlihat jelas bahwa pasca 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 T&-un 2014 Tentang Desa 

maka Desa mendapatkan prioritas utama dalam perlibangunan. Dalarn 

ha1 ini sesuai penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa 

Pembangunan Desa bertxjuan meningkatkaD kesejahteraan masyarakat 

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangm kerniskinan 

melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, peinbangunan sarma 

dm prasarana, pengembangan poteami ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan 

menggunakan 2 (dm) pendekatan, yaitu "Desa membangun" dan 

"Membangun Desarr yang diintegrasikan dalam perencanaan 

Pembangunan Desa. 

3. Ada peluang untuk kembali dari bentuk Kelurahan ke Desa. 

Apabila alk status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates 

dipanclang sebagai sebuah kebijakan yang tidak mengmtungkan bagi 

masyarakat clan seluruh elemen maka dengan diundangkannya Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

dimungkinkan masyarakat Kelurahan Wates dan seluruh elemennya 

untuk kembali lagi dari status Kelurahan Wates menjadi Desa Wates 



karena ada peluang untuk dilakukannya perubahan status dari Kelurahan 

menjadi Desa yang tercantum pada Pasal 12 ayat ayat (1) Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa yaitu : 

"Pemerintah Daerah KabupatenKota dapat mengubah statcls 
kelurahm menjadi Desa berdasarkan prakarsa ntusyarakad 
dan memenuhi persyaratan yang ditentukan szsuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan". 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Peralihan 

Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Kulori Progo Ngmor 9 Tahun 2009 teiitang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentmg 

Perubahan Status Desa Wates menjadi Keldliin Wates &pat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Pelaksanaan alih status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 

tidak dapat dijalankan sesuai ketentuan karena pelaksanan ketentuan 

Pasal 6 ayat (1) terkait asset tidak dikelola oleh Kelurahan Wates tetapi 

diserahkan kepada Pemerintzh Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Penyerahan asset kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta tersebut disebabkan kekhususan yang dimiliki Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang salah satunya adalah terkait 

dengan bidang pertanahan dimam terhadap tanah Kraton Kasultanan 

dan Kadipaten Pakualaman yang selama ini belum dilepaskan, masih 

merupakan domain bebas Kasultanan Yogyakmta-Kadipaten 

Pakualaman dan sampai sekarang belum tcrjangka-J ketentuan Undang- 

Undang Pokok Agraria. 



3. Perubahan alih status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates berdampak 

buruk kepada kelangsungan pembangunan dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat di Kelurahan Wates yang diakibatkan oleh 

terbatasnya anggaran belanja yang di dapat Kelurahan Wates karena 

pernbagian alokasi APSD Pemerinta.?.? Kabupaten Kulon Pmgo kepada 

Kelurahan Wates tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabcpaten Kulon Progo Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan 

yang telah diubah dengan Peratman Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 9 Tahun 2009 masih belum optimal sesuai yang diharapkan 

karena masih m e n i n g g h  perrnasaltihar, pada Tanah Kas Desa 

sebanyak 77 bidang yang merupalcan salah satu sumber pendapatan yang 

ternyata tidak dapat dikelola sendiri oleh Kelurahan Wates, hilangnya 

Lembaga Keuangan Mikro &KM) Binangun Wates dan sendi-sendi 

organisasi kemasyarakatan penopang kegiatan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat seperti LKMD, KKLKMD, BPD, 

Pedukuhan, Rukun Warga (RW), maupun Rukun Tetangga (RT) serta 

terhambatnya Pernbanjgmm dan peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat di Kelurahan Wates akibat terbatasnya anggaran belanja 

yang didapat Kelurahan Wates karena saat ini tergantung pada alokasi 

APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang 

jumlahnya terbatas. 



B. Rekomendasi 

Pelaksanaan Peralihan Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates 

menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 

16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan 

Wates perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaanya karena : 

1. Terdapat penerapan hukum yang tidak konsisten dalarn peinbentukm 

Peraturan Daerah Kabupateg Kulon Progo Nomor 16 T&un 2008 

tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan ymg telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 

Tahun 2009 terkait eks tanah kas Desa Wates yang mana jika 

merupakan domain tanah Sultan dan Kadipaten Pakualaman maka 

seharusnya bukm kewenangan Pemerintah Provinsi DIY untuk 

mengelolanya karena sikap Pemerintah Provinsi DIY pada awalnya 

terkait tanah kas desa dimaksud tidak tunduk kepada Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, 

dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan hanya tunduk 

kepada Undang-undang Nomar 3 Th 1950 tentang Penibentukan 

DIY akan tetapi pada akhimya pengelolaan terhadap tanah kas desa 

d i u d  tiba-tiba tunduk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2007 yang merupakan sub ordinat dari UU Nomor 32 

Tahun 2004. 



2. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peralihan 

Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates menurut Peraiman Daerah 

Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates tidak 

efektif dan efisian maka berdasarkan Pasal 12 ayzt ayat (1) Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa dimunglunkan untuk kembali dari Kelurahan 

Wates menjadi Desa Wates. 

3. Bagi warga Kelraahan Wates yang merasa keberatan dengzn 

diberlakukamiya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 

16 Tahm 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates menjadi 

Kelurahan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2009 maka dapat mengajukan uji rnateriil 

terhadap Peraturm Daerah di maksud ke Mahkamah Agung Republik 

Indonesia mendasar pada Peraturan Mahkarnah Agung Nornor 1 Tahun 

201 i tentang Hak Uji Materiil. 
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